
l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Ayat (5) 
Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati; 

BUPATI BANGKALAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI BANGAKALAN 
NOMOR \3 TAHUN 2024 

TENT ANG 
TATA CARA PEMUNOUTAN PAJAK DAERAH 

BUPATI BANGKALAN 
PRO VIN SI JAW A TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ten tang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 
tentang Pedoman Penagihan dan Perneriksaan Pajak 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07 /2018 
tentang Pedornan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 48/PMK.03/2021 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan 
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 519); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 
Nomor 1 seri B); 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenai Pajak. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan 
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa 
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
untuk selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 
bawah permukaan Bumi. 

13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/ a tau Bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

16. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di 
bidang pertanahan dan Bangunan. 

17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat 
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir 
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. 

18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu 
yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir. 

19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui 
pesanan oleh restoran. 

20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan 
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. 

21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan 
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 
untuk bermacam peralatan listrik. 

22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 
min um, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya. 

23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
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mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 
sesuatu. 

27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 
pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 

28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah 
atau batuan di bawah permukaan tanah. 

29. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut 
persen tase terten tu. 

30. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas 
pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

31. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 
dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan 
Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya. 

34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakandaerahnya. 

35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. 

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan 
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

menganjurkan, memperkenalkan, komersial 

24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian 
untuk dinikmati. 

25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. 
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 
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37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

38. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 
perpajakan Daerah. 

39. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah 
formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib 
Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 

41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah rnelalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

42. Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada 
W a jib Pajak. 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
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pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/ a tau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau 
denda. 

48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hi tung, dan/ atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang 
terdapat dalam SPPT, SKPD., SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

49. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib 
Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan 
terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan 
atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. 

SO. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau 
bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib 
Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas 
Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, Notaris, 
konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan , 
pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak 
1ainnya. 

51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

52. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

53. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan 
atau dokumen lain yang dipersamakan dart Lampiran- 
Lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara 
surat pemberitahuan dengan SSPD. 

54. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 
barang yang telah disita. 
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melaksanakan penjualan secara lelang. 
64. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum 

dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis. 
dan/ a tau media dalam jaringan melalui usaha 
pengumpulan peminat atau calon pembeli. 

65. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/ atau 
pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada 
wajib pajak. 

berwenang yang kantor adalah 

55. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari 
semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 

56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan 
pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak. 

58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 
dan biaya penagihan pajak. 

59. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan 
pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. 

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

61. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan 
sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang 
terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. 

62. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan 
objek sita. 

63. Kantor Lelang 
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66. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, 
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun. 

67. PPAT Sementara yang selanjutnya disebut PPATS adalah 
Pejabat Pernerintah yang ditunjuk karena jabatannya 
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta 
PPAT di daerah yang belumcukup terdapat PPAT. 

68. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disebut STD adalah 
surat untuk melakukan tagihan denda berbentuk sanksi 
administratif yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan 
menggunakan STS. 

69. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah 
suratyang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah 
sebagai tempat pembayaran dan merupakan bukti sah 
pembayaran sanksi administrasi sesuai STD. 

70. Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk 
mengolah informasi/ data Pajak Daerah dengan bantuan 
komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui 
pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, 
perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan 
hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan 
penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan 
kepada wajib pajak melalui Tempat Pelayanan Pajak 
Daerah maupun secara elektronik. 

71. Nomor Transaksi Penerimaan pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat NTPPD adalah nomor tanda bukti 
pembayaran/penyetoran pajak Daerah ke Kas Daerah yang 
tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh 
Sistem lnformasi. 

72. Nomor Transaksi Setoran yang selanjutnya disingkat NTS 
adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan 
pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank 
Penerima. 

73. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank 
Penerima atas transaksi penerimaan pajak Daerah dengan 
teraan NTPPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain 
yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 

7 4. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem 
Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang 
digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di 
Bank/ Non Bank Penerima. 
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75. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT 
adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan 
pembayaran Pajak Daerah yang dibangun dan 
dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima. 

76. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat 
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan , 
Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan 
biaya lainnya sehubungan dengan penagihan. 

77. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau 
Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang 
pajak. 

78. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang 
dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- 
undangan lelang. 

79. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP 
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh 
Pemeriksa mengenaiprosedur Pemeriksaan yang ditempuh , 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan , 
pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil 
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. 

80. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk 
menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung 
Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 
menurut peraturan perundang-undangan. 

81. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 
terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu 
untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

82. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 
dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, dan/ a tau tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Pemeriksa. 

83. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di 
kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana 
Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

84. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat 
ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk 
jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau 
tahun pajak yang sama. 
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melaksanakan penyitaan. 
89. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 

SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan 
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

90. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat 
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan. 

91. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah 
surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak 
un tuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

92. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan 
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai 
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah 
pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari 
sanksi administrasi. 

Penyitaan adalah surat 
oleh Pejabat untuk 

85. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

86. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel 
pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 
dan/ atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga 
digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan 
buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik dan benda-benda lain. 

87. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan 
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencan serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

88. Surat Perintah Melaksanakan 
perintah yang diterbitkan 
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Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, adalah: 
a. jenis Pajak dan Masa Pajak; 
b. NPWPD; 
c. PBB-P2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

93. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya 
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak 
dan Pemeriksa atas temuan pemeriksaan yang hasilnya 
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 
dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui 
maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi 
administrasi. 

94. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP 
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil 
Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas 
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 
pemeriksaan. 

95. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut 
LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian 
pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat 
ketetapan pajak. 

96. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko 
menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. 

97. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan day a beli sehingga perlu mendapat d ukungan 
pemerintah untuk memperolehrumah. 

98. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank 
Penerima atas transaksi penerimaan pajak Daerah dengan 
teraan NTPPD dan NTS sebagai sarana administrasi lain 
yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. 

99. Nomor Transaksi Setoran yang selanjutnya disingkat NTS 
adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerirnaan 
pajak Daerah yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank 
Penerima. 

100.Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai 
bank tempat pembukaan. 
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Jenis Pajak, terdiri atas: 
a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJT atas: 

1. makanan dan/ atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
3. jasa perhotelan; 
4. jasa parkir; dan 
5. jasa kesenian dan hiburan; 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 
f. Pajak MBLB; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
r, Opsen BBNKB. 

BAB III 
JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK 

Pasal 3 

d. BPHTB; 
e. Pajak Reklame; 
f. PBJT; 
g. PAT; 
h, OPSEN; 
i. tata cara penghapusan pajak; 
j. pemeriksaan Pajak; 
k. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; 
I. penagihan Pajak; 
m. kedaluwarsa; 
n. penghapusan piutang Pajak; 
o. keberatan; 
p. banding; 
q. gugatan Pajak; 
r. insentif fiskal bagi pelaku usaha; 
s. keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atau 

penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/ atau 
sanksinya; 

t. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; 
u. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan 

pemanfaatan data; 
v. sistem dalam jaringan Pajak Daerah; 
w. perforasi; 
x. dokumen pemungutan Pajak; dan 
y. tata cara pengenaan sanksi administratif. 

13 



(l) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD. 
(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan dibidang Pajak Daerah. 

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 
diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang 
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan. 

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Sadan 
dihubungkan dengan nomor induk berusaha. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tidak mendaftarkan diri, kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang 
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk 
kartu identitas NPWPD yang dibuat dalam bentuk fisik 
dan/ atau digital. 

BAB IV 
NPWPD 
Pasal 5 

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi 
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif 
atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu. 

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak 
yang terutang untuk jerus Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak. 

(3) Masa Pajak untuk jenis Pajak PBJT sebagiamana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c ditetapkan untuk jangka 
waktu l (satu) bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan jangkawaktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun 
buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Pasal 4 
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Daerah yang rnelaksanakan urusan 
di bidang Pajak Daerah rnenerbitkan 

Perangkat 
pemerintahan 
NPWPD. 

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1), dilakukan sebagai berikut: 
a. W ajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan 

lengkap; 
b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran 

kepada petugas dengan melampirkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); 

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi 
beserta kelengkapan berkas persyaratannya. 

(2) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka 
petugas: 
a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib 

Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan 
apabila tidak lengkap; atau 

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib 
Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk 
Wajib Pajak apabila perrnohonan telah lengkap. 

(3) Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah perrnohonan 
pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap kepala 

Pasal 7 

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1), wajib memen uhi syarat kelengkapan 
permohonan pendaftaran NPWPD. 

(2) Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), me1iputi: 
a. mengisi formuhr pendaftaran; 
b. kartu tanda penduduk yang sah; dan 

(3) Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), meliputi: 
a. mengisi formulir pendaftaran; 
b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; 

dan 
c. kartu tanda penduduk salah satu pengurus untuk 

badan. 
(4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, tercantum dalam Lampiran Angka Romawi I yang 
merupakan bagian tidak bisa terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 6 
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(1) Setiap Wajib Pajak PBB-P2 wajib melakukan Pendaftaran 
Objek Pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 

BABY 
PBB-P2 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Paragraf 1 
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

Pasal9 

(1) Dalam hal melakukan Penerbitan NPWPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah melakukan verifikasi berdasarkan data yang dimiliki 
oleh Daerah. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dinyatakan sesuai antara data yang dimiliki Daerah 
dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan NPWPD; 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh 
daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan 
penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah; 

(4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD. 

(5) Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah 
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan 
terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. 

(6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 
melalui: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

Pasal 8 

(4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dapat dilakukan secara elektronik a tau tertulis. 

(5) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dapat diambil oleh Wajib Pajak atau 
dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik. 
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(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen 
Objek Pajak. 

(2) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
berupa NPWP. 

(3) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah SPOP dan LSPOP. 

Pasal 11 

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara 
elektronik atau tertulis. 

(2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan melalui saluran tertentu meliputi: 
a. laman Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau 
b. saluran lain yang ditetapkan oleh kepala Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bi dang Pajak Daerah. 

(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), disampaikan: 
a. secara langsung; atau 
b. tidak secara langsung dengan melampirkan surat kuasa 

khusus yang bermatcrai cukup. 
(4) Format permohonan secara elektronik atau tertulis 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka 
Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah paling lama 
30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya 
persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang PBB-P2 untuk diberikan 
tanda terdaftar Objek Pajak. 

(2) Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau 
Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
merniliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

(3) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), memuat identitas Objek Pajak berupa NOP. 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1), 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
Pemeriksaan atau penelitian administrasi. 

(2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat 
Daerah yang rnelaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah rnenerbitkan tanda terdaftar Objek Pajak 
berdasarkan kewenangan secara jabatan. 

(3) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan tanda terdaftar 
Objek Pajak. 

(4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
melalui: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengirirnan surat; 

Pasal 13 

jangka waktu pernberian keputusan berakhir. 

permohonan diterima secara lengkap, 
Daerah yang melaksanakan urusan 
bidang Pajak Daerah menerbitkan 

terhitung setelah 
Kepala Perangkat 
pernerintahan di 
keputusan berupa: 
a. menenma permohonan dengan menerbitkan tanda 

terdaftar Objek Pajak; atau 
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat 

penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak. 
(3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak 
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan 
dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan tanda 
terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 

(1) Berdasarkan perrnohonan pendaftaran sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 11, Kepala Perangkat Daerah yang 
rnelaksanakan urusan pernerintahan di bidang Pajak 
Daerah rnelakukan penelitian adrninistrasi. 

(2) Berdasarkan penelitian adrninistrasi sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1), paling lama 90 (sernbilan puluh) hari kalender 

Pasal 12 
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perrnohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan 
secara jabatan dapat melakukan perubahan data yang 
tercantum dalam tanda terdaftar Objek Pajak. 

(2) Permohonan peru bahan data sebagairnana dimaksud pad a 
ayat ( 1) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(3) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi: 
a. laman Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau 
b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah. 

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), disarnpaikan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat. 
(5) Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah melakukan penelitian administrasi. 

(6) Berdasarkan penelitian adrninistrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender 
terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap. 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah: 
a. melakukan perubahan terhadap tanda terdaftar Objek 

Pajak dalam hal permohonan perubahan data diterima: 
a tau 

b. mengirim surat pemberitahuan penolakan peru bahan 
dalam hal permohonan perubahan data ditolak. 

Daerah yang melaksanakan urusan 
bidang Pajak Daerah berdasarkan 

Kepala Perangkat 
pemerintahan di 

( l) 

Paragraf 2 
Peru bahan Data Objek Pajak 

Pasal 14 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 
dengan buktipengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketah ui alamat surat 
elektronik Wajib Pajak. 
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( 1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan 
secarajabatan dapat melakukan pencabutan tanda terdaftar 
Objek Pajak terhadap Objek Pajak yang sudah tidak 
memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang PBB. 

(2) Permohonan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(3) Permohonan pencabu tan tanda terdaftar Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan 
dokumen yang disyaratkan. 

Paragraf 3 
Pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak 

Pasal 15 

(7) Dalarn hal Kepala Perangkat Daerah yang rnelaksanakan 
urusan pernerintahan di bidang Pajak Daerah tidak 
mernberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4), permohonan dianggap dikabulkan 
dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pernerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan tanda 
terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah 
jangka waktu pemberian keputusan berakhir. 

(8) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pernerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
pencetakan kembali tanda terdaftar Objek Pajak. 

(9) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) 
hari kerja terhitung sejak tanggal pencetakan kembali tanda 
terdaftar Objek Pajak. 

(10) Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) merubah atau menghapus tanda terdaftar Objek 
Pajak sebelurnnya. 

(11) Tanda terdaftar Objek Pajak yang telah diterbitkan 
sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat 
pencetakan kembali tanda terdaftar Objek Pajak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (5). 
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(4) Dokumen yang disyaratkan sebagai Lampiran permohonan 
pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen izin usaha, 
hak guna usaha, penugasan, kontrak, kuasa, perjanjian 
dan/ atau izin, yang sudah berakhir dan tidak dilakukan 
perpanjangan masa berlakunya. 

(5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), disampaikan melalui saluran tertentu meliputi: 
a. laman Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang Pajak Daerah; atau 
b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah. 

(6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan 

bukti pengiriman surat. 
(7) Pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak berdasarkan 

kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan olehKepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah berdasarkan data dan/ atau informasi perpajakan 
yang dimiliki atau diperoleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah. 

(8) Pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak atas permohonan 
Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
berdasarkan basil Pemeriksaan atau penelitian administrasi. 

(9) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Perangkat 
Daerahyang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah menerbitkan keputusan berupa: 
a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan 

surat keputusan pencabutan tanda terdaftar Objek 
Pajak; atau 

b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan 
surat penolakan pencabutan tanda terdaftar Objek 
Pajak. 

(10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan 
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib 
Pajak diterima secara lengkap. 
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(1) Selain memperhatikan persyaratan subjektif sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pencabutan tanda 
terdaftar Objek Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak 
tidak: 
a. mernpunyai utang pajak PBB-P2; 
b. sedang dilakukan Tindakan penegakan hukum di bidang 

perpajakan PBB-P2; 
c. sedang mengajukan upaya hukum di bidang 

perpajakan PBB-P2;dan/atau 
d. sedang dalam proses penyelesaian pernnjauan 

kembali di bidangperpajakan PBB-P2. 
(2) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan: 
a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 
b. pemeriksaan bu kti permulaan; 
c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 
d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. 

(3) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan: 
a. pengurangan PBS- P2; 
b. pengurangan denda administrasi PBS- P2; 
c. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan 

Pajak terutang yang tidak benar; 
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 

PBB-P2 yang tidak benar; 
e. pembatalan surat tagihan pajak PBB-P2 yang tidak 

benar; 
f keberatan PBB-P2; 
g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian; 
h. gugatan; dan/atau 
i. banding. 

Pasal 16 

(11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan. 

(12) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan 
surat keputusan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak 
paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berakhir. 
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(ll Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengolah data 
Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem 
informasi. 

(2) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. pengumpulan data; dan 
b. pemetaan. 

!3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, merupakan kegiatan yang meliputi: 
a. pengumpulan data Objek Pajak; dan 
b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 
undangan tentang pemberian dan penghimpunan data 
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. 

Pasal 19 

(l) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1), meliputi: 
a. Pendataan kantor; dan/atau 
b. Pendataan lapangan. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
oleh petugas pendataan. 

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaporkan dalam bentuk laporan basil Pendataan. 

Pasal 18 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak 
dan/ a tau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek 
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
seluruh Bumi dan/ atau Bangunan di Daerah. 

Paragraf 4 
Tata Cara Pendataan 

Pasal 17 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa 
dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan 
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari 
Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan 
penolakan pendataan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa 
dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan 
penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
petugas pendataan membuat berita acara penolakan 
pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa 
dari Wajib Pajak, rnenyatakan menolak untuk dilakukan 
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas 

Pasal 2 l 

(1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan 
peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/ a tau lokasi 
lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak. 

(2) Ruang lingkup pendataan lapangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), meliputi: 
a. pengumpulan data; dan 
b. pemetaan. 

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data Objek 
Pajak yang tidak a tau belum dilaporkan. 

(4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi: 
a. Pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis 

satelit; 
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; 

dan/atau 
c. pengukuran dengan alat ukur manual. 

Pasal 20 

H) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang 
meliputi: 
a. transformasi an tar sistem proyeksi; dan/ atau 
b. digitasi peta analog ke peta digital. 
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(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SPJYI' untuk 
Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan 
tanda terdaftar Objek Pajak, apabila diperoleh data dan/ a tau 
informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB- 
P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak. 

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerin tahan 
di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan SPJYf dan/ atau 
STPD sebelum dan/atau setelah pencabutan tanda terdaftar 
Objek Pajak, apabila setelah pencabutan tanda terdaftar 
Objek Pajak diperoleh data dan/ atau informasi yang 
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang 
belum dipenuhi Wajib Pajak. 

Pasal24 

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

Pasal 23 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemeriritahan di bidang Pajak Daerah menetapkan PBB-P2 
terutang dengan menggunakan SPfYf. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemeriritahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan 
SKPD PBB-P2 dalam hal: 
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah 

Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah yang ditunjuk sebagaimana 
ditentukan dalam surat teguran; dan/ a tau 

b. basil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah 
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak. 

Bagian Kedua 
Pen eta pan 
Pasal 22 

Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data 
dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh 
perangkat daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah. 

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan 
dalam bentuk laporan basil Pendataan. 
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(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditetapkan 
oleh Bupati. 

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dihitung 
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secara wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 
dilakukan dengan metode: 
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; atau 
c. nilai jual pengganti. 

Bagian Keempat 
Penilaian 
Pasa126 

pengiriman SPPT. 

(-+) belum 
dapat 

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang 
dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 

(l) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran 
berbasis elektronik. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 25 

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 
setelah saat berakhirnya Tahun Pajak. 

(4) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa 
dikenakan sanksi administratif. 

(5) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran Angka Romawi Ill yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 
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(1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak. 

(2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menindaklanjuti 
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian 
terhadap permohonan Wajib Pajak. 

(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat 
meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang 
diperlukan. 

Pasal28 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya. 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan 
pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Format permohonan pembetulan wajib pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran Angka Romawi V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 27 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (2), 
ditetapkan berdasarkan proses penilaian. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian NJOP PBB- P2 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. 

(7) Format permohonan surat keterangan NJOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran Angka 
Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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(1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok 
Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa 
Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau 
kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah 
pajak terutang. 

(2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
meliputi: 
a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/ a tau 

pengurangan dan/ a tau perkalian dan/ atau pembagian 
suatu bilangan; atau 

b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya 
penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, 
surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, 
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 

(3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, berupa kekeliruan dalam penerapan tarif. 
kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual 
kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi adrnirristra.si. 
kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan 
kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan. 

Pasal29 

(4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib menerbitkan 
Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal surat permohonan pembetulan diterima. 

(5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), berisi keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, a tau 
menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun 
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
Pajak; atau 

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil 
pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata 
cara yang ditentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
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(1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. dengan cara lain. 

(2) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah 
penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos 
yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat. 

(3) Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
b. sistem informasi. 

(4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah perusahaan yang 
berbentuk badan hukum. 

(5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 
bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas. 

(6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan 
Bukti Penerimaan Elektronik. 

Pasal 31 

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, 

SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB; 
b. permohonan harus disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah 

yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah; 

c. permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara 
elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan 
permohonan dan menggunakan format surat permohonan 
pembetulan; dan 

d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat 
permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa 
khusus. 

Pasal30 
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(l) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut 
dengan meneliti permohonan Wajib Pajak. 

(2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah dapat meminta data, informasi, 
dan/atau keterangan yang diperlukan. 

Pasal33 

(1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29. 

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah mengembalikan 
permohonan pembetulan dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka 
waktu 3 (tiga) bulan. 

(3) Dalam hal permohonan pembetulan dikernbalikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih 
dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 

Pasal 32 

(7) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan Bukti Penerimaan 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan 
tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan. 

(8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan 
surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7), merupakan tanggal surat permohonan pembetulan 
diterima. 
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(l) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan 
Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana 

Pasal 35 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menye]enggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 
dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak. 

Pasa134 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus menerbitkan 
Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan 
pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (8). 

(4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), berisi keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah pajak yang terutang; atau 

b. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak 
mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), permohonan pembetulan 
tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan 
permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat 
Keputusan Keberatan. 
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belum 
dapat 

(4) 

(1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pernbayaran 
berbasis elektronik. 
Dalam hal sistern pembayaran berbasis elektronik 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

Bagian Kedua 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal38 

Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara 
mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah 
dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak. 

BAB VI 
BPHTB 

Bagian Kesatu 
Pen eta pan 
Pasal37 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam ha!: 
a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang nyata-nyata 

tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam 
penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih 
harus dibayar; dan 

b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut huruf a tidak 
dapat diajukan Banding atau diajukan banding dengan 
putusan tidak dapat diterima. 

Pasal 36 

dimaksud dalam Pasal 34 yang mengakibatkan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan 
pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan 
atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan 
terse but. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan. 
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(1) PPAT atau Notaris sesuai kewenangannya wajib: 
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat 
dihadapan PPAT; dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli 
dan/atau akta pemindahan Hak atas Tanahdan/atau 
Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 
wajib: 
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib 

Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan 
b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
(3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) huruf a dan ayat (2) huruf a, berupa SSPD BPHTB yang 
telah divalidasi dan ditandatangani secara elektronik 
melalui Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal39 

(5) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas 
perolehan Hakatas Tanah dan/ a tau Bangunan dari jual beli, 
pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak. 

(6) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu 
saat terutangnya BPHTB adalah Perjanjian pengikatan jual 
beli yang dibuat dan/ a tau ditanda tangani setelah 
diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. 

(7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian 
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual 
beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib 

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran BPHTB; atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak 
melakukanpembayaran kekurangan dimaksud. 

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) huruf b, paling lambat 
dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. 
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(1) Dalam hal PPAT, Notaris atau kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf b dan ayat (2) huruf b, dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan waktu pelaporan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diajukan 
secara tertulis atau elektronik kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah paling lambat 1 x 24 jam sebelum batas waktu 
pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab 
keterlambatan pelaporan. 

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
perpanjangan waktu pelaporan maksimal pada tanggal 15 
(lima belas) di bulan berjalan. 

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka 
PPAT, Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi 
pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan 
sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 
(2) huruf b. 

Pasal40 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
dan ayat (2) huruf b, dilakukan secara elektronik. 

(5) Untuk dapat melaksanakan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPAT atau Notaris wajib 
mengajukan permohonan nomor register dan kode akses 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(6) Untuk melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah memberikan noKor register dan kode akses kepada 
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. 

(7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), berlaku 
juga bagi PPATS, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti. 

(8) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dan ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan tanggal 
dan bulan pengesahan/penomoran perjanjian pengikatan 
jual beli, akta, atau risalah lelang. 
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pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan Penelitian 
terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan 
permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
rekomendasi kepada Bupati. 

urusan menyelenggarakan Daerah yang (4) Perangkat 

(1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 
undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat 
menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB. 

(2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l), diterbitkan oleh Bu pati 
berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang 
pribadi dan/atau badan. 

(3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disarnpaikan secara elektronik dan/atau 
secara langsung dengan disertai: 
a. kartu tanda penduduk; 
b. surat kuasa apabila dikuasakan; 
c. akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat 

keputusan pemberian hak dan sejenisnya; 
d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan 

tidak sengketa yang diketahui kelurahan; 
e. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermaterai 

cukup; 
f foto objek pajak; 
g. SPPT tahun yang bersangkutan; dan 
h. lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. 

Pasal 41 

(5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan uru san pemerintahan di bi dang Pajak 
Daerah dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan 
secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau 
perawatan terhadap Sistem Informasi. 

(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah. 
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(1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian perikatan 
jual beli, akta, atau risalah lelang yang dibuat PPAT, PPATS. 
PPAT Kh u su s, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala Kantor 
yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat 
dan menyampaikan laporan. 

(2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau 
Notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, 
agar segera melaporkan melal ui surat kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidang Pajak Daerah dan melaporkan 
perubahan status melalui Sistem Informasi BPHTB 
dan/ a tau secara langsung. 

Pasal 43 

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran PPAT, PPATS, PPAT 
Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris dikenai sanksi 
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

(2) Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
ditagih dengan surat tanda denda dan merupakan 
penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan 
menggunakan surat tanda setor. 

(3) Surat tanda denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dikirimkan secara elektronik dan/ atau secara langsung 
kepada PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau 
Notaris melalui Si stem Informasi BPHTB dan/ a tau secara 
langsung. 

(4) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas 
Daerah sebagai tempat pembayaran adalah merupakan 
bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai surat 
tanda denda. 

Pasal42 

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Bupati menerbitkan surat keterangan bukan objek 
BPHTB. 

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditolak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 
memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai 
dengan alasan penolakan. 
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(1) Wajib Pajak BPHTB Wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
menyeleriggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri 
SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak. 

(3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai 
SPTPD. 

(4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya 
pembayaran. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal45 

sebagai bu kti pembayaran denda. 

mengenakan sanksi 
ketentuan peraturan 
berlaku. 

(2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (1) huruf b dan avat (2) huruf b, tidak disampaikan atau 
terlambat disampaikan, maka Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 

akan menonaktifkan sementara akses dalam akun milik PPAT, 
PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala 
Kantor pada Sistem Informasi. 

(3) Penonaktifan sementara akses sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), akan diaktifkan kembali setelah yang 
bersangkutan menyerahkan salinan surat tanda setor 

administratif berdasarkan 
perundang-undangan yang 

d. 

(1) Dalam pengelolaan BPHTB, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah bertugas: 
a. melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap 

kelengkapan, isi dan tertib penyarnpaian laporan 
bulanan pembuatan perjanjian perikatan jual beli, 
akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah 
dan/ atau Bangunan; 

b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek 
Pajak PBB-P2, dan NJOP atas bumi dan bangunan; 

c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban 
pembayaran Pajak sehubungan dengan perolehan/ 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan 

Pasal 44 
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(1) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(l) huruf f, merupakan indikator dalam menentukan 
masyarakat yang termasuk MBR. 

(2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), 
didasarkan pada besaran penghasilan. 

Pasal47 

sendiri; dan 
f kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang 

dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk 
kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR. 

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf d, meliputi perolehan hak karena waris dan hibah 
wasiat. 

(3) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling lama l ( satu) hari 
kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk 
penelitian di tempat. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pajak yang 
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib 
Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. 

yang d isetor, 
yang dihitung 

e. 

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: 
a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD 

BPHTB dengan NOPD yang tercantum: 
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 

lainnya; dan 
2. pada basis data PBB-P2; 

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi 
per meter persegi pada basis data PBB-P2; 

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang 
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 
Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2; 

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai 
perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, 
tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB 
teru tang a tau yang harus dibayar; 
kebenaran penghitungan BPHTB 
termasuk besarnya pengurangan 

Bagian Keempat 
Penelitian SSPD BPHTB 

Pasal46 
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(1) Wajib Pajak Reklame, wajib mendaftarkan objek pajaknya 
kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Yang dikecualikan dari pendaftaran objek pajak oleh wajib 
pajak reklame adalah : 
a. Penyelenggaraan rekmale melaui internet, televisi. 

radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya; 
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 
produk sejenis lainnya; 

BAB VII 
PAJAK REKLAME 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Paragraf 1 
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

Pasal 48 

(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), 
ditentukan berdasarkan: 
a. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; 

a tau 
b. penghasilan orang perseorangan yang kawin. 

(4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan 
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, 
upah, dan/ atau hasil usaha sendiri. 

(5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan seluruh 
pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah , 
dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. 

(6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah 
dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. 

(7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), merupakan seluruh pendapatan bersih yang 
bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. 

(8) Pengecualian BPHTB untuk MBR hanya untuk perolehan 
rumah pertama yang memenuhi standar bangunan rumah 
subsidi. 

(9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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( 1) Pendaftaran Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), melalui surat pendaftaran objek Pajak. Paling 
lama 3 (tiga) hari kerja Berdasarkan pendaftaran Objek 
Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD, 
atau jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(2) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat 
pendaftaran Objek Pajak. 

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 
a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak; 
b. NPWPD; dan/ a tau 
c. perizinan terkait dengan penyelenggaraan Reklame. 

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf c, tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus 
perizinan usahanya. 

(5) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), 
dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, 
NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
dilakukan melalui: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 

Pasal 49 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area 
tempat usaha atau prefesi yang jenis, ukuran, berituk, 
dan bahan reklamenya diatur dalam peraturan Bupati 
dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur 
tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerin tah daerah; dan 

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan 
politik, social, dan keagamaan yang tidak disertai 
dengan iklan komersial. 

(3) Ukuran nama pengenal usaha atau profesi yang 
dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana 
dimaksud ayat 2 huruf c, adalah kurang dari 1 m2. 
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(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menetapkan Pajak 
terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dengan 
menggunakan SKPD a tau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan 
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak 
terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh 
atau dimiliki oleh Daerah. 

(3) Dalam hal berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan 
lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran 
objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

Pasal 52 

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan 
Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 21 , berlaku secara mu ta tis mu tan dis terhadap 
jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak Reklame. 
Bagian Kedua Penetapan Besaran pajak Terutang 

Pasal 51 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menata usahakan data objek Pajak dan/ atau 
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk 
keperluan administrasi perpajakan daerah. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pendataan 

Pasal 50 

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 
dengan buktipengiriman surat; atau 

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 
elektronik Wajib Pajak 
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Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala 

Bagian Keempat 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 56 

belum 
dapat 

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD. 

(4) 

(1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau 

penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan 
SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran 
berbasis elektronik. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal55 

(1) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 adalah nilai sew a Reklame. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai sewa reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal54 

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak Reklame dihiturig dengan 
cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 

Pasal 53 

bidang Pajak Daerah dapat menetapkan pajak teru tang 
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(4) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat ( 3), ditetapkan paling lama 
5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak. 

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif. 
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(1) Wajib PBJT, wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerin tahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan nomor 
registrasi, NOPD, atau jerus penomoran lain yang 
dipersamakan. 

(3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat 
pendaftaran Objek Pajak. 

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 
a. mengisi formulir pendaftaran; 
b. NPWPD; dan/ a tau 
c. perizinan berusaha terkait. 

BAB VIII 
PBJT 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Paragraf 1 
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

Pasal58 

(l) Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sarnpai dengan 
Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis 
dan tata cara pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan 
Ketetapan Pajak Reklame. 

(2) Format permohonan pembatalan SPPT /SKPD PBB/STPD 
PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran Angka Romawi VII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 57 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan 
pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 
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Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan 
Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 21, berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan pajak PBJT. 

Pasal 61 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek Pajak PBJT untuk memperoleh, 
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/ atau 
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk 
keperluan administrasi perpajakan daerah. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pendataan 

Pasal 60 

Ketentuan pendaftaran Objek PBJT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat ( 1), dikecualikan untuk: 
a. Objek PBJT yang bersifat insidentil; dan 
b. Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan 

usaha milik negara a tau bad an usaha milik Daerah. 

Pasal 59 

a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan buktipengiriman surat; atau 
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf c, tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus 
perizinan usahanya. 
Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, 
NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
dilakukan melalui: 

(6) 
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(1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 huruf e, menggunakan voucer atau bentuk lain 
yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang 
lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah 
atau mata uang lainnya tersebut. 

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung 
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang 
berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. 

(3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 
a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 
Minuman; 

b. konsurnsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk 
PBJT atas Tenaga Listrik; 

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan 
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan 
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

Pasal 64 

Dasar pengenaan pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar 
sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak adalah sebagai 
berikut: 
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan 

dan/atauMinuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 
Minuman; 

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan 

untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara 

tern pat parkir dan/ atau penyedia layanan memarkirkan 
kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa 
Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan 
Hiburan. 

Pasal 63 

Besarnya Pajak terutang untuk PBJT dihitung dengan cara 
mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak. 

Bagian Kedua 
Penetapan 
Pasal62 
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(l) Dalam hal Wajib Pajak PBJT Parkir tidak memungut 
pembayaran atas jasa parkir yang disediakan, maka 
penentuan Pajak terutang didasarkan pada perhitungan 
potensi terhadap tempat parkir yang disediakan. 

(2) Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
dilakukan dengan memperhatikan satuan ruang parkir 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal66 

yang bersangku tan. 
(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), 
penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan 
penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik 
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau 
diserahkan. 

di wilayah Daerah 

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 huruf b, ditetapkan untuk: 
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran; dan 
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, dihitung 
berdasarkan: 
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan 

biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan 
dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar. 
(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan: 
a. kapasitas tersedia; 
b. tingkat penggunaan listrik; 
c. jangka waktu pemakaian listrik; dan 
d. harga satuan listrik yang berlaku 

Pasal65 

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan 
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hi bu ran. 
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Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36 berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara 
pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak 
PBJT. 

Pasal69 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan 
pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah. 

Bagian Keempat 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 68 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran 
berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang 
untuk Pajak PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah berakhirnya masa pajak. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran 

Pasal 67 

(3) Besaran tarif parkir yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
adalah be saran tarif retribusi tern pat kh usus parkir 
terdekat yang tersedia di wilayah tersebut untuk setiap 
jenis kendaraan. 
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(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan secara elektronik dan/atau 
secara langsung. 

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus 
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum 
kedaluwarsa penetapan. 

(4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), menyatakan kurang bayar, pem betulan SPTPD 
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak yang 
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga. 

Pasal72 

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 
ayat ( 1), dilakukan setiap masa pajak. 

(2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah 
berakhirnya masa Pajak. 

(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat ( 1), 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

!4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 
padaayat (3), ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah 
untuk setiap SPTPD. 

Pasal 71 

(1) Wajib PBJT wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 

seluruh jenis PBJT terutang yang telah dibayar oleh Wajib 
Pajak. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada Bu pati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri 
SSPD sebagai bukti pelunasan pajak. 

Bagian Kelima 
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 70 
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Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat (3), untuk PBJT atas jasa perhotelan. 
hiburan, dan makanan atau minuman harus dilampirkan 
dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan 
pajak yang terutang berupa : 
a. rekapitulasi penerimaaan harian dan bulanan untuk masa 

pajak yang bersangkutan; 

Pasal 75 

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD. 

Pasal 74 

(l) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (1), dapat dilakukan secara elektronik dan/atau 
secara langsung. 

(2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, 
lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. 

(3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(4) SPTPD memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b. NPWPD/NOPD; 
c. alamat Wajib Pajak; 
d. nama usaha/ objek pajak; 
e. kegiatan/jenis usaha; 
f. alamat objek pajak; 
g. dasar pengenaan pajak; 
h. masa Pajak; 
1. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak; 
j. tarif Pajak; 
k. jumlah pajak yang harus dibayar / Pajak terutang; 
I. jurnlah sanksi Pajak yang harus dibayar; 
m. jumlah pajak karena pembetulan; dan 
n. keterangan lain. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 73 

(5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi 
administratif sesuai peraturan perundang-undangan. 
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(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1). 

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), meliputi: 
a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 

penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD; 
b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi 

objek usahaWajib Pajak; 
c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD; 
d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi 

komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang 
dan/ atau jasa; 

e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar 
Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak, 

f. mencocokan jumlah pajak yang dilaporkan dalam 
SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalarn SSPD 
pada Masa Pajak yang sama; 

g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD 
dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 
dan 

h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat (1). 

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD. 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terdapat 
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan STPD. 

Bagian Ketujuh 
Penelitian SPTPD 

Pasal 77 

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 73 ayat (1), dilakukan melalui Sistem Informasi. 

Pasal 76 

b. rekapitulasi penggunaan bill; dan 
c. bill atau bukti sejenisnya. 
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(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan 
secara elektronik dan / a tau non-elektronik, dengan 
ketentuan: 
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
wajib menyelenggarakan pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun 
dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada avat (1), 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara 
pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 
digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang. 

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil 
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara 
elektronik a tau secara program aplikasi on line 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau 
tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat 
kedudukan Wajib Pajak Sadan. 

Bagian Kedelapan 
Pembukuan 

Pasal 78 

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan 
jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah 
sanksi adrninistratif sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang- undangan. 

(6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (2), terdapat indikasi penyampaian 
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan 
pemeriksaan. 
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(1) Wajib PAT, wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Pendaftaran Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), melalui surat pendaftaran objek Pajak. 

(3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran 
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan nomor 
registrasi, NOPD, atau jerns penomoran lain yang 
d ipersamakan. 

(4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat. (1), wajib memenuhi syarat 
pendaftaran Objek Pajak. 

(5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: 
a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak; 
b. NPWPD; dan/ a tau 
c. perizinan berusaha terkait. 

(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus 
perizinan usahanya. 

(7) Nomor registrasi, NOPD, at.au jenis penomoran lain 
yangdipersamakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), 
dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, 
NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan. 

(8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
dilakukan melalui: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik Wajib Pajak. 

BAB IX 
PAT 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Paragraf 1 
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak 

Pasal 79 
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(l) Pemungutan PAT dilarang diborongkan. 

Bagian Ketiga 
Pem bayaran dan Penyetoran 

Pasal 85 

(l) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah. 
(2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang 
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan 
oleh Gubernur. 

Pasal 84 

Besarnya PAT terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
Pajak dengan dasar pengenaan Pajak. 

Pasal83 

Ketentuan mengenai penetapan besaran pajak terutang Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap jenis dan tata cara penetapan besaran pajak 
terutang PAT. 

Bagi an Ked ua 
Pen eta pan Besaran Pajak Teru tang 

Pasal82 

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan 
Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 21, berlaku secara mutatis mutandis terhadap 
jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PAT. 

Pasal 81 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pernerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh , 
melengkapi, dan menatausahakan data objek PAT dan/ a tau 
Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk 
keperluan administrasi perpajakan Daerah. 

Paragraf 2 
Tata Cara Pendataan 

Pasal80 
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(1) Opsen dikenakan atas pokok pajak terutang dari: 
a. PKB; 
b. BBNKB; dan 

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, 
nomor induk kependudukan, dan/ atau alamat pemilik 
Kendaraan Berrnotor di wilayah Daerah. 

BABX 
OPS EN 

Bagian Kesatu 
Pemungutan 

Pasal 88 

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 36, berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara 
pelaksanaan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PAT. 

Pasal87 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat melakukan 
pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

Bagian Keempat 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 86 

(2! Wajib PAT melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang dengan menggunakan SSPD. 

(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan melalui sistem pembayaran 
berbasis elektronik. 

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat 
dilakukan melalui pernbayaran tunai. 

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang 
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD. 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif 
dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat 
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, 
nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain 
yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar 
permohonan Wajib Pajak. 

(2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sepanjang W ajib Pajak: 
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; 
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan 
kembali. 

(3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak 

BAB XI 
TATA CARA PENGHAPUSAN 

Pasal90 

(1) Bupati dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB 
melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB 
serta Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
paling sedikit mencocokkan: 
a. SKPD atau SPTPD; 
b. SSPD; 
c. rekening koran bank; dan 
d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak 

dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Bagian Kedua 
Rekonsiliasi Pajak 

Pasal89 

(3! Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifp ajak 
sebesar 66o/o (enam puluh enam persen). 

(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB 
dan BBNKB. 
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(1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dilakukan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah harusmenerbitkan keputusan 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 

Pasal 91 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan 
svarat: 
a. Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan 

NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis 
penomoran lain yang dipersamakan; 

b. Melampirkan kartu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 
dan/ a tau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
yang diajukan penonaktifan atau penghapusan; 

c. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari 
instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang 
meninggal dunia; 

d. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah 
meninggalkan Indonesia untuk selarna- lamanya; 

e. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD 
dan/ atau NOPD ganda, untuk wajib pajak yang 
memiliki lebih dari satu NPWPD dan/ atau NOPD; a tau 

f. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak 
badan telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak badan. 

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi. 

(5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka 
penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 
tidak menghapus utang pajak. 

56 



Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. 
(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat { 1 ), dilakukan paling sedikit untuk: 
a. pemberian NPWPD secarajabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak; 
d. pencocokan data dan/ a tau alat keterangan; 
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau 
f. penentuan saat kegiatan usaha/ operasi dimulai. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), meliputi penentuan, pencocokan, atau 
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 
Pemeriksaan. 

c. untuk dilakukan 

kompensasi kelebihan pembayaran pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; atau 
Wajib Pajak yang terpilih 

a tau pen gem balian mengajukan Pajak a. Wajib 

(l) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l), dilaku kan dalam hal: 

BAB XII 
PEMERIKSAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Um urn 

Pasal93 

Paling lama 5 {lima) hari kerja Setelah dilakukan penonaktifan 
atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, 
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas 
menyampaikan pemberitahuan penonaktifan atau penghapusan 
secara langsung atau melalui pos dan surat elektronik dalam 
hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak. 

Pasal92 

(2) Dalam ha! keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 {tiga) 
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 
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Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 
pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya 
maupun tahun berjalan. 

Bagian Ked ua 
Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Pasal 95 

(lJ Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa 
meliputi: 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau 

catatan, akun, username, password, transaksi usaha, 
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain 
yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling 
sedikit: 
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan 

kepada pemeriksa; 
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan 

penjelasantentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 
dan 

c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta 
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil 
Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak 
terutang ditetapkan secara jabatan. 

Pasal 94 

(5) Dalam hal dibutuhkan pada saat pemeriksaan, Tim 
Pemeriksa dapat menempelkan tanda bahwa Objek Pajak 
sedang dalam pengawasan. 
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(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Perneriksaan 
Lapangan dan/ atau Pemeriksaan Kantor. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 96 ayat 
(1) huruf a, dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat 
(1) huruf b, dilakukan dengan : 
a. Pemeriksaan Kantor dalam hal ruang lingkup 

perneriksaan hanyadilakukan terhadap keterangan 
lain berupa data konkret; atau 

b. Pemeriksaan Lapangan dalam hal ruang lingkup 
pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap 
keterangan lain berupa data konkret. 

(4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 96 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan. 

Pasal 97 

(l) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
93, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; dan/atau 

c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri 
yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan 
berdasarkan Analisis Risiko. 

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan 
kepatuhanWajib Pajak yang meliputi: 
a. kepatuhan penyampaian SPTPD; dan 
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak. 

(3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dan ayat (2), dilakukan dengan 
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

Pasal96 
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e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta 
senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan 

f taat terhadap berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

(3) Bupati dapat menunjuk PNS sebagai pemeriksa di 
lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Bupati 
dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 93 ayat ( 1), dengan menerbitkan Keputusan 
Bupati. 

(4) Apabila pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
belum dapat dipenuhi, Bupati dapat menunjuk tenaga ahli 
yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan pajak 
sebagai Pemeriksa sampai dengan di penuhinya persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

menggu nakan dalam 

(1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98 ayat (2), merupakan standar professional yang 
berkaitan dengan persyaratan pemeriksa dan mutu 
pekerjaannya. 

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling 
sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah 

menengahatas / madrasah aliyah/ sekolah menengah 
atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat; 

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/ 
Golongan II/ a; 

c. telah mendapat pendidikan dan/ a tau pelatihan teknis 
yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai 
Pemeriksa; 

d. cermat dan seksama 
keterampilannya; 

Pasal 99 

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan harus diiaksanakan sesuai dengan 
standar pemeriksaan. 

(2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan 
pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. 

Pasal98 

(5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi 
transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/ atau 
transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa 
transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan Kantor 
diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. 
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KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf I, disusun 
oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai: 

Pasal 101 

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai 
standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 

a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan 
persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Perneriksaan, 
yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan 
mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana 
Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program 
Pemeriksaan (audit program), serta rnendapat pengawasan 
yang seksama; 

b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian 
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai 
dengan program Pemeriksaan ( audit program) yang telah 
disusun; 

c. ternuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti 
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang- undangan perpajakan; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Pemeriksa yang terdiri 
dari seorang pengawas, seorang ketua tim, dan seorang 
atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua 
tirn dapat merangkap sebagai anggota tim; 

e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d, 
dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang merniliki 
keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah 
Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar 
Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati, 
sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di 
bidang teknologi informasi, dan pengacara; 

f apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara 
bersama- sama dengan Pemeriksa dari instansi lain; 

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan 
Kantor dan/ a tau Pemeriksaan Lapangan; 

h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalarn bentuk 
KKP. 

Pasal 100 
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Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib: 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kan tor dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor; 

Pasal 103 

(1) Standar pelaporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang 
disusun secara ringkas dan jelas yang memuat: 
a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai 

dengan tujuan pemeriksaan; 
b. simpulan pemeriksa yang didukung temuan yang kuat 

tentang ada atau tidak adanya penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 
terkait dengan pemeriksaan. 

(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat: 
a. penugasan pemeriksaan; 
b. identitas Wajib Pajak; 
c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 
d. pemenuhan kewajiban perpajakan; 
e. data/ informasi yang tersedia; 
f. buku dan dokumen yang dipinjam; 
g. materi yang diperiksa; 
h. uraian hasil Pemeriksaan; 
i. ikhtisar hasil Pemeriksaan; 
j. penghitungan Pajak terutang; dan 
k. simpulan dan usul Pemeriksa. 

Pasal 102 

a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai 
standar pelaksanaan pemeriksaan; 

b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak 
mengenai tern uan hasil pemeriksaan; 

c. dasar pembuatan LHP; 
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan 

atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 
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Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: 
a. memeriksa dan/atau memmjam buku, catatan 

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
a tau pencatatan, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 
objek yang terutang Pajak; 

jerus dengan perpajakan kewajiban pemenuhan 
(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

Pasal 104 

dengan menyampaikan saran secara tertulis; 
J. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen 
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan 

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas 
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. 

pembinaan kepada Wajib Pajak dalam 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
peraturan perundang-undanganperpajakan 

melakukan 
memenuhi 
ketentuan 

i. 

b. memperlihatkan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu 
melakukan pemeriksaan; 

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim 
Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan 
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka 
memberikan penjelasan mengenai: 
1. alasan dan tujuan pemeriksaan; 
2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah 

pelaksanaan pemeriksaan; 
3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi 

permintaan buku, catatan, akun, username, 
password, transaksi usaha, dan/atau dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen 
elektronik, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari 
Wajib Pajak; 

e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; 

f menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; 
g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam 

rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; 
h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; 
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Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda 

pengenal Pemeriksa dan SP2; 

Pasal 105 

b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 
bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau 
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau 
barang yang dapat memberi petunjuk tentang 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan 
guna kelancaran pemeriksaan; 

d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu 
serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 

e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak; dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan 
dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang: 
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di 

lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. memeriksa dan/ atau mermnjam buku, catatan 
dan/ a tau dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan 
guna kelancaran Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak; 

e. meminjam laporan hasil audit atau dokumen yang 
dipersamakan yang dibuat oleh akuntan publik 
melalui Wajib Pajak; dan 

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan 
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa. 
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diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen 
lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi 
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan 
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek yang 
terutang Pajak serta meminjamkannya kepada 
Pemeriksa; 

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan 
d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang 

diperlu kan. 
(2) Dalarn pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan; 

un tuk memasuki dan 
ruang, barang bergerak 
yang diduga atau patut 

memberikan kesempatan 
memeriksa tempat atau 
dan/atau tidak bergerak 

b. 

(l) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, 

catatan, akun, username, password, transaksi u saha, 
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, dokumen elektronik dan dokumen 
lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

Pasal 106 

b. rnerninta kepada Perneriksa untuk rnernberikan Surat 
Pernberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan 
Lapangan; 

c. rneminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat 
yang berisi peru bahan Pemeriksa apabila susunan 
keanggotaan Pemeriksa rnengalarni perubahan; 

d. rneminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

e. menerima SPHP; 
L menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan 
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 

pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner 
Pemeriksaan. 
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(l) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu 
Pemeriksaan yang meliputi: 
a. jangka waktu pengujian; dan 
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan Jenis 
Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 
3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan disampaikan ke pada Wajib Pajak, 
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan .Jenis 
Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) hurufa paling lama 3 (tiga) bulan , 
terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari 
Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat 
PanggilanDalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai 
dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada Wajib Pajak, 
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari W ajib Pajak. 

(4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lama 3 (tiga) bulan, 
yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada 

Pasal 107 

b. memperlihatkan dan/ a tau meminjamkan Dokumen 
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara 
elektronik, yang berh u bungan dengan penghasilan 
yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
d. meminjamkan laporan hasil audit atau dokumen yang 

dipersamakan yang dibuat oleh akuntan publik; dan 
e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang 

diperlukan. 
(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak 
dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
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(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal: 
a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian 

Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; 
b. Terdapat konfirmasi a tau permintaan data dan/ a tau 

keterangan kepada Pihak Ketiga; 
c. Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh 

jenis pajak; dan/ atau 
d. berdasarkan pertimbangan kepala bidang pelaksana 

pemeriksaan. 

Pasal 109 

(l) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan. 

(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Perneriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dalam hal: 
a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya; 
b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/ a tau 

keterangan kepada Pihak Ketiga; 
c. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi 

seluruh jenis pajak; dan/ atau 
d. berdasarkan pertimbangan kepala bidang pelaksana 

pemeriksaan. 

Pasal 108 

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak. 

(5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lama 
3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP 
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, 
atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak. 
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Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, dilakukan 
dalam hal: 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga 

yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa: 
1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan diterbitkan; atau 

Pasal 113 

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan 
dengan cara: 
a. menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; 

a tau 
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan 

Pajak dan/ atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan 
peruridang- undangan perpajakan. 

Pasal 112 

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan 
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) 
atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat ( 1) telah 
berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak 
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108 dan Pasal 109 harus memperhatikan 
jangka waktu penyelesaian permohonan pengem balian 
kelebihan pembayaran Pajak. 

Pasal 111 

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian 
pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 
ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 ayat ( 1), kepala bidang pelaksana pemeriksaan harus 
menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu 
pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 110 
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(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya: 
a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 07 
ayat (1); atau 

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan 
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 
(1), dan dilanjutkan tahapan pemeriksaan sampai 
dengan pembuatan LHP. 

membuat LHP 
112 huruf b, 

Penyelesaian pemeriksaan dengan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dilakukan dalam hal: 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi 
panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan; dan 

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi 
panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat 
diselesaikan sampai dengan: 
1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu 

pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (l); atau 

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu 
pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1). 

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang 
pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b, harus diselesaikan dengan 
menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 

( 1) 

Pasal 114 

2. tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan, 

b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan 
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat 
ketetapan pajak sebelumnya; dan/ atau 

c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan 
Bupati. 
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kepada W ajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor 
dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor. 

13) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) atau Surat Panggilan Dalarn 
Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2. 

Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan Pemeriksaan 

(1) Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis 
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan 
kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis 

Pasal 117 

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang 
tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk 
satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap Wajib 
Pajak. 

(3) Dalam hal susunan Pemeriksa diubah, kepala bidang 
pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat 
peru bahan tim Pemeriksa. 

(4) Dalam hal Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), tenaga ahli tersebut 
bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh 
Bupati. 

Pasal 116 

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Surnir 
karena Wajib Pajak tidak dapat diidentifikasi karena Wajib 
Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a 
angka 2, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di 
kemudian hari Wajib Pajak ditemukan. 

Pasal 115 
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(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa 
wajib melakukan perternuan dengan Wajib Pajak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 
huruf d. 

Pasal 119 

melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat 
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah 
disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai. 

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), 
disampaikan antara lain melalui faksimili, pos dengan 
bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya 
dengan bukti pengiriman. 

Pemeriksaan Lapangan disampaikan Pemberitahuan 

(lj Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 7 ayat ( 1), dapat disampaikan 
secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya 
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksirnili, 
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman 
lainnya dengan bukti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disarnpaikan 
kepada: 
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, antara lain: 

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut 
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal 
pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak 
Badan; atau 

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili 
Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau 

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan 
angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditemui, Surat 

- Pasal 118 
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(l) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan 
Lapangan: 
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 

secara elektronik serta keterangan lain yang 

Pasal 121 

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman dokumen kepada 
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan 
dan/atau Pemeriksaan Kantor. 

(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi peminjaman 
dan pengembalian dokumen. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Peminjaman Dokumen 

Pasal 120 

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) atau ayat (2), dilakukan setelah Pemeriksa 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan. 

(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2), dilakukan pada saat Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang 
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor. 

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat 
berita acara hasil pertemuan,yang ditandatangani oleh 
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat 
catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara 
hasil pertemuan. 

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara 
hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai 
penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap telah dilaksanakan. 
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diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat 
pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, 
dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat 
bukti peminjaman dan pengembalian; 

b. dalam hal buku, catatan, dan/ a tau dokumen, 
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta 
keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan 
atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat 
pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat 
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen 
yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/ atau 
dokumen yang wajib dipinjamkan; 

c. dalam hal untuk mengakses dan/ atau mengunduh 
data yang dikelola secara elektronik diperlukan 
peralatan dan/ atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak 
dapat meminta bantuan kepada: 
1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau 

peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau 
2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah 
Daerah maupun yang berasal dari luar 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan 
Kantor: 
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 

secara elektronik serta keterangan lain yang 
diperlukan oleh Pemeriksa, harus dicantumkan pada 
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat 
Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa 
membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, 
catatan, dan dokumen; 

c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib 
Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, Pemeriksa membuat surat permintaan 
peminjaman buku, catatan, dan dokumen; 

(3) buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b a tau ayat (2) huruf c, wajib 
diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari 
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(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari 
Wajib Pajak, pemeriksa harus membuat bukti peminjaman. 

(2) Dalam hal buku, catatan dan dokumen yang dipinjam 
berupa fotokopi dan/ a tau data yang dikelola secara 
elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat 
surat pernyataan bahwa fotokopi dan/ atau data yang 
dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada 
Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya. 

(3) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat ( 1) huruf c 
atau ayat (2) huruf b terlampaui dan surat permintaan 
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat 
(1) huruf b atau ayat (2) huruf c, tidakdipenuhi sebagian 
atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita acara 
mengenai hal tersebut 

(4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu 
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat 

Pasal 122 

kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, 
dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain 
yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan 
peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu: 
a. surat peringatan pertama setelah 3 (tiga) hari kerja 

sejak tanggal penyampaian surat permintaan 
pemmjarnan buku, catatan, dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau 
ayat (2) huruf c; 

b. surat peringatan kedua setelah 6 (enam) hari kerja 
sejak tanggal penyampaian surat permintaan 
peminjaman buku, ca ta tan, dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b a tau 
ayat (2) huruf c. 

(5) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan daftar 
buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan 
dalam rangka Perneriksaan. 
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Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya 
meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen, termasuk 
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan 
pernmjarnari buku, catatan, dan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 123 ayat ( 1), Pemeriksa Pajak harus 
menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam 
rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak 
berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar 
pelaksanaan pemeriksaan. 

Pasal 125 

(1) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) terlampaui dan Wajib 
Pajak tidak atau tidaksepenuhnya meminjamkan buku, 
catatan, dan/ atau dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, 
Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara tidak 
dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan 
dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, 
catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun 
belum diserahkan oleh Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, 
catatan, dan/ atau dokumen, termasuk data yang dikelola 
secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, 
Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan 
seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen. 

Pasal 124 

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data 
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang 
diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai 
oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan 
yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, 
termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan 
lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidakdimiliki atau tidak 
dikuasai oleh Wajib Pajak. 

Pasal 123 

dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan 
ruangan khusus. 
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Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib 
Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak: 
a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 

atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan buku a tau catatan, dan/ atau dokumen, 
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang 
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi 
online yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak; 

b. menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 
yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan 
untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik 
dan/ a tau membuka barang bergerak dan/ atau tidak 
bergerak; 

c. tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang 
mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya 
pengamanan Pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; 
a tau 

Pasal 128 

Pemeriksa berwenang melakukan penyegelan untuk 
memperoleh atau mengamankan dokumen dan benda- benda 
lain yang dapat memberipetunjuk tentang kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, 
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 
dipalsukan. 

Bagian Keempat 
Penyegelan 
Pasal 127 

(l) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak 
yang melakukan kegiatan usaha, dan Wajib Pajak tidak 
memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) sehingga 
besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung, Pemeriksa 
menghitung pajak terutang secara jabatan. 

(2) Perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diperoleh antara lain melalui: 
a. hasil pengamatan paling lama 1 (satu) bulan; atau 
b. hasil analisis Pemeriksa. 

Pasal 126 
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( l) Pembukaan segel dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat 

mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 ayat (2) huruf b, telah memberi izin kepada 
Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki 
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak 
bergerak yang disegel, dan/ atau telah memberi 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, 
Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/ a tau 

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang 
melakukan penyidikan tindak pidana. 

Pasal 130 

acara Penyegelan, 
tentang penolakan 

menolak menandatangani berita 
Pemeriksa Pajak membuatcatatan 
tersebut dalam berita acara penyegelan. 

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat 
meminta bantuan instansi pemerintahan lainnya. 

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 
(1), dilakukan dengan menggunakan tanda segel. 

(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan 
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang 
telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. 

(3) Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib 
membuat berita acara Penyegelan. 

(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak 
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak. 

(5) Serita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan 
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang 
diperiksa. 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pasal 129 

d. tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang 
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang 
mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 
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(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Penyegelan a tau jangka waktu lain dengan 
mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, 
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin 
kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki 
tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak 
yang disegel, dan/ atau tidak memberikan bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak 
dilakukan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib 
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak 
membuat dan menandatangani berita acara mengenai 
penolakan tersebut. 

Pasal 131 

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak 
dengan disaksikan oleh sekurarig-kurangnya 2 (dua) orang 
yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak. 

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu 
olehinstansi pemerintahan lainnya. 

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan 
Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus 
membuat berita acara mengenai kerusakan atau 
kehilangan dan dapat melaporkannya kepada Kepolisian 
Negara Repulik Indonesia. 

(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak 
membuat berita acara pembukaan segel yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, 
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan 
tersebut dalam berita acara pembukaan segel. 

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan 
rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa 
dari W ajib Pajak. 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan 
menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak 
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
tidak ada di tern pat maka: 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilaku kan sepanjang 

terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mernpunyai 
kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas 
untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau 

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada 
kesempatan berikutnya. 

(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelurn 
dilakukanpenundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1). 

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak 
memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau 
memasuki tempat atau ruangan, barangbergerak atau 
tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada 
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan. 

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, 
Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang 
telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani 
surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. 

Bagian Kelima 
Penolakan Pemeriksaan 

Pasa] 132 
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(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dapat diberitahukan kepada Wajib 
Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan 
daftar temuan hasil pemeriksaan. 

Pasal 135 

kelancaran membantu berita acara penolakan 
pemeriksaan. 

e. 

Pemeriksa dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan 
berdasarkan: 
a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan; 
b. berita acara penolakan pemeriksaan; 
c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan; 
d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; atau 

Pasal 134 

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun 
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu) bulan 
sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan 
tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman 
lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan 
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara 
tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak 
yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 

Pasal 133 

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani 
surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat 
berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh Pemeriksa. 
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(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas 
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 135 ayat (1), dalarn bentuk: 
a. pernyataan persetujuan hasil Perneriksaan dalam hal 

Wajib Pajak rnenyetujui seluruh hasil Perneriksaan; 
atau 

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak 
rnenyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. 

(2) Tanggapan tertulis sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), 
harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 
(lirna) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib 
Pajak. 

(3) Wajib Pajak dapat rnelakukan perpanjangan jangka waktu 
penyarnpaian tanggapan tertulis sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja terhitung sejakjangka waktu sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) berakhir. 

(4) Untuk rnelakukan perpanjangan jangka waktu 
penyampaian tanggapan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3), Wajib Pajak harus rnenyampaikan pernberitahuan 
tertulis sebelurn jangka waktu sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (2) berakhir. 

Pasal 136 

secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, 
pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti 
pengiriman. 

(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk 
menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima 
SPHP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat penolakan rnenerirna SPHP 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), Pemeriksa rnernbuat 
berita acara penolakan menerirna SPHP yang 
ditandatangani oleh Perneriksa. 

(5) Dalarn ha] Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data 
konkret dilakukan dengan Perneriksaan Kantor, 
penyarnpaian SPHP sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan bersarnaan dengan penyamparan undangan 
tertulis untuk menghadiri PAHP. 

daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
•dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan oleh Pemeriksa 
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(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil 
Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar 
temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 135 ayat (1), Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam 
PAHP. 

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada 
Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal 
dilaksanakannya PAHP. 

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak: 
a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib 

Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 135 ayat (2) atau ayat (3); atau 

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 136 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak 
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP. 

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui 
faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman 
lainnya dengan bukti pengiriman. 

Pasal 137 

(5) Daiam hal pemeriksaan atas keterangan lain berupa data 
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi 
undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak 
tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu 
penyampaian tanggapan tertulis. 

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung 
atau melalui faksimili,surat elektronik, pos, atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan 
tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak 
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa. 
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(l) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan 
mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang 
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang 
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, 
atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 
ayat ( 1) huruf a; dan 

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 137 ayat (2). 

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan 
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita 
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita 
acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil 
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim 
Pemeriksa dalam hal W ajib Pajak: 
a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 
ayat ( 1) huruf a; dan 

b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 137 ayat (2). 

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak 
dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan 
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah 
pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal 
W ajib Pajak: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 136 ayat ( 1) huruf b; dan 
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 137 ayat (2). 
(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan 

surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak 
dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan 
ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh 
tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b; dan 
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 137 ayat (2). 

Pasal 138 
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Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
ayat ( 1 ), ayat (3), atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa 
sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri 
dengan ihtisar basil pembahasan akhir. 

Pasal 142 

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) atau ayat (4) 
harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4). 

Pasal 141 

oleh tim Pemeriksa. 

PAHP 

berita 
PAHP 

Pemeriksa telah membuat dan menandatangani 
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2), 
dianggap telah dilakukan. 

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l), berita acara PAHP yang dilampiri 
dengan ikhtisar basil pembahasan akhir ditandatangani 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan 

Pasal 140 

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa 
membuat catatan mengenai penolakan tersebut. 

Pasal 139 

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan 
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah 
pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan 
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal 
Wajib Pajak: 
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat ( l); dan 
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 137 ayat (2). 
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(l) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101. 

Pasal 145 

(l) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan 
untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh 
Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
143 ayat ( 1), namun menolak menandatangani berita acara 
PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenaipenolakan 
penandatanganan pada berita acara PAHP. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), 
Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP 
mengenai tidak dipenuhinya panggilan. 

Pasal 144 

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP 
sebagaimana diamksud dalam Pasal 138, Pemeriksa 
melalui kepala bidang pelaksana Pemeriksaan memanggil 
Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk 
menandatangani berita acara PAHP. 

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, 
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman 
lainnya dengan bukti pengiriman. 

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung 
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib 
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus 
menandatangani surat pernyataan penolakan menerima 
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara 
penolakan menerima surat panggilan untuk 
menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani 
oleh Pemeriksa. 

Pasal 143 
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(1) Bupati dapat membatalkan Surat ketetapan Pajak secara 
jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(2) Pembatalan surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan apabila dalam pemeriksaan tan pa: 
a. penyampaian SPHP; dan/ atau 
b. PAHP. 

Pasal 147 

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib 
Pajak dengan menggunakan bukti perrunjaman dan 
pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal LHP. 

Pasal 146 

(2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, 
meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari LH P 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh 
Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota 
penghitu ngan. 

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak 
atau STPD. 

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai 
dengan PAHP, kecuali: 
a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 

menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 
ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan 
lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan; 

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi 
menyampaikan surat sanggahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4), pajak yang 
terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah 
yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan 
Wajib Pajak; dan 

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan 
tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (5), 
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat ( l) dan 
Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan. 
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(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan 
tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran 
pengisian SPI'PD yang telah disampaikan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum 
menyampaikan SPHP. 

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke 
kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau Instansi 
Pelaksana Pemungut Pajak terkait. 

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, 
atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan: 
a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya; dan 
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar; 

Pasal 148 

a tau 
c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila 

jangkawaktu 12 (dua belas) bulan sejak surat 
permohonan diterima. 

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk 
melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), berbeda dengan susunan keanggotaan tim 
Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan 
setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim 
Pemeriksa. 

pengembalian sejak diterimanya permohonan 
kelebihan pembayaran Pajak; 

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dilampaui, surat ketetapan pajak 
belum ditetapkan, permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; 

(3) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan 
dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/atau PAHP. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terkait dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan 
dilanjutkan dengan penerbitan: 
a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila 

jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan 
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dengan 
Pajak 

pajak sebelumnya, pemeriksaan ulang dihentikan 
membuat LHP Sumir dan kepada Wajib 
diberitahukan mengenai penghentian tersebut. 

(1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan 
perintah atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(2) lnstruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan 
pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila terdapat data 
baru termasuk data yang semula belum terungkap. 

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), mengakibatkan adanya tarnbahan atas 
jurnlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan 
pajak sebelumnya, Bupati menerbitkan SKPDKBT. 

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tidak mengakibatkan adanya tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan 

Pasal 150 

(l) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam 
laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 
ayat (2), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil 
Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan 
mempertirnbangkan laporan tersendiri tersebut serta 
memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar. 

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), membuktikan bahwa pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan 
Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

(3) Dalam hal hasil Perneriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), membuktikan bahwa pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak 
diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak. 

Pasal 149 

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisran SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengakibatkan 
kekurangan pembayaran pajak, maka pengungkapan 
tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD. 
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Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) 
adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100. 

Pasal 155 

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai 
dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang 
merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam 
me laksanakan Pemeriksaan. 

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), meliputi standar umum, standar 
pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan. 

Pasal 154 

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 151, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan 
atau Pemeriksaan Kantor. 

Pasal 153 

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria 
an tara lain: 
a. pemberian NPWPD secara jabatan; 
b. penghapusan NPWPD; 
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau 
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

Pasal 152 

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau 
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 
pemeriksaan. 

Bagian Keenam 
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain 

Pasal 151 
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Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam 
bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 
perneriksaan , yaitu: 

Pasal 158 

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus 
didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156 huruf f, dengan mernperhatikan hal-hal 
se bagai beriku t: 
a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa: 

1. Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan 
berdasarkan standar Pemeriksaan; dan 

2. dasar pembuatan LHP. 
b. KKP memberikan gambaran mengenai: 

1. data, keterangan, dan/ a tau bukti yang diperoleh; 
2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 
3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang 

berkaitan dengan pemeriksaan. 

Pasal 157 

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 154 ayat (3), meliputi: 
a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan 

persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, 
dan mendapat pengawasan yang seksama; 

b. luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria 
dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain; 

c. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa yang terdiri dari 1 
(satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 
(satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalarn keadaan 
tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim; 

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan 
Pendapatan Daerah atau lnstansi Pelaksana Pemungut 
Pajak dan/ a tau kantor- kantor di lingkungan Pernerintah 
Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, dan/ atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Pemeriksa; 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

f pelaksanaan pemeriksaan didokurnentasikan dalam bentuk 
KKP. 

Pasal 156 
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(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang: 
a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan 
tujuan pemeriksaan; 

Pasal 160 

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa 
wajib: 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor; 

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 
kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan; 

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa 
kepada Wajib Pajak apabila susunan Pemeriksa mengalami 
perubahan; 

d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa; 

e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak; 

f mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung 
lainnya yang dipinjarn dari Wajib Pajak; dan/atau 

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh 
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. 

Pasal 159 

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang 
lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 
pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat 
pula pengungkapan informasi lain yang terkait; 

b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat: 
1. identitas Wajib Pajak; 
2. penugasan pemeriksaan; 
3. tujuan pemeriksaan; 
4. buku dan dokumen yang dipinjam; 
5. materi yang diperiksa; 
6. uraian hasil pemeriksaan; dan 
7. simpulan dan usu] Pemeriksa. 
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Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak 
berhak: 
a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda 

Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada 
waktu pemeriksaan; 

b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalarn hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan 
Lapangan; 

c. meminta kepada Perneriksa untuk memberikan penjelasan 
tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat 
yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat 
peru bah an susunan Pemeriksa; dan/ a tau 

Pasal 161 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola 
secara elektronik; 

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 
bergerak dan/ a tau tidak bergerak yang diduga a tau 
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, 
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau 
barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan; 

d. rnerninta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib 
Pajak; dan/ a tau 

e. meminta keterangan dan/ a tau data yang diperlukan 
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala bidang 
pelaksana Perneriksaan. 

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 
jenis Perneriksaan Kantor, Pemeriksa berweriang: 
a. melihat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pen ca ta tan, dan dokumen lain termasuk data yang 
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan 
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak; dan/ atau 

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan 
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala bidang 
pelaksana Pemeriksaan. 
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(I) Perneriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan 
Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat 
Pemberitah uan Pemeriksaan Lapangan disampaikan 
kepada W ajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, a tau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai 
dengan tanggal LHP. 

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan 
Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak. 

Pasal 163 

( 1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan un tu k tuj uan lain dengan 
jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, 

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, dan dokumen lain, yang 
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; 

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau 
mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau 
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan, dokumen lain, dan/ataubarang, yang 
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta 
meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/ a tau 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta 
memberikandata dan/ a tau keterangan lain yang 
diperlukan. 

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan 
Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 
a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, 

dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan, dan dokumen lain, yang 
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau 

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta 
memberikan data dan/atau keterangan lain yang 
diperlukan. 

Pasal 162 

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan 
pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengrsian 
Kuesioner Pemeriksaan. 
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(l) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib 
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai 
dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(3) Surat Pemberitahuan Perneriksaan Lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) atau Surat Panggilan dalam 

Pasal 165 

[l] Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan keten tuan peru ndang- u ndangan perpajakan 
dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2. 

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan 
untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu 
bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib 
Pajak. 

(3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, ketua 
Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus 
menerbitkan surat yang berisi peru bahan tim Pemeriksa. 

Pasal 164 

wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan 
dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
dalam LHP. 

(3) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, pemeriksaan 
harus diselesaikan. 

(4) Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 152 h uruf b, jangka waktu Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) atau ayat (2), harus 
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana 
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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(1) Dokurnen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan 
dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 152. 

(2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120. 

Pasal 167 

(1) Surat Pernberitahuan Perneriksaan Lapangan sebagairnana 
dirnaksud dalarn pasal 165 ayat (1) dapat disampaikan 
secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya 
Perneriksaan Lapangan atau disarnpaikan rnelalui faksirnili, 
pos dengan bukti pengirirnan surat, atau jasa pengirirnan 
lainnya dengan bukti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pernberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disarnpaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada 
di tempat, Surat Pemberitahuan Perneriksaa Lapangan 
dapat disarnpaikan kepada: 
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu: 

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut 
Perneriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal 
Perneriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak 
Badan; atau 

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili 
W a jib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
terhadap W ajib Pajak orang pribadi. 

(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 165 ayat (2) dapat 
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti 
pengirirnan surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan 
bukti pengirirnan. 

(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak dapat diternui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan disarnpaikan melalui pos atau jasa pengiriman 
lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
dianggap telah disampaikan. 

Pasal 166 

Rangka Pemeriksaan Kantor sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak sebagairnanatercantum dalarn SP2. 
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(l) Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan 
atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169, Wajib Pajak 
diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk 
tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD. 

(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan 
atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 168 dan Pasal 169, permohonan 
Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan 
untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan 
NPWPD. 

Pasal 170 

(l) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain 
memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan 
Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan 
pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib Pajak 
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan 
yang ditandatangani oleh tim Perneriksa. 

Pasal 169 

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain 
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan 
termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan 
pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
menolak menandatangani surat penolakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat 
berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani 
oleh tim Pemeriksa. 

Pasal 168 
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 
terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang 

BAB XIII 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Surat Ketetapan Pajak 

Pasal 173 

[l] Dalam rangka meningkatkan kualitasdan akuntabilitas 
Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner 
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupkaan 
pemriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan 
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan 
perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan pad a 
saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan ataupada saat Wajib Pajak datang mernenuhi 
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan 
yang telah diisi kepada kepala bidang pelaksana 
Pemeriksaan. 

Bagian Ketuj uh 
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan 

Pasal 172 

perundang-undangan yang berlaku. 
ketentuan peraturan sesuai dengan dilaksanakan 

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain, 
melalui ketua Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil 
Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci 
a tau meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan 
dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga. 

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

Pasal 171 
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peraturan ketentuan sesuai sanksi administratif 
perundang-undangan. 

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a. 
Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, dan jumlah 
kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) dikenakan 

Pasal 175 

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 93 terdapat kelebihan pembayaran 
Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB. 

Pasal 174 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
dan SKPDN untukjenis Pajak BPHTB dan PBJT. 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar 
berdasarkan: 
a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93; atau 
b. penghitungan secarajabatan karena: 

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam 
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 ayat (2) dan telah ditegur secara 
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau 

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat ( 1) 
a tau Pasal 94 ayat ( 1). 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal ditemukan data baru dan/ a tau data yang 
semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan 
Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam 
rangka penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit Pajak. 
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(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun sejak 
teru tangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat menerbitkan STPD. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan 
STPD untuk jenis pajak berupa PBB-P2, Reklame, dan PAT 
dalam hal: 
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; 
b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/ a tau denda. 

(31 Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat menerbitkan 
STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib BPHTB dan PBJT dalam 
hal: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 terdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan 
administratif lainnya oleh Wajib Pajak; 

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran; atau 

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga dan/ a tau denda. 

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat {3} huruf a, huruf b, dan 
huruf c, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagi an Ked ua 
Surat Tagihan Pajak 

Pasal 176 

(2) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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(1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), Bupati berwenang 
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berwenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; 

dan 
b. menerbitkan: 

l. Surat Teguran; 
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 
3. Surat Paksa; 
4. surat perintah melaksanakan penyitaan; 
5. surat perintah penyanderaan; 
6. surat pencabutan sita; 
7. pengumuman lelang; 
8. surat penentuan harga limit; 
9. pembatalan lelang; dan 
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 

Bagian Ked ua 
Pejabat dan Juru Sita Pajak 

Pasal 178 

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
merupakan dasar penagihan pajak. 

(2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan 
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai perpajakan. 

BAB XIV 
PENAGIHAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 177 
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(J) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau 
penyetoran pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Bupati paling lama: 
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan 
b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPIT. 

[2) SPIT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penagihan 

Pasal 182 

Juru Sita Pajak diberhentikan, apabila : 
a. meninggal dunia; 
b. pensiun; 
c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya; 
d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas; 
e. melakukan perbuatan tercela; 
f. melanggar sumpah atau janji Juru Sita Pajak; atau 
g. sakit jasmani a tau rohani terus menerus. 

Pasal 181 

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita Pajak diambil 
sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh 
Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 180 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi 
Juru Sita Pajak adalah paling sedikit, meliputi: 
a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah atas/ 

madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket 
C/bentuk lain yang sederajat; 

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan 
II/a; 

c. sehat jasmani dan rohani; 
d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan 
e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian. 

Pasal 179 
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Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan : 
a. secara langsung; 
b. melalui pos; 
c. melalui surat elektronik; atau 
d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati . 

Pasal 185 

(1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat 
(2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat 
Teguran oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemeriritahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak 
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

Pasal 184 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak 
sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

Pasal 183 

'\' 

:3i e Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, 
. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu 

pelunasan Pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

(.J.) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat 
Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu 
pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Putusan Banding. 
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(1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak 
dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal 
disampaikannya Surat Teguran. 

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Pajak kepada 
Penanggung Pajak. 

Bagian Keempat 
Surat Paksa 

Pasal 187 

11) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika 
dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah, apabila : 
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia 

untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu ; 
b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, 
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 
membubarkan badan usahanya, menggabungkan 
usahanya, a tau memekarkan usahanya, a tau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk 
lainnya; 

d. badan usaha akan dibu barkan oleh negara; a tau 
e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh 

Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), paling sedikit 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 
b. besarnya Utang Pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan pajak. 

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diterbitkan sebelum 
penerbitan Surat Paksa. 

Pasal 186 
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(l) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahu kan oleh 
Juru Sita Pajak kepada: 

Pasal 190 

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan 
pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada 
Penanggung Pajak. 

12) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan 
membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan 
dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa 
Surat Paksa telah diberitahukan. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit berisi: 
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa; 
b. nama Juru Sita Pajak; 
c. nama penerima; 
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan 
e. ditandatangani oleh Juru Sita dan Penanggung Pajak. 

Pasal 189 

11) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum 
yang sama dengan putusan pengadilan yang mernpunyai 
kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 
b. dasar Penagihan; 
c. besarnya Utang Pajak; dan 
d. perintah untuk membayar. 

Pasal 188 
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i.li ,l Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
·• ayat (2), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal: 

a. terhadap Penanggu ng Pajak telah dilaksanakan 
Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 186; atau 

b. Penanggung Pajak tidak mernenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan 
angsuran atau penundaan pembayaran Pajak. 



Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Serita 
Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak -pihak 
dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat 
Paksa dianggap telah diberitahukan. 

(2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat 
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau 
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, tidak 
berada di tempat, Surat Paksa disarnpaikan rnelalui 
sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan setempat dengan 
mernbuat berita acara. 

atau pihak-pihak 
190, menolak untuk 
Pajak meninggalkan 

Dalam hal Penanggung Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
menerima Surat Paksa, Juru Sita 

(1) 

Pasal 191 

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau 
di tempat lain yang memungkinkan; 

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun 
yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, 
apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak 
dapat dijumpai; 

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau 
yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib 
Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum 
dibagi; atau 

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal 
dunia dan harta warisan telah dibagi. 

(2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Juru Sita 
Pajak kepada: 
a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, 

penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat 
kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal 
mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; 
a tau 

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha 
Badanyang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak 
dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. 

t3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa 
diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai 
Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan 
bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan 
kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan 
pernberesan atau likuidator. 
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(1) Terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dapat 
dilakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan. 

(2) Pembetulan, penggantian, atau pembatalan Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa dilakukan: 
a. berdasarkan permohonan Penanggung Pajak; atau 
b. secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah. 

Pasal 194 

fl) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas permohonan 
Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat 
Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan atau kekeliruan. 

(2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah 
kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dibetulkan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

Bagian Kelima 
Tata Cara pembetulan, penggantian, atau pembatalan atas 

Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
Pasal 193 

r 1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau 
sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah karena jabatan. 

i2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan 
hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1). 

Pasal 192 

!3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, 
penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan 
menempelkan salinan Surat Paksa pada papan 
pengumuman di kantor Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau dengan 
cara lain. 
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diterbitkan; atau 
d. keputusan penolakan atas permohonan Penanggung 

Pajak dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5). 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terlampaui, Pejabat tidak memberikan keputusan: 
a. permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan; 

dan 
b. Pejabat menerbitkan keputusan sesuai permohonan 

Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

hal Surat Teguran 
seharusnya tidak 

pem batalan dalam 
Surat Paksa Pajak 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan penelitian 
atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 
ayat (2) huruf a. 

(21 Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus 
memberi keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: 
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan 

atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, 
NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas 
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 

b. kepu tusan penggantian dalam hal Surat Teguran 
dan/ atau Surat Paksa hilang, rusak, a tau karena 
alasan lain; 

c. keputusan 
dan/atau 

Pasal 195 

seharusnya tidak diterbitkan. 
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!3; { Pembetulan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa 
··sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal 

terdapat kesalahan ataukekeliruan dalam penulisan nama, 
alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain. 

(4) Penggantian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal 
hilang, rusak, atau karena alasan lain. 

(S) Pembatalan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal 



(l) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
pembetulan, penggantian, atau pembatalan Surat Teguran 
dan/ atau Surat Paksa secara jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf b, dengan 
melakukan penelitian. 

(2) Berdasarkan hasil penelitian, Pejabat menerbitkan: 
a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan 

atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, 
NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas 
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 

b. keputusan penggantian dalam hal Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa Pajak hilang, rusak, atau karena 
alasan lain; atau 

c. keputusan pembatalan dalam ha] Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa seharusnya tidak diterbitkan. 

(3) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat Teguran dan/atau 
Surat Paksa pembetulan atau Surat Teguran dan/ atau 
Surat Paksa pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan 
pembetulan atau penggantian. 

Pasal 196 

(5) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pejabat 
menerbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
pembetulan atau Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa 
pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
kerja sejak tanggal keputusan pembetulan atau 
pen ggan tia n. 

(6) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau 
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai 
kekuatan eksekutorial dan/ atau kedudukan hukum yang 
sama dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang 
dibetulkan atau diganti. 

(7) Dalam hal permohonan pembetulan, penggantian, atau 
pembatalan tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan 
penagihan pajak ditunda sampai dengan Surat Teguran 
dan/ a tau Surat Paksa pembetulan, Surat Teguran 
dan/atau Surat Paksa pengganti, keputusan pembatalan 
Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa diterbitkan. 
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penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang 
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat 
berupa: 
a. Barang bergerak termasuk rnobil, perhiasan, uang 

tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo 
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat 
berharga lainnya, piutang, dan penyertaanmodal pada 
perusahaan lain; dan/atau 

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan 
kapal dengan isi kotor tertentu. 

(2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat 

yang termasuk lain tempat di kedudukan,atau 

( 1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung 
Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 

Pasal 199 

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan 
penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh 
empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 189. 

(2) Apabila u tang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalarn 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Bagian Keenam 
Sita 

Pasal 198 

Mekanisme pembetulan, penggantian, atau pembatalan atas 
Surat Teguran dan/ a tau Surat Paksa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 196 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap pembetulan, penggantian, atau 
pembatalan dokumen penagihan Pajak lainnya yang sejenis. 

Pasal 197 

(4) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau 
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai 
kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang 
sama dengan Surat Teguran dan/ a tau Surat Paksa yang 
dibetulkan atau diganti. 
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tanggungannya; atau 
f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari 
dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari 
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

digunakan oleh 
yang menjadi 

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas 
yang diperoleh dari negara; 

d. buku-bu ku yang bertalian dengan jabatan atau 
pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang 
dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan 
keilmuan; 

e. peralatan penyandang cacat yang 
Penanggung Pajak dan keluarga 

(1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan 
dari Penyitaan meliputi: 
a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya 

yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga 
yang menjadi tanggungannya; 

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 
(satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di 
rumah; 

Pasal200 

dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, 
Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih 
dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan 
pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri 
berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 

(3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat 
dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang 
milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang 
milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, 
Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan 
yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di 
tempat lain. 

(-+) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak 
yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan 
memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan 
Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya. 
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tempat umum. 
!9) Salinan Serita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada 

Penanggung Pajak dan instansi terkait. 
(10) Juru Sita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat 

yangmengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. 

17) ,, 

(5) 

menandatangani Serita Acara Pelaksanaan Sita, Juru Sita 
Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam 
Serita Acara Pelaksanaan Sita, dan Serita Acara 
Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita 
Pajak dan saksi-saksi. 
Serita Acara Pelaksanaan Sita sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) tetap sah dan mernpunyai kekuatan mengikat. 
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun 
Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang 
saksi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berasal dari 
Pernerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 
setingkat Sekretaris Kelurahan. 
Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh 
Penanggung Pajak, Serita Acara Pelaksanaan Sita 
ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan 
Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan 
mempunyai kekuatan mengikat. 

(8J Salinan Serita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan 
pad a Barang bergerak dan/ a tau Barang tidak bergerak 
yang disita, a tau di tern pat Sarang bergerak dan/ a tau 
Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di ternpat- 

menolak Pajak untuk 

harus 
yang 

Pajak, 

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak 
membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita 
ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Penanggung 
dan saksi-saksi. 

H) Dalam hal Penanggung 

Penyitaan; dan 
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. 

Perintah Surat Melaksanakan b. memperlihatkan 

11i Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan 
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang 
telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita 
Pajak, dan dapat dipercaya. 

(2) Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak harus: 
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Juru sita Pajak; 

Pasal 201 

13) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf f, ditetapkan melalui keputusan Bupati. 
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Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau 
Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita 
Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat 
pemberitahuan yangmenyatakan bahwa barang dimaksud akan 
disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan 
bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak. 

Pasal 203 

( 1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan 
sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut: 
a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga 

perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang 
merupakan lampiran Serita Acara Pelaksanaan Sita; dan 

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. 
!2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing 

dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan 
Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang 
tunai yang disita. 

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang 
disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, 
saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

H) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, 
dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(SJ Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan: 
a. melakukan inventarisasi dan membuat rmcian tentang 

jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar 
yang merupakan lampi ran Berita Acara Pelaksanaan 
Sita; 

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita ; dan 
c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak 

Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, 
dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak 
dan pihak yang berkewajiban membayar utang. 

16) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak 
dilaksariakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang 
disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan 
Biaya Penagihan Pajak. 

Pasal202 
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(1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel 
sita. 

Pasal 208 

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: 
a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya 

penagihan pajak dan utang pajak; atau 
b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk 

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. 

Pasal 207 

i]) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung 
Pajak, kecuali apabila menurut Juru Sita Pajak Sarang 
dimaksud perlu disirnpan di kantor Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah atau di ternpat lain. 

(2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak 
dan/ atau Penanggung Pajak: 
a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan 

kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi 
dalam pelaksanaan sita; 

b. Sarang tidak bergerak pengawasannya diserahkan 
kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi 
dalam pelaksanaan sita tersebut. 

13) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai ternpat 
penitipan Barang yang telah disita sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 206 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahandi bidang Pajak Daerah menerbitkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar 
wilayah Daerah, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah 
Daerah setempat dan pihak terkait. 

Pasal 205 

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Sadan, Serita Acara 
Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala 
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, 
atau pegawai tetap perusahaan. 

Pasal 204 
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Penanggung Pajak dilarang: 
a. Memindahkan hak, rnemindahtangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau 
rnerusak barang yang telah disita membebani barang tidak 
bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk 
pel u nasan u tang terten tu; 

b. mernbebani Barang bergerak yang telah disita dengan 
fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; 
dan/atau 

c. rnerusak, mencabut, atau menghilangkan sege1 sita atau 
salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel 
pada Barang sitaan. 

Pasal 210 

(1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak 
telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak atau 
berdasarkan putusan pengadilan. 

(2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang 
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai 
pencabutan Serita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan 
oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi 
yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan 
barang yang disita kepada Penanggung Pajak. 

Pasal 209 

rnernperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. 
(3) Segel Sita sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1), rnernuat 

sekurang-ku rangnya: 
a. kata "DISITA"; 
b. nornor dan tangga1 Serita Acara Pelaksanaan Sita; dan 
c. larangan untuk mernindahtangankan, memindahkan 

hak, rnerninjamkan, atau merusak barang yang disita. 

dengan dilaksanakan Sita segel (2) Penernpelan 
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(1) Apabila basil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup 
untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, 
maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta 
kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat 
kepada Penanggung Pajak paling lambat 3(tiga) hari kerja 
setelah pelaksanaan lelang. 

(2\ Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak 
Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
212 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak 

Pasal 213 

(11 Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak 
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah melaksanakan penjualan secara lelang 
atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau 
memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan 
Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud. 

!.2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah 
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
Pengumuman Lelang. 

13) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak penyitaan. 

Pasal 212 

(1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak 
dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah melaksanakan penjualan secara 
Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang. 

(2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. uang tunai ; dan 
b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk. 

(3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk 
membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan 
cara d isetor ke Kas Dae rah. 

Bagian Ketujuh 
Lelang 

Pasal 21] 
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Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 216 

( l) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 
membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan 
sisanya untuk membayar Utang Pajak. 

(2l Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup 
untuk me1unasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, 
pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah walaupun barang yang akan dilelang 
masih ada. 

13) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang 
dikem balikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah kepada Penanggung Pajak segera setelah 
pelaksanaan Lelang. 

(-+) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidang Pajak Daerah yang lalai 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

15) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang 
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan 
Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar 
pendaftaran dan pengalihan hak. 

Pasal 215 

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 
Penanggung Pajak. 

(2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal: 
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya 

Penagihan Pajak; 
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau 
c. Objek lelang musnah. 

Pasal 214 

dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan 
barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara. 
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(l) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 178 menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang 
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan 
saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat ( 1) dan Pasal 22 ayat ( l), jangka waktu 
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT. 

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

BAB XV 
KEDALUW ARSA 

Pasal 219 

( 1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap 
Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling 
sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 
diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak. 

(2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau 
Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 218 

perundang-undangan yang berlaku. 
peraturan berdasarkan 

(l) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak 
dan/ a tau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah 
Utang Pajak paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi 
Utang Pajak. 

!2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang 
sebagaiPenanggung Pajak Wajib Pajak Sadan, atau ahli 
wans. 

(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak 
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya 
pelaksanaan penagihan. 

Hi Pencegahan dilaksanakan 

Bagian Kedelapan 
Pencegahan dan penyandaraan 

Pasal 217 
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(l) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk 
menentukan prioritas penagihan pajak. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memerintahkan Juru 
Sita Pajak untuk melakukan Penagihan. 

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu 

kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 219 ayat ( 1 ); dan 

b. hasil koordiriasi dengan aparat pengawas internal 
daerah. 

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 

BAB XVI 
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Pasal220 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penvarnpaian 
Surat Tegurnn clan/ a tau Surat Paksa. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai 
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan. 
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piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena: 
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung 

Pajak tidak dapat ditemu kan; 
b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah 

daluwarsa; 
c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak 

ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara 
optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
di bidang perpajakan; atau 

d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak 

sebagaimana 
badan adalah 

(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak 
yang tercantum dalam: 
a. SPTPD; 
b. SPPT PBB; 
c. SKPD; 
d. STPD; 
e. SKPDKB; 
f. SKPDKBT; 
g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusa Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau 

h. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak 
termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 

(2) Piu tang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi 
adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena: 
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal 

dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau 
kekayaan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat 
ditemukan; 

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah 
kedaluwarsa; dokumen sebagai dasar penagihan pajak 
tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran 
secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan di bidang perpajakan; atau 

d. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan 
pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu 
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan 
dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

Piutang pajak yang dapat dihapuskan 
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak 

(3) 

Pasal 221 
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1. NOP; 
2. nama dan alamat Wajib Pajak; 
3. alamat Objek Pajak; 

memuat: 

dimaksud pada ayat ( 1), 

dimaksud pad a ayat ( 1), 
Pajak dan hasilnya 

(2) Penelitian sebagaimana 
dilakukan oleh Juru Sita 
dituangkan dalam LHP. 

t3) Penelitian sebagaimana 
dilakukan dengan tahapan : 
a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi 

kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dan 
ayat (3); 

b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi 
kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c 
dan ayat (3) huruf b, dilakukan secara administratif 
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian 
Administratif; 

c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi 
kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 J ayat (2) huruf 
a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, 
huruf c, dan huruf d dilakukan secara adrninistratif dan 
teknis; 

d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau 
Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang 
hasilnya dituangkan dalam LHP; 

e. menyu sun Rekapitulasi Hasil Penelitian Adrninistratif 
dan/ a tau Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Lapangan 
dan/atau Pemeriksaan Kantor guna divalidasi oleh 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang 

( l) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang 
pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 221, wajib dilakukan penelitian administrasi 
oleh Kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

Pasal 222 

dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan 
dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau 
berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. 
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urusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan: 

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang 
pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2), Kepala 

Pasal225 

(1) Aparat pengawasan intern Pemerintah melakukan reviu 
atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan 
oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1). 

(2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai 
penghapusan piutang Pajak. 

(3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) lebih dari 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati 
menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak 
yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan 
penghapusan. 

Pasal 224 

(1) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 
ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyusun 
daftar usulan penghapusan piutang pajak. 

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 223 

4. masa pajak atau tahun pajak; 
5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau 
6. alasan penghapusan Piutang Pajak; 

f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak 
yang telah kedaluwarsa dan/ atau tidak dapat ditagih 
lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

(4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang 
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya 
piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan 
untuk dihapuskan. 
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(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah 
dikarenakan tidak bisa tertagih atau sudah kadaluwarsa. 

(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan 
penghapusan piutang pajak oleh Kepala SKPD. 

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), paling sedikit memuat : 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang pajak; 
c. Tahun pajak; 
d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), adalah : 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 
c. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT); 
e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan dan Putusan Banding. 
(5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimaksud data 

tunggakan Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan karena: 
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat 

ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 
mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak 
sudah tutup dan alih manajemen; 

d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; 
a tau 

e. wajib pajak tidak dapat ditagih karena sebab lain, seperti wajib 
pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dukurnen-dokurnen 
sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat 
ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat 
dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain 

Pasal 226 

a. penetapan mengenai rmcian atas besamya penghapusan 
piutang pajak; dan 

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang 
berlaku. 
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah terhadap SPPT, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlab pajak terutang atau 
jumlab pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan 
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang 
jelas. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, atau SKPDN ditetapkan atau dikirim atau tanggal 
pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan kahar. 

BAB XVII 
KEBERATAN 

Bagian Kesatu 
Keberatan 
Pasal 227 

kadaluwarsa; atau 
e. sebab lain sesuai hasil penelitian. 

penagihan pajak sudah d. hak u n tuk melaku kan 

sebagainva; 
f. sebab lain sesuai hasil penelitian. 

(6) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data 
tunggakan Pajak daerah yang tidak dapat atau tidak 
mungkin ditagih lagi disebabkan karena : 
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, 

direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau 
pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan 
atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak merniliki 
harta kekayaan lagi; 

c. penagihan pajak secara aktif telah melaksanakan dengan 
penyampaian Salinan Surat Paksa Kepada pengurus, 
direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan 
maga, baik secara langsung maupun dengan 
menempelkan pada papan pengumuman atau media 
massa; 
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(l) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat melakukan pemeriksaan. 

(3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 226 ayat (7). 

(4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah atas keberatan dapat berupa: 

Pasal228 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang 
telah disetujui Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar 
pada saatpengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(7) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 77 ayat ( 1). 

(8) Format pengajuan permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka 
Romawi VIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
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(1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 227, harus memenuhi persyaratan 
dan melampirkan dokumen pendukung. 

(21 Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), yaitu sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut 

penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan- 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

Pasal 230 

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 
dikembalikan sesuai peraturan perundang- undangan 

(2) Irnbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal229 

penelitian lebih 
dalam surat 

keberatan oleh 

hal Pajak teru tang berdasarkan hasil 
besar dari Pajak yang terutang 
keputusan/ketetapan yang diajukan 
Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap diterima. 

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan basil penelitian sama dengan Pajak yang 
terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan 
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan basil 
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat 
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
W ajib Pajak; a tau 

cl. meriambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam 
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hasil akhir berdasarkan pem bahasan 
pemeriksaan; dan 

d. dokumen-dokurnen yang mendukung pengajuan 
keberatan. 

(4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, 
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum terpenuhi, 
selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3). 

(5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah 
diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 

16) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar 
terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan 
keberatan,tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

bermeterai cukup, jika pengajuan 
fotokopi bukti pembayaran Pajak 
penghitungan Wajib Pajak atau 

surat kuasa 
dikuasakan 
berdasarkan 

c. 
kuasa dalam hal dikuasakan; 

sanksi penghapusan a tau 

pajak yang diajukan keberatan, surat ketetapan 
berupa: 
1. pengurangan 

administrasi; 
2. pengurangan a tau pembatalan surat ketetapan 

pajak yang tidak benar; 
3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak; 
4. pem batalan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

5. keringanan atau pembebasan pajak. 
(3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 

SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh 
pihak ketiga; 

b. fotokopi KTP Wajib Pajak dan fotokopi KTP penerima 

alasan yang menjadi dasar penghitungan; 
c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) 

surat ketetapan pajak, untuk l (satu) pemotongan 
pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam 
hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri 
Surat Kuasa bermeterai cukup; dan 

e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas 
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(]J Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

i2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. penyampaian secara langsung; 
b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengmman 

surat; atau 
c. dengan cara lain. 

(3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan 
bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang 
merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

H) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyarnpaian Surat 
Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengmrnan 
surat secara tercatat. 

(5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
b. Sistem informasi. 

16) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah perusahaan yang 
berbentuk badan hukum. 

Bagian Ketiga 
Penyampaian Surat Keberatan 

Pasal232 

!1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat 
meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar pengenaan pajak kepada Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3). 

Pasal 231 
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il) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah 
disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan 
untuk hadir. 

(2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; 

dan 

Bagian Kelima 
Pencabutan Surat Keberatan 

Pasal234 

(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 230 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan tidak 
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

12) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah, menyampaikan 
surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan 
keberatanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ), dengan disertai alasan 
pertimbangan. 

(3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan 
melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke 
proses penyelesaian keberatan. 

Bagian Keempat 
Tindak Lanjut Surat Keberatan 

Pasal233 

(7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf b, diberikan Bukti Penerimaan 
Elektronik. 

(8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hurufb dan ayat (5) huruf a, Bukti penerimaan surat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti 
Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan. 

(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan 
Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
merupakan tanggal Surat Keberatan diterima. 
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__________ - ...... 

(1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah berwenang untuk: 
a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam 

bentuk hardcopy dan/ a tau softcopy kepada Wajib 
Pajak terkait dengan materi yang disengketakan 
melalui penyampaian surat permintaan peminjaman 
buku, catatan, data, dan informasi; 

b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan 
terkait dengan materi yang disengketakan melalui 
penyampaian surat permintaan keterangan; 

Bagian Keenam 
Penyelesaian Keberatan 

Pasal 237 

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, 
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf e. 

Pasal236 

")) l,J 

(2) 

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib memberikan 
jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak 
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan. 
Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas 
pertim bangan terten tu. 
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah belum 
memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak 
dianggap diterima. 

()) 

Pasal 235 

c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak 
ditandatangani WajibPajak harus dilampiri Surat 
Kuasa bermeterai cukup. 

(3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 
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meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data 
dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang 
diminta, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan: 
a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau 
b. surat permintaan keterangan yang kedua. 

(5) Wajib Pajak harus memenuhi perrunjaman dan/atau 
permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat 
peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim. 

(6) Dalam hal masih diperlukan, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi 
dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak 
harus merninjamkan buku, catatan, data, dan informasi 
dan/ atau memberikan keterangan yang diminta dalam 
jangka waktu sebagaimana disebu tkan dalam: 

jangka waktu sebagaimana 
berakhir, Wajib Pajak tidak 

dan/atau surat permintaan permintaan perrunjaman 
keterangan dikirim. 
Apabila sampai dengan 
dimaksud pada ayat (3) 

(4) 

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi 
yang disengketakan kepada pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak; 

d. meminta akses terhadap sistem informasi yang 
dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang 
disengketakan; 

e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain 
yang diperlukan; 

f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal 
yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak 
melalui penyampaian surat panggilan; dan 

g. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 
rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/ atau 
informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar 
dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu 
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 227 ayat ( 1), Wajib Pajak harus 
menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan 
pajak. 

(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat 
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...................................................................... 

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain 
yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan 
oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam 
penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, 
informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak 
ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat 
pemeriksaan. 

(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, 
atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat 
pemeriksaan tetapidiperlukan dan diminta oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah serta diberikan oleh Wajib Pajak 

Pasal238 

a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau 
b. surat permintaan keterangan tambahan. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan 
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), 
atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti 
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai 
dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita 
acara. 

(8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau 
memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik 
atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun 
dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
sebelum Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Untuk Hadir. 

(9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e, dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum 
tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa 
perpajakan. 

(10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, dituangkan dalam berita acara 
pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. 

(11) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf g, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
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..................................................................... 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas 
keberatan yang diajukan . 

Pasal 240 

(l) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah meminta Wajib Pajak 
untuk hadir guna memberikan keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak 
melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir 
yang dilampiri dengan: 
a. pemberitahuan daftar basil penelitian keberatan; dan 
b. formulir surat tanggapan basil penelitian keberatan. 

(2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian 
penjelasan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara 
kehadiran. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk 
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan 
b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu 

kehadiran W ajib Pajak. 
(4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak bersifat 
final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 239 

dalam penyelesaian keberatan, makapembukuan, catatan, 
data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh 
Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, 
atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat 
pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib 
Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pernbukuan, 
catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang 
diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan. 
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(1) Dalam ha] Keputusan Keberatan menolak, mengabulkan 

Pasal241 

(2) Keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), diterbitkan berdasarkan laporan 
penelitian keberatan. 

(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), dapat berupa mengabulkan seluruhnya, 
mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan 
dalam Surat Keputusan Keberatan. 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (9) sampai 
dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan. gugatan ke Pengadilan 
Pajak atas surat dari Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak 
tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung 
sejak tanggal dikirim surat dari Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan 
Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah. 

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
telah terlampaui dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah tidak memberi keputusan atas keberatan, 
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap 
dikabulkan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan 
Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan 
keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
tersebut berakhir. 

(7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), disampaikan kepada Wajib Pajak: 
a. secara langsung dengan bukti tanda terima; 
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat. 
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(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi administratif berupa denda sesuai peraturan 
perundang-undangan tidak dikenakan. 

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 243 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan 
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (4), 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 
dengan disertai alasan yang jelas. 

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

BAB XVIII 
BANDING 
Pasal242 

sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang 
masih harus dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi 
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

12) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak dikenakan dalam hal: 
a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan 

sebagaimana dimaksud daalm Pasal 232 ayat (l); 
b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak 

dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan 
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 230 ayat ( 1); a tau 

c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas 
Surat Keputusan Keberatan. 
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(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku 
usaha di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, a tau 
penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan 
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena 

bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya 
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain 

BAB XX 
INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA 

Pasal 247 

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 

Pasal246 

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: 
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan 

penyitaan,atau pengumuman lelang; 
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; 
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 227 ayat 
(1) dan Pasal 228; dan 

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan 
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang- undangan, hanya dapat diajukan ke 
badan peradilan pajak. 

BAB XIX 
GUGATAN PAJAK 

Pasal245 

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan. 

Pasal244 

135 



dengan a. perrnohonan dibuat secara tertulis 
rnenggunakan bahasa Indonesia; 

b. melampirkan kartu tanda penduduk; 
c. rnelampirkan NPWPD; 
d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan 

(l) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib 
Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), 
Wajib Pajak melengkapi Dokumen di Kantor Perangkat 
Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintaban di 
bidang Pajak Daerah, berupa: 

Pasal248 

yang bertqjuan untuk menghindari pernbayaran Pajak; 
c. untuk mendukung dan melindurigi pelaku usaha mikro 

dan ultra mikro; 
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

mencapai program prioritas nasional. 
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan 
kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan 
dengan memperhatikanfaktor: 
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh 

Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun t.erakhir; 
b. kesinambungan usaha W ajib Pajak; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak 

terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di 
daerah yang bersangkutan; dan/atau 

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati . 
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha 

mikro dan ultra mikro sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan 
ultra mikro dalarn peraturan perundang-undangan di 
bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan 
prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana 
pembangunan jangka menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalarn rangka 
percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 
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(1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan 
oleh Bupati, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

Pasal249 

keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan 
finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau 
kebakaran pada objek pajak; dan 

e. tujuan dan Alasan Permohonan yang menjelaskan 
secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal 
serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud Pasal 247 ayat (5). 

(2) Permohonan W ajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke 
Kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah, dengan cara: 
a. secara langsung; 
b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat; atau 
c. elektronik. 

(3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 
berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Bupati ini 

(5) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), Kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah menerbitkan keputusan berupa: 
a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat 

keterangan penerima insentif Pajak; atau 
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat 

penolakan permohonan Insentif Pajak. 
(6) Surat keterangan penerima insentif Pajak sebagaimana 

dimaksudpada ayat (5) huruf a, menjadi dasar dalam 
pembentukan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif 
fiskal. 

(7) Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai 
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif 
fiskal. 
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(I) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib 
Pajak berupakeringanan, pengurangan, pembebasan, dan 
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak 
Daerah secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu 
berdasarkan pertimbangan tertentu . 

Pasal 250 

g. pembangunan infrastruktur; 
h. melakukan alih teknologi; 
1. melakukan industri pionir; 
J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, 

dan inovasi; 
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; 
1. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, 

atau peralatanyang diproduksi di dalam negeri; 
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program 

prioritas nasional dan/ atau daerah; dan/ atau 
n. berorientasi ekspor. 

(3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan 
kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam 
memberikan insentif fiskal. 

peningkatan terhadap a. memberikan kontribusi 
pendapatan masyarakat; 

b. menyerap tenaga kerja; 
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan 

publik; 
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk 

domestik regional bruto; 
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

dengan dahulu terlebih 
di bidang Pajak Daerah Wajib urusan pemerintahan 

melakukan kajian 
mempertimbangkan: 
a. rencana penggunaan insentif fiskal : 
b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif 

fiskal yang diberikan; 
c. dampak terhadap penerima insentiffiskal terhadap 

kondisi usaha W ajib Pajak; 
d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/ 

Daerah; dan 
e. pertimbangan lainnya. 

(2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf e. dapat berupa: 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, 

yang Daerah Perangkat Kepala dan (1) Bupati 

BAB XXI 
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN 

ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, 
DAN/ATAU SANKSINYA 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal252 

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 247 ayat (1), merupakan permohonan Wajib 
Pajak, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan 
lain sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 93 ayat (2). 

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang 
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak 
untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan 
pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 247 ayat (3) dan ayat (5). 

I) ( . 

Pasal 251 

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berupa: 
a. kepentingan Daerah dalam rangka: 

1. hari ulang tahun Daerah; 
2. percepatan target penerimaan; 
3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; 

dan/atau 
4. penggalian potensi piutang Pajak; 

b. limpahan kementerian yang membidangi urusan 
Pajak. 

c. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan 
kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi 
pembayaran; dan/ a tau 

d. Ke pen tingan sosial keman u siaan. 
(3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dalam Keputusan Bupati . 
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(I) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 
kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) 
huruf a, meliputi: 
a. bencana; atau 
b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 
kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, 
bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan 

Pasal254 

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan keringanan pajak terutang kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang 
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
untuk satu obyek pajak. 

(3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 

kahar; 
b. kesulitan likuiditas; dan/ atau 
c. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Bagian Ked ua 
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan pajak 

Pasal 253 

pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi 
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak 
atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, 
tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari 
golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas 
tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, 
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 
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(1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
253 ayat (3) huruf b, merupakan kondisi keuangan Wajib 
Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 
pendek. 

(2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi 
dalam waktu 1 (satu) tahun. 

(3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, 
laporan pembukuan, a tau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, 
paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun 
sebelumnya. 

Pasal255 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- 
undangan di bidang penanggulangan bencana. 

(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 
kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan 
pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, 
merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak 
yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah dinyatakan sebagai suatu keadaan 
benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan 
menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas 
waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan. 

(4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran 
Pajak terutang sebagai alasan pengajuan Keringanan pajak 
Terutang. 

(5) Alasan pengajuan keringanan pajak terutang karena tidak 
dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 4), di antaranya: 
a. lokasi Wajib Pajak berada di remote area; 
b. tidak adanya fasilitas internet; 
c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain; 
d. adanyafraud atas rekening Wajib Pajak; dan/atau 
e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi 

dasar penghitungan Pajak terutang sebagai akibat 
adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat 
karena adanya suatu pandemi. 
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(1) Kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) huruf c, meliputi: 
a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib 

Pajak; 
b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk 

mendukung program nasional dan mengakibatkan 
Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang 
optimum; dan/ atau kebijakan pemberian keringanan 
pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan 
sosial, budaya, dan lingkungan. 

(2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, antara lain: 
a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan 

kegiatan usahanya karena perubahan peraturan 
perundang-undangan; atau 

b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau 
nama lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat. 

(3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung 
program nasional dan mengakibatkan W ajib Pajak tidak 
mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, antara lain: 
a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan 

penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan 
kegiatan pembangunan infrastruktur; atau 

b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan 
penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan 
kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai 
ekonomi dan sosial yang strategis. 

Pasa1256 

(4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, 
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio 
keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar 
( current ratio), rasio cepat ( quick ratio), rasio kas ( cash ratio), 
dan rasio perputaran kas ( cash turnover ratio). 

(5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak 
disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, 
pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik 
lazim sektor industrinya. 
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Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 252 ayat (1) diajukan, proses penagihan 
dan pelimpahan atas Pajak terutang yang diajukan keringanan 
kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda. 

Pasal 258 

(l) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 
keringanan pajak terutang kepada Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253, dalam hal: 
a. Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap; 
b. Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan 
dan/atau yang dilakukan pemungutan atas 
perhitungan Wajib Pajak; atau 

c. Pajak terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 
Pajak yang akan diajukan keberatan Pajak. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan pajak 
terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan 
surat penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
surat permohonan keringanan pajak terutang diterima. 

Pasal 257 

!4) Kebijakan pemberian keringanan pajak terutang kepada 
Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, 
aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di antaranya: 
a. pemberian keringanan pajak terutang bagi masyarakat 

kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro; 
b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi; 
c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; 
d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; 

dan/atau 
e. Kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar 

budaya. 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak usaha 
mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan 
pajak terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk 
keringanan. 

(2) Bentuk keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat berupa: 
a. penundaan dan pengangsuran; 
b. penundaan dan pengurangan; atau 
c. pengangsuran dan pengurangan. 

Pasa1260 

(1) Permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1), diajukan untuk 
keringanan pajak terutang dalam bentuk: 
a. penundaan; 
b. pengangsuran; 
c. pengurangan; dan/atau 
d. pembebasan. 

(2) Permohonan keringanan pajak terutang dapat berupa: 
a. keringanan atas pokok Pajak terutang; dan/atau 
b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda. 

(3) Surat permohonan keringanan pajak terutang hanya dapat 
diajukan untuk satu bentuk keringanan. 

(4) Dalam hal permohonan keringanan berupa Pajak terutang 
BPHTB, terhadap Wajib Pajak yang sama yang merniliki 
beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan 
permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek 
pajak dengan NPOP terbesar diantara objek pajak yang 
lainnya. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB 
sebagaimana diamaksud pada ayat (4) dan telah diterbitkan 
keputusan keringanan berupa pengurangan, maka Wajib 
Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan 
atas objek yang sama. 

(6) Format permohonan pengurangan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka 
Romawi IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 259 
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(1) Permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253 ayat ( 1), diajukan dengan 
menyampaikan surat permohonan keringanan pajak 
terutang yang paling sedikit memuat: 
a. informasi mengenai identitas Wajib Pajak; 
b. alasan pengajuan Keringanan Pajak; 
c. bentuk Keringanan Pajak; 
d. jumlah pajak terutang yang diajukan Keringanan 

Pajak; dan 
e. tanggal jatuh tempo Pajak terutang. 

Bagian Keempat 
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan pajak 

Pasal 262 

(1) Permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) disampaikan paling 
lam bat sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak. 

(2) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak 
terutang BPHTB, Permohonan keringanan diajukan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian 
berkas pendaftaran BPHTB. 

(3) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak 
terutang PBB- P2, Pengurangan Ketetapan PBB- P2 harus 
diajukan dalam jangka waktu: 
a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD 

PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli 
tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau 
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya; 

b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya 
STPD PBB- P2; 

c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 
bencana alam; 

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab 
lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

Bagian Ketiga 
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak 

Pasal 261 
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(1) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang 
diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib 
Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 254 ayat (3) huruf a, surat permohonan keringanan 
pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung, paling 
sedikit: 
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk 

keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam PasaI 
254 ayat ( 1) huruf a atau surat pernyataan Wajib 
Pajak dan bukti terkait untuk keadaan lain 
berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat 
Daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 254 ayat (1) huruf b; 

b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak yang 
disertai perhitungan dan penjelasan; dan 

c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak 
terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam 
proses peradilan. 

(2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan 
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, 
dapat berupa: 
a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang 

menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, 
kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya; 

b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk 
keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib 
Pajak berupa bencana alam; 

Pasal263 

(2) Surat permohonan keringanan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia; dan 
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang 

dikuasakan. 
(3) Keringanan pajak terutang yang diajukan atas SKPDKB 

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak harus 
disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak 
yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak 
dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil 
pemeriksaan Pajak. 
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c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk 
keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 
kahar berupa bencana non alam; dan/atau 

d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu 
daerah dalam status bencana. 

(3) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang 
diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) huruf b, 
surat permohonan keringanan pajak terutang disertai 
dengan dokumen pendukung, paling sedikit: 
a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan 

paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun 
sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan 
usaha; 

b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan 
keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; 

c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau 
keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan 
dan penjelasan; dan 

d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak 
terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam 
proses peradilan. 

(4) Dalam hal permohonan keringanan pajak terutang yang 
diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3) huruf c, 
surat permohonan keringanan pajak terutang harus 
disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: 
a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah 

Daerah; 
b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan 

paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun 
sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan 
usaha; 

c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan 
keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; dan 

d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak 
terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam 
proses peradilan. 

(5) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan 
Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
antara lain dapat berupa siaran pers (press release) atau 
berita dari laman resmi Pemerintah Daerah. 
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(1) Dalam hal pengajuan keringanan dimaksudkan untuk 
permohonan pengurangan pajak PBB-P2 terutang, Wajib 
Pajak dapat mengajukan keringanan secara: 
a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang 

tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2; 
b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang 

tercantum dalam SPPT. 

Pasal265 

Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan pajak 
terutang BPHTB, Permohonan keringanan harus dilengkapi 
dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain: 
a. Untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah 

karena hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus 
satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi 
hibah wasiat atau waris: 
1. akta hibah wasiat atau surat keterangan waris; 
2. surat keterangan kematian; 
3. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris; 
4. surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya; 
5. SSPD BPHTB. 

b. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah 
sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh 
pemerintah untuk kepentingan umum: 
1. surat keterangan penggantian atas tanah dari 

Pemerin tah; 
2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya; dan 
3. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 

(lima) tahun termasuk tahun berjalan. 
4. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata- 

mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan: 
a. akte pendirian dan peru bahannya; 
b. surat izin usaha dari instansi berwenang; 
c. surat keterangan atas tanah dan/ atau bangunan 

yang digunakan kepentingan sosia] atau 
pendidikan dari pejabat setempat dan 1 (satu) 
bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 5 (Iima) tahun termasuk tahun berjalan. 

Pasal264 
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(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus 
memenuhipersyaratan dan data pendukung. 

(3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan: 
a. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang 

Wajib Pajaknya orang pribadi beteran pejuang 
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, 
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau 
janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang kurang 
dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

b. Dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari 
Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu: 
1. Objek Pajak berupalahanpertanian/perkebuanan 

/peikanan/peternakan yang hasilnya sangat 
terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah; 

2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 
yang penghasilannya semata-rnata berasal dari 
pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/ 
pensiunan BUMD; 

3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 
yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban 
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; 

4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 
yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter 
perseginya meningkat akibat peru bahan 
lingkungan dan dampak pembangunan; 

5. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 
antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin 
topa, dan tanah longsor; 

6. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang 
luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit 
tanaman dan/atau wabah hama tanaman. 

c. Dalamjangka waktu: 
1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 

(tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun 
berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau 
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
du luar kekuasaannya; 

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 
bencana alam; 
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(1) Surat permohonan keringanan pajak terutang disampaikan 
kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, melalui: 
a. secara langsung; 
b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; 

a tau 
c. sistem informasi. 

(2) Penyampaian surat permohonan keringanan pajak 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
atau huruf c, diberikan tanda bukti penerimaan surat 
secara langsung, secara elektronik, maupun melalui 
notifikasi sistem. 

Pasal266 

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib 
Pajak melalui pengurus legiun veteran republik 
indonesia stempat, pengurus organisasi terkait 
lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa 
dalam jangka waktu tersebut tidakdipenuhi 
karena keadaan yang di luar kekuasaannya; 

d. Dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang 
dimohonkan pengurangan. 

(4) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan 
secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
meliputi: 

a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak 
yang sama; 

b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa 
Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase 
pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; 

c. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui: 
1. Pengurus legiun veteran republik indonesia 

setempat untuk pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a; 

2. Lu rah setempat, untuk pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b 
angka 4 dan angka 5; 

d. salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan. 
(S) Format Permohonan salinan SPPT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam Lampiran Angka 
Romawi X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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(1) Atas permohonan keringanan pajak terutang yang 
diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah melakukan pemeriksaan dokumen permohonan 
keringanan pajak dengan menggunakan formulir uji 
kelengkapan dokumen pendukung. 

(2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dokumen pendukung belum 
lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 
menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen 
pendukung kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan 
keringanan pajak terutang diterima. 

(3) W ajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen 
pendukung yang diminta oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan kelengkapan 
dokumen pendukung diterima. 

(4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan 
dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menerbitkan surat penolakan. 

Bagian Kelima 
Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan pajak 

Pasal 268 

(l) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan surat 
penolakan terhadap permohonan keringanan pajak 
terutang yang diterima setelah Pajak terutang. 

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
surat permohonan keringanan pajak terutang diterima. 

Pasal 267 

(3) Penyampaian surat permohonan keringanan pajak 
terutang melalui pos a tau perusahaan jasa 
pengangkutan/ ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dibuktikan dengan tanggal yang tercantum 
dalam bukti pengiriman surat. 
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(1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dan/atau 
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat 
(2) huruf a dan huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak surat permintaan dan/ atau peminjaman 
diterima. 

Pasal 270 

(1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 268 ayat ( 1) dokumen pendukung 
telah lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah melakukan penelitian atas su bstansi keringanan 
pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

(2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berwenang 
untuk: 
a. meminta dan/ atau meminjam buku, catatan, data, 

dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau 
salinan digital kepada Wajib Pajak terkait dengan 
materi permohonan keringanan pajak terutang yang 
diajukan melalui penyampaian surat permintaan 
dan/ a tau pernmjarnan buku, catatan, data, dan 
informasi; 

b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang 
terkait atas hal- hal yang berkaitan dengan materi 
permohonan Keringanan pajak Terutang; 

c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak, 
termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi 
keringanan pajak terutang yang diajukan jika 
diperlukan; 

d. meminta akses terhadap sistem informasi yang 
dirniliki oleh Wajib Pajak terkait dengan keringanan 
yang dimohonkan; dan/atau 

e. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern 
pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait 
lainnya. 

Bagian Keenam 
Proses Penelitian Keringanan pajak 

Pasa1269 

(4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berakhir. 
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(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 269 ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menerbitkansurat persetujuan atau penolakan 
keringanan pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dalam bentuk: 
a. pen undaan; 
b. pengangsuran; 
c. pengurangan;dan/ atau 
d. pembebasan. 

Bagian Ketujuh 
Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak 

Pasa1272 

(1) Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi 
keringanan pajak terutang yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf b, dapat 
dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang 
terdokumentasikan, surat elektronik, dan/ a tau rapat 
pembahasan secara luar jaringan maupun dalam jaraingan 
dengan mengundang Wajib Pajak dan/atau pihak terkait 
lainnya. 

(2) Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi 
Wajib Pajak termasuk tempat lain yang terkait 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf c, 
dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan dilengkapi 
dengan surat tugas. 

(3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam berita acara. 

Pasal 271 

(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhitung sejak tanggal penerimaan surat perrnintaan 
dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti penerimaan 
dokumen, notifikasi surat elektronik, a tau notifikasi 
Sistem Infirmasi. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik 
sebagian maupun seluruhnya, permohonan keringanan 
pajak terutang diproses berdasarkan data yang diterima. 
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(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
kepu tusan atas permohonan pengurangan pajak teru tang 
sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
untuk satu ketetapan Pajak. 

(2) Pemberian keringanan berbentuk pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diberikan terhadap 
pokok pajak terutang dan/atau sanksi PBB- P2 dengan 
memperhatikan: 

Pasal 275 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan: 
a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan 

keringanan pajak terutang berupa penundaan dan 
pengangsuran;dan/ a tau 

b. surat tagihan Pajak terutang, paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pendukung 
diterima lengkap. 

(2) Pemberian keringanan berupa pengurangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf c, terhadap 
pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi pajak dapat 
diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan 
paling besar 50<Yo (lima puluh persen) per ketetapan pajak. 

Pasa1274 

(1) Persetujuan keringanan pajak terutang dalam bentuk 
penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat 
(2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran 
berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan. 

(2) Persetujuan keringanan pajak terutang dalam bentuk 
pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 
ayat (2) huruf b, diberikan kepada Wajib Pajak untuk 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 
tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan 
pengangsuran ditetapkan. 

(3) Pengangsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam J 
(satu) bulan. 

Pasal273 
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terutang; 

pengurangan se bagai dipenuhi diberikan 
berikut: 

1) Golongan 1 atau yang setara, diberikan 
pengurangan sebesar-besarnya 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 
yang teru tang; 

2) Golongan 1 I a tau yang setara, diberikan 
pengurangan sebesar-besarnya 55<?lo 
(lima puluh lima persen) dari PBB-P2 
yang teru tang; 

3) Golongan III atau yang setara, diberikan 
pengurangan sebesar-besarnya 40% 
(empat puluh persen) dari PBB-P2 yang 

peternakan yang hasilnya sangat terbatas 
diberikan pengurangan sebagai berikut: 
1) Luasan sampai dengan 1 ha (satu 

hektar) diberikan pengurangan 
sebesar-besarnya 50% (lima puluh 
persen) dari PBB-P2 uang terutang; 

2) Luasan sampai dengan 1 ha (satu 
hektar) diberikan pengurangan 
sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima 
persen) dari PBB-P2 yang terutang; 

c) Objek pajak yang W ajib Pajaknya orang 
pribadi yang penghasilannya semata-mata 
berasal dari pensiunan pegawai negeri/ 
pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, 
sehingga kewajiban membayar PBB su lit 

peikanan/ perkebunan/ pertanian/ 

a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada 
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib 
Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya: 
1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi: 

a) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang 
pribadi veteran pejuang kemerdekaan, 
veteran pembela kemerdekaan, penerima 
tanda jasa bin tang gerilya, a tau 
janda/ dudanya diberikan pengurangan 
sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima 
persen) dari PBB-P2 yang teru tang. 

b) Wajib pajak yang penghasilannya semata- 
mata berasal dari objek Pajak berupa lahan 
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pembangunan, diberikan pengurangan 
sebesar-besarnya 50% (lima puluh 
persen); 

2) Meningkat antara 50% (lima puluh 
persen) akibat peru bahan lingkungan 
dan dampak positif pembangunan, 
diberikan pengurangan sebesar- 
besarnya 25% (dua puluh lima persen); 

3) Meningkat antara 25% (dua puluh lima 
persen) akibat peru bahan lingkungan 

akibat perubahan 
dampak positif 

lima persen) 
lingkungan dan 

sebagai berikut: 
1) Meningkat lebih dari 75o/o (tujuh puluh 

pengurangan diberikan pembangunan 

akibat perubahan 
dampak positif 

meningkat 
dan 

persegmya 
lingkungan 

Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu 
rupiah) per bulan, diberikan 
pengurangan sebesar- besarnya 25% 
(dua puluh lima persen) dari PBB-P2 
yang teru tang; 

3) Penghasilan lebih dari Rp 800.000,00 
(delapan ratus ribu rupiah) perbulan, 
diberikan pengurangan sebesar- 
besarnya 10°/o (sepuluh persen) dari 
PBB-P2 yang terutang; 

e) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang 
pribadi yang berpenghasilan rendah dan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter 

sampai rupiah) ribu ratus 

4) Golongan IV a tau yang setara, 
diberikan pengurangan sebesar- 
besarnya 25% (dua puluh Iima persen) 
dari PBB-P2 yang terutang; 

d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang 
pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga 
kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi 
diberikan pengurangan sebagai berikut: 
1) Penghasilan sampai dengan 

Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 
perbulan, diberikari pengurangan 
sebesar-besarnya 50% (lima puluh 
persen) dari PBB-P2 yang terutang; 

2) Penghasilan antara Rp 300.000,00 (tiga 
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b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian 
pada tahun pajak sebelumnya dan 
mengalami kesulitan likuiditas, dapat 
diberikan pengurangan sebesar-besarnya 
50% (lima puluh persen). 

b. Dikecualikan dari ayat (1) dan Pasal 274 ayat (2), 
karena kondisi tertentu objek pajak yang ada 
hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan 
pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), 
meliputi: 
1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
gempa burni, banjir, kekeringan, angin topan, 
ta nah longsor clan bencana lainnya: 

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang 
luar biasa meliputi kebakaran dan wabah 
penyaki/hama tanaman. 

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu 
kriteria sebagai berikut: 
a. Sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan 

lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai denga 
Rp 2.000.000,00 (duajuta rupiah) per tahun: 

b. Luas bangunan sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu 
meter persegi); 

c. Lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai; 
d. Luas tanah sampai dengan 20.000 m2 (dua puluh ribu 

meter persegi; 
e. Jumlah mahasis,va sampai dengan 1.500 (seribu lima 

ratus) mahasiswa; 
f. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi 

diberikan 
50% (lima 

cagar budaya diberikan 
sebesar 50°/c) (lima puluh 

lingkungan 
pengurangan 
persen). 

Wajib Pajak Badan, meliputi: 
a) Perguruan tinggi swasta, 

pengurangan sebesar-besarnya 
puluh persen); 

2. 

dan dampak positif pembangunan, 
diberikan pengurangan sebesar- 
besarnya I O~/i) ( sepuluh persen); 

Objek pajak yang berupa cagar budaya yang 
telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau 
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(1) Wajib Pajak wajib rnelunasi Pajak terutang sesuai dengan 
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat 
persetujuan keringanan pajak terutang berupa 
pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 4 
ayat (2) huruf b. 

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai 
dengan berakhirnya setiap masa angsuran, Kepala 
Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib menerbitkan 
dan menyampaikan Surat Teguran. 

Pasal278 

(1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan 
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat 
persetujuan keringanan pajak terutang berupa penundaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (1) huruf a. 

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah wajib menerbitkan 
dan menyarnpaikan Surat Teguran. 

Bagian Kesembilan 
Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan pajak terutang 

Pasal277 

Bupati dapat memberikan keputusan atas permohonan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah lebih 
dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu 
ketetapan pajak. 

Bagian Kedelapan 
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan 
Pembayaran atas Pokok dan/ a tau Sanksi Pajak Daerah 

yang diberikan oleh Bupati 
Pasal276 

dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau 
dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara 
nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan 
pendidikan secara langsung yang terletak di luar 
lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. 
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(1) Atas kelehihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus memberikan 
keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan 
daiam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu Utang Pajak atau lainnya. 

(SJ Pengembalian kelebihan pembaya.ran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB 
atau SKRDLB. 

BAB xxn 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK 

Bagian Kesa tu U mum 
Pasa1280 

(1) Wajib Pajak wajib melunasi pajak terutang setelah 
dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan 
dalam surat persetujuan keringanan pajak terutang 
berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
274 ayat (3) dan Pasal 275. 

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan keringanan 
pajak terutang diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat 
Teguran. 

Pasal 279 
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!1) Permohonan pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak atau 
kuasanyadan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 

Pasal282 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan dengan 
kriteria sebagai berikut : 

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam 
surat ketetapan pajak; 

b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau putusan 
peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung; 

c. Pajak yang Iebih dibayar karena diterbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan; 

d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat 
keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat 
keputusan penghapusan sanksi administrasi; 

e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat 
keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat 
keputusan pembatalan surat ketetapan Pajak; 

f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat 
keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan 
pembatalan STPD; 

g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya 
perolehan hak, khusus untuk jenis Pajak bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan; 

h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya basil 
penelitian SSPDBPHTB; atau 

1. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpaj akan daerah. 

Bagian Kedua 
Kriteria Pengembalian Pengembalian kelebihan 

Pembayaran Pajak 
Pasal 281 

(6) -Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah memberikan imbalan bunga sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk melakukan penelitian formal permohonan 
Pen gem balian. 

Pasal 283 

pemerintahan di bidang Pajak Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk. 

(2i Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan; 
c. nama dan alamat objek Pajak; 
d. NPWPD dan NOPD; 
e. masa pajak dan/atau tahun pajak; 
f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib 

Pajak; 
g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan 
h. alasan permohonan pengembalian. 

(3) Persyaratan permohonan pengembalian sebagai berikut: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila 

dikuasakan; 
b. fotokopi bukti pembayaran pajak; 
c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan 

aslinya; 

d. fotokopi Surat Ketetapan Pajak/SPPT /Surat 
Keputusan Keberatan Pajak Putusan Banding/ 
Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan 
Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi/Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan Surat 
Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pembatalan 
Surat Ketetapan Pajak/Suratkeputusan Pengurangan 
STPD/Surat Keputusan Pembatalan STPD; 

e. fotokopi faktur, surat tanda nomor kendaraan dan 
bukti pemilik kendaraan bermotor untuk jenis Pajak 
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor; 

f. fotokopi perjanjian perikatan jual beli/ akta jual 
beli/ akta hibah/ akta waris/ akta pembatalan jual beli 
untuk jenis Pajak berbentuk BPHTB; dan 

g. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum 
ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris untuk 
BPHTB. 
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(l) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
keputusan menolak atau menerima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didasarkan pada hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4), kecuali permohonan 
Pengembalian yang didasarkan pada Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan 
kembali. 

!3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4), Wajib Pajak tidak 
merniliki utang Pajak, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah atau Pejabat yang ditunjukmenerbitkan SKPDLB. 

14) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 283 ayat (4), Wajib Pajak memiliki 
u tang Pajak, Pengembalian langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang 

Pasal284 

peraturan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan 
persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan 

yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak 
lengkap; atau 

b. menerima dengan mernberikan tanda terima dan 
memproses permohonan pengembalian, jika 
persyaratan permohonan dinyatakan lengkap. 

[3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat 
mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan 
melengkapi kekurangan persyaratan. 

(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan 
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Pembayaran Pajak; dan 
e. SKPDLB. 

(3) SPMKPD yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Kelebihan Pengem balian Keputusan d. Surat 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan 
SPMKPD berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 284 ayat (1) dan SKPDLB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 280. 

(2i SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( u, 
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah, dengan melampirkan: 
a. identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila 

dikuasakan; 
b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/ 

registrasi; 
c. nomor rekening bank Wajib Pajak; 

Pasal286 

()) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
284, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas nama 
Bupati selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 

!2) Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Jika Pengembalian dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan 
imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal285 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah atau Pejabatyang ditunjuk tidak memberikan 
keputusan, permohonan Pengembalian dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir. 
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(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, 
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 
optimalisasi pemungutan pajak, dengan: 
a. Pemerin tah; 
b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau 
c. pihak ketiga. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pertukaran dan/ atau pemanfaatan data dan/ atau 

BAB XXIII 
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK 

DAN PEMANF AA TAN DATA 
Bagian Kesatu 

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak 
Pasal288 

Pembiayaan Pengembalian untuk penerimaan pada tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada akun 
kode rekening belanja tidak terduga. 

")) I~ 

11) Pembiayaan Pengembalian untuk penerimaan pada tahun 
berjalan dilakukan dengan membebankan pada akun kode 
rekening Pajak yang bersangkutan. 

Bagian Keempat 
Pembiayaan Pengembalian 

Pasal 287 

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dengan melakukan verifikasi kelengkapan 
dokumen Pengembalian. 

(4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dokumen Pengembalian 
dinyatakan tidak lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah dengan surat pengembalian disertai alasan 
pengem balian. 

(5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dokumen pengembalian 
dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah memproses pencairan Pengembalian. 
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(1) Pemerintah Daerah dapat: 

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang 
dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1); 
dan 

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1). 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat 
(2), dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama a tau 
dokumen lainyang disepakati para pihak. 

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 288 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian 
kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja 
sama. 

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: 

Pasal289 

informasi perpajakan, penzman, serta data dan/atau 
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang- undangan; 

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 
perpajakan; 

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang 
perpajakan; 

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur 
atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; 

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak 
ketiga; dan 

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk 
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 
menguntungkan. 

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g. 

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g. 
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(1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak melaksanakan penyetoran 
pembayaran Pajak melalui sarana layanan penenmaan 
pajak dalam bentuk: 
a. layanan pada loket/teller; dan/atau 
b. layanan dengan menggunakan Sistem Informasi lainnya 

Pasal292 

Penerimaan pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini 
meliputi penerimaan seluruh jerus Pajak yang dikelola 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah yang disetorkan oleh 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui Bank/Non Bank 
Penerima dengan menggunakan Kode Bayar atau NOP. 

BAB XXIV 
SISTEM DALAM JARINGAN PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 291 

(l) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, Pemerintah 
Daerah dapat meminta data dan/ atau informasi kepada 
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang 
digunakan untuk transaksi perdagangan. 

(2) Data dan/ a tau informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan 
dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan 
merniliki peredaran usaha. 

Bagian Ked ua 
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik 

dalam Pemungutan Pajak 
Pasal 290 

a. subjek kerja sama; 
b. maksud dan tujuan; 
c. ruang lingkup; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; 
e. jangka waktu perjanjian; 
f. sumber pembiayaan; 
g. penyelesaian perselisihan; 
h. sariksi; 
1. korespondensi; dan 
j. peru bahan. 
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(1) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, 

Bagian Kedua 
Permohonan 

Pasal294 

Bank Urnum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Non Bank 
Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (2), 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. memiliki peringkat komposit paling sedikit 3 (tiga) selama 
12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk Bank Umum; 

c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

d. bersedia diperiksa oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan 
pajak yang diterima; 

e. memiliki sistem informasi yang terhubung secara online 
dengan Sistem Informasi Pajak; 

f. membangun sistem penenrnaan pajak sesuai rnodul 
pembayaran Sistem Informasi yang ditetapkan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah; 

g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang Pajak 
Daerah; dan 

h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/ Non 
Bank Penerima antara Direktur Utama atau Pimpinan 
Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara 
Jasa Sistem Pembayaran dengan Kepala Perangkat Daerah 
yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah. 

Bagian Ked ua 
Penunjukan Bank/Non Bank Penerirna 

Bagian Kesatu Persyaratan 
Pasal 293 

seperti Anjungan Tunai Mandiri, Mobile Banking, 
Internet Banking, payment point, dan sebagainya. 

(2) Sarana layanan penerirnaan pajak sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1), disediakan oleh Bank/Non Bank Penerima. 
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Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank 
Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dilampiri dengan: 
a. salinan akta pendirian/izin beroperasi sebagai Bank 

Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pem bayaran; 

b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, 
khusus untuk Bank Umum; 

c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur 
Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor 
Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
mengeriai: 
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi 

keten tuan peraturan perundang-undangan; 
2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa ole Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah atas 
pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan pajak 
yang diterima; dan 

3. pernyataan bahwa Bank Umum, Kantor Pos, atau 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki 
sistem informasi yang terhubung secara online 
dengan Sistem Informasi. 

(3) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat 
menenma tau menolak permohonan yang dilengkapi 
dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dengan mempertimbangkan beberapa aspek 
an tara lain: 
a. kecukupan jumlah Bank/Non Bank Penerima yang 

dibutuhkan; 
b. cakupan layanan Bank Umum, Kantor Pos, atau 

Penvelenggara Jasa Sistem Pembayaran pemohon; dan 
c. kredibilitas Bank Umum, Kantor Pos, atau Penelenggara 

Jasa Sistem Pembayaran pemohon. 
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 
melaksanakan UAT atas sistem penerimaan pajak pada 
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UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (4), 
meliputi: 
a. pengujian proses bisnis (business process testing) untuk 

memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh 

Pasal296 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan UAT 
untuk memastikan Bank Umum, Kantor Pos, atau 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau 
Bank/Non Bank Penerima telah memenuhi persyaratan 
sistem penerimaan pajak yang digunakan dalam 
penatausahaan penerimaan pajak secara elektronik. 

(2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
dalam hal: 
a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa 

Sistem Pembayaran mengajukan permohonan untuk 
menjadi Bank/Non Bank Penerima; 

b. Bank/Non Bank Penerima bekerja sama dengan 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya dan 
berfungsi sebagai Payment Aggregator, 

c. Bank/Non Bank Penerima mengembangkan/ 
menggunakan sistem baru; dan/atau 

d. Terdapat perubahan peraturan perundang undangan 
yang mengakibatkan perubahan pada sistem 
penerimaan pajak. 

(3) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan 
khusus untuk menjaga kepatuhan Bank/Non Bank 
Penerima dalam penatausahaan penerimaan pajak secara 
elektronik. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan UAT 

Pasal 295 

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran. 

(SJ Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menyampaikan penolakan dimaksud secara 
tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi 
Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran. 
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-- 

(1) Berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 296, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dapat menerima atau menolak permohonan Bank 
Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran sebagai Bank/Non Bank Penerima. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan U AT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dinyatakan 
bahwa sistem penerimaan pajak pada Bank Umum, Kantor 
Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah 
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagai 
Bank/Non Bank Penerima, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah mengusulkan penetapan sebagai Bank/ Non Bank 
Penerima kepada Bupati. 

(3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan sebagai 
Bank/Non Bank Penerima, Direktur Utama atau Pimpinan 
Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara 
Jasa Sistem Pembayaran menandatangani Perjanjian Kerja 
Sama sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan Kepala 

Bagian Keempat 
Penetapan 
Pasal297 

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran dan/atau Bank Non Bank Penerima sesuai 
dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah; 

b. pengujian sistem informasi dan teknologi (system testing) 
untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/ 
digunakan oleh Bank Umum, Kantor Pos, atau 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/ atau 
Bank/Non Bank Penerima telah mendukung proses bisnis 
yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah; dan 

c. pengujian atas pelaporan transaksi (report testing) untuk 
memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan 
Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah. 
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Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dapat mengusulkan Bank 
RKUD untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima. 

Pasal299 

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran yang telah ditetapkan sebagai Bank/Non Bank 
Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan pajak 
secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang 
pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan, sebagai 
berikut: 
a. merniliki sistem informasi yang terhubung secara online 

dengan Sistem Informasi; 
b. bersedia diperiksa oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan 
pajak yang diterima; dan 

c. membukukan setoran penerimaan pajak dengan 
mengkredit rekening penerimaan pada Bank/Non Bank 
Penerima. 

Pasal298 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah. 

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban; 
b. jangka waktu perjanjian; 
c. pengenaan imbalan atas jasa pelayanan; 
d. keadaan kahar; 
e. sanksi; dan 
f. tata cara penyelesaian perselisihan. 

(5) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 dinyatakan 
bahwa sistem penerimaan pajak pada Bank/Non Bank 
Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menyampaikan 
permintaan tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum, 
Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
untuk memperbaiki sistem penerimaan Paiak Daerah 
sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 

(6) Perbaikan sistem penerimaan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. 
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........................................................................... - 

(1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 
diterbitkan melalui Sistem Informasi. 

(2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diperoleh dengan cara: 
a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak melakukan perekaman 

data SSPD ke Sistem Informasi; atau 
b. diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah melalui penerbitan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, atau STPD. 

(3) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari perekaman oleh 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data 
pembayaran berkenaan. 

(4) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari penerbitan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STD, atau SPPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran 
data pembayaran berkenaan . 

Pasal302 

Wajib Pajak/Penanggung Pajak menyetorkan pembayaran Pajak 
ke Bank/Non Bank Penerima menggunakan Kode Bayar atau 
NOP. 

Bagian Keempat 
Penyetoran Penerimaan pajak Daerah 

Pasal 301 

(1) Dalam pelaksanaan penerimaan pajak secara elektronik, 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah membuka rekening 
penerimaan atau rekening yang dipersamakan dengan 
rekening penerimaan dalam mata uang rupiahpada 
Bank/Non Bank Penerima. 

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), digunakan 
untuk mencatat secara waktu nyata (real time) dan/atau 
menampung penerimaan pajak setiap hari pada Bank/ Non 
Bank Penerima. 

Bagian Ketiga 
Rekening Penerimaan pajak Daerah 

Pasal300 
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(1) Bank/Non Bank Penerima menenma penyetoran 
penenmaan pajak berdasarkan Kode Bayar dan/atau 
NOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak/ Penanggung 
Pajak. 

(2) Bank/Non Bank Penerima menerima setiap setoran 
penerimaan pajak dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak 
sesuai jumlah pajak yang mash harus dibayar termasuk 
denda dan/ atau sanksi. 

(3) Bank/Non Bank Penerima memberikan pelavanan kepada 
setiap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik nasabah 
maupun bukan nasabah. 

(4) Bank/Non Bank Penerima dapat mengenakan biaya atas 
transaksi penerimaan pajak sebagai imbalan atas jasa 
pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak. 

(5) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan Bank/Non 
Bank Penerima dengan nilai paling banyak sebesar 
Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per transaksi. 

(6) Bank RKUD yang telah ditunjuk sebagai Bank/Non Bank 
Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 
dikecualikan dari ketentuan imbalan atas jasa pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Bagian Kelima 
Mekanisme Penerimaan pajak pada Bank/Non Bank Penerima 

Pasal 304 

(1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 
ayat ( 1), diterbitkan untuk setiap transaksi pembayaran 
pajak. 

(2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 
memiliki masa kedaluwarsa. 

(3) Masa kedaluwarsa untuk Kode Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diatur dalam dalam Perianjian 
Kerja Sama antara Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dengan Bank/Non Bank Penerima. 

Pasal 303 
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(1) Dalam hal transaksi penerimaan pajak dilakukan melalui 
sarana Iayanan penerimaan pajak dalam bentuk 
loket/teller pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf a, Bank/Non 
Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. memasukkan Kode Bayar dan/ a tau NOPD yang 

diberikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke dalam 
sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh 
informasi detail pembayaran; 

b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak; dan 

c. mencetak dan memberikan BPD yang ditera NTS dan 
NTPPD kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

(2) Dalam hal transaksi penerimaan pajak dilakukan melalui 
sarana layanan penerimaan pajak dalam bentuk layanan 
dengan menggunakan Sistem lnformasi lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf 
b, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. menampilkan detail transaksi pembayaran 

berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOPD pada Sistem 
Informasi; 

b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada 
W ajib Pajak/ Penanggung Pajak; 

c. mencetak/memberikan BPD yang ditera NTS dan 
NTPPD dalam bentuk struk dan/atau dokumen 
elektronik; dan 

d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPD kepada 
Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah menerbitkan NTPPD 
melalui Sistem Informasi dan menyampaikan kepada 
Bank/Non Bank Penerirna secara waktu nyata (real time) 
sebagai notifikasi atas diterimanya pembayaran Pajak. 

(4) Bank/Non Bank Penerima mengkreditkan setiap transaksi 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada Bank/Non Bank 
Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1). 

(5) Transaksi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPD, tidak 
dapat dibatalkan oleh Bank/Non Bank Penerima. 

(6) Dalam hal BPD yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank 
Penerima belum ditera NTPPD, Bank/Non Bank 

Pasal305 
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(1) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan 
Bank/Non Bank Penerima kelebihan pelimpahan, maka 

Pasal308 

(1) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau 
memindahbukukan seluruh saldo rekening penerimaan 
pembayaran pajak ke RKUD pada akhir hari keria 
bersangkutan dengan ketentuan, sebagai berikut: 
a. untuk penerimaan pembayaran pajak sampai dengan 

pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja 
Bank/ Non Bank Penerima; 

b. untuk penerimaan pembayaran pajak setelah pukul 
14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja 
terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan 

c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur 
dilimpahkan pada hari kerja berikutnya. 

(2) Transaksi penerimaan pajak yang dilimpahkan dan/atau 
dipindahbukukan dari rekening penerimaan ke RKUD 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) juga termasuk 
transaksi penenmaan pajak yang belum diterbitkan 
NTPPD. 

Bagian Keenam 
Mekanisme Pelimpahan dan Pelaporan 

pada Bank/Non Bank Penerima 
Pasal 307 

(1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan 
tanggal bayar yang tertera pada BPD. 

(2) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan 
terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran 
yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/ 
Penanggung Pajak. 

f3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman 
pada tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaranpajak yang berlaku. 

Pasa1306 

Penerimamemberikan/memberitahukan NTPPD atas 
transaksi penerimaan pajak berkenaan kepada Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja 
berikutnya setelah memperoleh NTPPD dariSistem 
Informasi. 
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(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
monitoring terhadap data pembayaran Pajak melalui 
Sistem Inforrnasi. 

Pasal 311 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak yang terdiri 
atas: 
a. rekonsiliasi data transaksi; dan 
b. rekonsiliasi penerimaan Pajak. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Ketujuh 
Rekonsiliasi dan Monitoring 

Pasal 310 

Bank/Non Bank Penerima menyampaikan nota kredit dan/atau 
rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara 
hardcopy dan/ atau secara elektronik kepada Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan 

transaksi harian secara hardcopy dan/atau secara 
elektronik disampaikan paling lambat pukul 10.00 WIB pada 
hari kerja berikutnya; dan 

b. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan 
transaksi harian secara hardcopy dan/atau secara 
elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing- 
masing kode akun penerimaan. 

Pasal309 

Bank/ Non Bank Penerima mengajukan permohonan 
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku 
bendahara umum daerah/Kuasa bendahara umum 
daerah. 

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(I) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Non 
Bank Penerima tidak dapat menerima NTPPD setelah 
melakukan perintah bayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 312 huruf c, Bank/Non Bank Penerima: 

Pasal 315 

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank 
Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b, 
Bank/Non Bank Penerima membatalkan setoran dan 
mengembalikan Kode Bayar kepada Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak. 

Pasal314 

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Sistem 
Informasi tidak dapat menerbitkan Kode Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 312 huruf a, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah melakukan perbaikan terhadap Sistem Informasi. 

Pasal 313 

Gangguan sistem dalam pengelolaan penenmaan pajak secara 
elektronik terdiri atas: 
a. gangguan yang menyebabkan Sistem lnformasi tidak dapat 

menerbitkan Kode Bayar; 
b. gangguan yang menyebabkan Bank/ Non Bank Penerima 

tidak dapat menerima informasi data detail transaksi 
pembayaran atas Kode Bayar dari Sistem Informasi; dan 

c. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima 
tidak dapat menerima NTPPD setelah melakukan perintah 
bayar atas transaksi penerimaan Pajak. 

Bagian Kedelapan 
Gangguan Sistem 

Pasal 312 

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang 
pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan bi dang 
pengawasan melakukan monitoring pelaksanaan 
pemungutan Paiak Daerah melalui Sistem Informasi. 

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), menjadi bahan evaluasi. 
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(I) Bank/Non Bank Penerima dapat bekerja sama dengan 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya untuk 
menerima pembayaran pajak dan berfungsi sebagai 
Payment Aggregator. 

(2) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank 
Penerima yang berminat untuk berfungsi sebagai Payment 
Aggregator mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Bu pati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diJampiri, dengan: 

a. daftar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang 
akan diajak kerja sama; 

Bagain Kesern bilan 
Payment Aggregator 

Pasal 316 

a. mengirimkan kembali permintaan NTPPD dengan 
mengirimkan data transaksi yang sama dengan 
transaksi sebe1umnya; 

b. dalam hal Bank/Non Bank Penerima belum menerima 
NTPPD setelah dilakukan permintaan ulang maka 
Bank/Non Bank Penerima menerbitkan BPD tanpa 
NTPPD; 

c. melakukan transaksi store and fonuard setelah sistem 
kembali normal untuk mendapatkan NTPPD; clan 

d. menyampaikan NTPPD dan/atau BPD salinan yang 
telah dilengkapi NTPPD kepada wajib pajak/ 
penanggung pajak setelah mendapatkan NTPPD. 

(2) Bank/Non Bank Penerima wajib melimpahkan dan/atau 
memindahbukukan penerimaan pajak yang telah diberikan 
perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPPD. 

(3) Dalam ha1 gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
teriadi pada layanan dengan menggunakan Sistem 
Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 
ayat (I) huruf b, Bank/Non Bank Penerima: 
a. mem berikan informasi status setoran yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui sarana 
call center atau Iayanan informasi nasabah lainnya; 
dan 

b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPD. 
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b. salinan akta pendirian/izin beroperasi dari 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan 
diajak kerja sama; 

c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur 
Utama atau Pimpinan Tertinggi Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran yang akan diajak keria sama; 

d. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

e. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bida.ng Pajak Daerah atas pelaksanaan pengelolaan 
setoran penerimaan pajak yang diterima; 

f. pernyataan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran memiliki sistem informasi yang terhubung 
secara online dengan Sistem Informasi baik langsung 
maupun tidak langsung melalui Bank/Non Bank 
Penerima; dan 

g. rencana besaran imbalan atas jasa pelayanan yang 
akan dibebankan Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembavaran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pa.iak 
untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah da.pat 
menerima a.tau menolak permohonan yang dilengkapi 
dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kredibilitas 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak 
kerja sama. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah 
melaksanakan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
295, atas sistem penerimaan pajak pada Penyelenggara 
Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan U AT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan bahwa 
sistem penerimaan pajak pad a Penyelenggara J asa Sistem 
Pembayaran yang akan diajak kerja sama telah memenuhi 
ketentuan yang dipersyaratkan, dilakukan perubahan 
terhadap Perianjian Keria Sama antara Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pajak Daerah dengan Bank/Non Bank Penerima untuk 
menambahkan klausul tentang fungsi sebagai Payment 
Aggregator. 
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Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti 
pembayaran berupa tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga 
sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas 
pungutan Pajak. 

BAB XXV 
PERFORASI 
Pasal 319 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), wajib 
melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh transaksi 
pembayaran Pajak ke rekening penerimaan Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah pada Bank/Non Bank Penerima mitra kerja samanya 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk penerimaan pembayaran Pajak sampai dengan 

pukul 13.00 WIB dilimpahkan pada pukul 13.30 WIB; 
b. untuk penerimaan pembayaran Pajak setelah pukul 13.00 

WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung 
sejak uang kas tersebut diterima; dan 

c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur 
dilimpahkan pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 318 

(1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), 
dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan pajak 
sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan 
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. 

(2) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), tidak boleh melebihi ketentuan besaran imbalan 
atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
304 ayat (6). 

Pasal 317 

(7) Dalam ha] permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah menyampaikan penolakan dimaksud secara 
tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi 
Bank/Non Bank Penerima. 
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(11 Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 320, 
wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan 
pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah. 

Pasal322 

(1) Pengadaan bu kti pembayaran pungutan pajak dengan 
menggunakan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga 
sejenisnya dilaksanakan oleh: 

a. pengusaha usaha makanan/minuman dan jasa 
perhotelan yang bersangkutan; 

b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket 
tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket 
manual tam bahan pada wahan» permainan di dalam 
satu obyek permainan; 

c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan 
kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan kendaraan; 

d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah untuk stiker izin 
penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; 
dan 

e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media 
reklame jeriis tempelan/ selebaran. 

(2) Jenis tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya 
yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, 
dan diawasi serta menggunakan nomerator yangjelas. 

Pasal 321 

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, meliputi: 
a. PB,.JT berupa: 

1. pajak hotel, yaitu bill hotel; 
2. pajak restoran, yaitu bill restoran; 
3. pajak hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk 

hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual 
tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek 
permainan; 

b. pajak reklame, yaitu sticker izin penyelenggaraan reklame 
komersial atau non komersial dan media reklame jenis 
tempelan/ selebaran; dan 

c. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan 
penitipan kendaraan. 

Pasal 320 
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(1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/bill/nota dan 
benda berharga sejenisnya pungutan Pajak, retribusi 
daerah, dan Jain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
yang dimintakan perforasi. 

Pasal325 

(1) Saat Pajak terutang atas penggunaan tiket/karcis/bill/ 
nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, 
ditetapkan 1 (satu) hari seteiah berakhirnya masa pajak. 

(2) Pada SPTPD wajib dilampirkan tiket/karcis/bill/nota dan 
benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita 
acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/ 
bill/nota dan benda berharga sejenisnya. 

(3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa hiburan insidentil, 
wajib menyampaikan deposit pajak sebagai jaminan 
pembayaran Pajak sebesar 50% (Iima puluh persen) dari 
besamya tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga 
sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi. 

Pasal 324 

tiketnya penjualan penyelenggaraan usaha yang 
mempergunakan tiket elektronik. 

(2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), melaksanakan perforasi pada 
tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya, 
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dengan perhitungan 
Pajak terutang berdasarkan basis data penjualan pada 
sistem tiket elektronik termasuk auto debet tap cash. 

se bagaimana 
(2), adalah 

kewajiban perforasi 
Pasal 322 ayat 

( 1) Dikecualikan dari 
dimaksud dalam 

Pasal 323 

(2) Terhadap reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 321 
huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu 
kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 
urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah untuk 
diperforasi. 

(3) Perforasi pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak 
Daerah. 
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Format dan bentuk Dokumen pemungutan pajak, berupa: 
a. kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (7); 
b. formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b; 
c. tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat ( 1); 
d. Permohonan pendaftaran elektronik atau tertulis Pajak 

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1); 
e. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; 
f. formulir perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek 

Pajak, atau penambahan Objek Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); 

g. permohonan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); 

h. surat keputusan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) huruf a; 

1. surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1); 

J. berita acara penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2); 

k. surat pemberitahuan pengembalian permohonan 
pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(3); 

BAB XXVI 
DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal326 

(2) Wajib pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib 
melaporkan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga 
sejenisnya yang digunakan kepada Kepala Perangkat 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Pajak Daerah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan 
rekonsiliasi data tiket/karcis/bill/nota dan benda 
berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) 
bulan sekali bersama wajib pajak dan Perangkat Daerah. 

(4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah membuat laporan 
hasil perforasi tribulanan berdasarkan basil rekonsiliasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan 
kepada Bupati. 
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klarifikasi sengketa 
dalam PasaJ 237 ayat 

ee. berita acara pembahasan dan 
perpajakan sebagaimana dimaksud 
( 11); 

ff. surat Pemberitahuan Untuk Hadir, pemberitahuan daftar 
hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan 
hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 239 ayat (2); 

l. surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (3); 

rn , surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 36; 

n. surat tanda denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2); 

o. SP'I'PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); 
p. SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 
q. SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 

(4); 

r. Formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 77 ayat (3); 

s. Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan 
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jerns 
penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) huruf a; 

t. SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b; 
u. SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf f; 
v. Surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

173 ayat (l); 

w. STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1); 
x. Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 231 

ayat(l); 

y. bukti Penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (8); 

z. surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak 
Memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 233 ayat (2); 

aa. surat pemberitahuan untuk Hadir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 239 ayat (l); 

bb. surat Jawaban atas Pencabutan Surat Keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (5); 

cc. surat panggi1an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 
ayat ( 1) huruf e; 

dd. berita acara proses keberatan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 237 ayat (8); 
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(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah memberikan sanksi 
administrasi kepada W ajib pajak yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
berupa: 

a. pengenaan sanksi administratif berbentuk bunga 
terhadap: 

1. Pembayaran atau penyetoran pajak yang tidak tepat 
pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (SJ, Pasal 38 ayat (8), Pasal SS ayar (SJ, Pasal 
67 ayat (5), dan Pasal 85 ayat (5) dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta bagian dari bulandihitung 
penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan 
STPD; 

2. Pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 72 ayat (5), 
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh l (satu) bulan; 

3. Terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang 
dibayar berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (SJ, 
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empatJ bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan; 

BAB xxvn 
TATA CARA PENGENAAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 327 

gg. berita acara kehadiran dalam pemberian keterangan dari 
Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3); 

hh. surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 240 ayat (7); 

ii. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1 ). 

Diatur Iebih lanjut dalam Keputusan Bupati. 

185 

, 



4. Diterbitkan SKPDKB dalam hal terdapat pajak yang 
kurang a tau tidak dibayar berdasarkan 
penghitungan secara jabatan karena: 
a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SJYI'PD dalam 

jangka wak tu tertentu dan telah ditegur secara 
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 
a tau 

b) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat ( l) 
atau Pasal 78 ayat (1); 

dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau 
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkann_va 
SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak 
ditambahkan dengan sanksi administratif. 

5. Diterbitkan SKPDKB dalam hal terdapat Pajak yang 
kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 73 ayat (2) huruf a, dihitung sejak saat terutangnya 
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tah un 
Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh I (satu) bulan; 

6. Diterbitkannya STPD yang memuat Pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
176 ayat (4), dihitung dari tanggal jatuhtempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; 

b. pengenaan sanksi administratif berbentuk denda 
terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan 
kewajiban pelaporan SJYI'PD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 ayat ( l). 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bu pati 
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 
yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB XXVIII 
KETENTUANPERAUHAN 

Pasal330 

( l) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah berdasarkan LHP 
menerbitkan SKPDKB dan/ atau STPD berisi Sanksi 
administrasi. 

(2) SKPDKB dan/ atau STPD berisi Sanksi administrasi 
sebgaimana diamaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada 
Wajib Pajak dengan dilampirkan SPHP. 

(3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan melalui: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos dengan bukti pengirirnan surat; 
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat; atau 
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat 

elektronik W ajib Pajak. 

Pasal329 

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pajak Daerah dalam pengenaan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
327 ayat (1), dapat di dahului dengan pemeriksaan dalam 
rangka Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (3) huruf e. 

(2) Mekanisme Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan 
Pasal 114, berlaku secara mutatis mutaridis terhadap 
pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal328 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 
NOMOR lJ. SERI I::,.· 

'.AIRINSJAH 

SEKRETARIS 

Diundangkan di Bangkalan 
Pada tanggal 2 5 . MAR 2024 

Ditetapkan di Bangkalan 
Pada tanggal Z 5 MAR 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB xxrx 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 331 
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~ PEMERINTAH KABUPATEN BANGKAlAN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor Formulir 

~ Jin, Soekarno - Hatta Nomor.35 Telepon.(031)3095362 I I I I I I I I I I - BANG KALAN 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK PRIBADI 

Kepada Yth. 

··············································· .................................................. 
di ................................................. 

PERHATIAN: 
1. Ha rap di isi dalam ranaka dua ( 2 } ditulis denaan huruf CETAK 
2. Beri tanda V oada kotaic=J vana tersedla untuk iawaban vana diberikan 
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini di isi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali 

kepada SKPD Kabuoaten Banakalan 
t.angsung atau dikirim melalui Pos oaling lambat tanaaal ..........•..•............................... 

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK 
1. Nama Lengkap : 
2. Kewarn:anegaraan : 
3. Ala mat temoat tinggal : 

-Jalan I No : 
- RT/ RW / RK : 
- Kelurahan : 
- Kecamatan : 
- Kabuoaten I Kotamadya : 
- Nomor Teleoon : 
- Kode Pos : I I I I I I T A••~TnAU T 

4. Tanda Bukti Diri c:J KTP c:J SIM D PASPOR 1.oru•u 1n.r11, 1 

5. No. dan Tafl!I Tanda Bukti Diri 
( Photo Coov dilampirkan) : 

6. No. dan Tagl Tanda Bukti Diri : 
( Photo Copy dilampirkan) 

7. Pekeriaan I Usaha : c:J Pegawai Negeri CJ Pefl!awai Swasta DTNI 
CJ Pemilik Usaha CJ ...................... 

8. Nama lnstansi temoat oekerjaan 
atau Usaha : 

9. Alamat ( dari No. 8 } : 

Bangkalan, ................................. 
Nama jelas : 
Tanda tangan: 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 
Diterima tanggal : NPWPD yang diberikan : 
Nama jelas/NIP : D DI I I I I I I I [TI[TI 
Tanda Tangan : 

Nama jelas I NIP : 
Tanda Tangan : 

I. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

PEMUNGUTAN PAJAK DAEARAH. 
CARA TATA TENT ANG 2024 TAHUN 
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~ PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH Nomor Formulir 

~ Jin. Soekarno - Hatta Nomor 35 Telepon.(031)3095362 I I I I I I I I I I 
BANG KALAN 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK BADAN 

Kepada Yth . 
................................................ 
..... ................................ .......... 

di ··············································· 

PERHATIAN: 
1. Harap di lsi dalam rangka dua ( 2) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Beri tanda V oada kotak D yang tersedla untuk Jawaban yang diberikan 
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini di isi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali 

kepada SKPD Kabupaten Bangkalan 
langsung atau dikirim melalul Pos paling lambat tanzaal ............................................. 

01151 OLEH SELURUH WAJIB PAJAK 
1. Nama Badan I Merk Usaha 
2. Ala mat tempat tin22al 

-Jalan I No 
- RT/ RW / RK 
- Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten I Kotamadva 
- NomorTelepon 
- Kode Pos I I I I I I 

3. Surat lzin yang dimiliki ( Photocopy Surat lzin ha rap dilampirkan ) 
- Surat lzin Tempat Usaha No ....................................... Tgl ................................... 
- Surat lzin ........................................ No ....................................... Tgl ................................... 
- Surat lzin ........................................ No ....................................... Tgl ................................... 
- Surat lzl n ........................................ No .•..................•.................. Tgl ................................... 

4. Bidang Usaha ( Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya ) 
CJ Biro Reklame 
c=J Pengambilan 
c=J Pemanfaatan 
CJ Hiburan 
D Hotel 
D Restoran 
D lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu : 

D 
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 
5. Nama Pemilik I Pengelola 
6. Jabatan 
7. Alamat Tempat Tim~gal 

-Jalan I No 
- RT I RW IRK 
- Kelurahan : 
- Kecamatan 
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Nama jelas I NIP 
Tanda Tangan 

01151 OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 
NPWPD yang diberikan 

DOI I I I I I I ,rnrn 

Bangkalan, . 
Nama jelas 
Tanda tangan: 

D Pajak Parkir 
D Pajak Air Tanah 
D Pajak Sarang Burung Walet 
D dll ........ 

Nama jelas/NIP 
Tanda Tangan 

01151 OLEH PETUGAS PENERIMA 
Oiterima tanggal 

8. Kewajiban Pajak 
D Pajak Hotel 
D Pajak Restoran 
D Pajak Hiburan 
D Pajak Reklame 
D Pajak Penerangan Jalan Non PLN 
D Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Demikian permohonan ini dibuat, atas pcrhatiannya diucapkan terirna kasih. 
Bangkalan, 20 . 
Wajib Pajak 

" LJ Fotokopi bukti surat bangunan : IMB/Gambar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya/ Surat 
Keterangan Kepala Desa/Lurah *) tapabila ada bangunani. 

D Fotokopi surat setoran BPHTB (SSB) iharus ada, meskipun nihil). 
D Sket letak objek pajak dari jalan desa/objek pajak yang sudah ada SPPT-nya (harus ada). 
11 Fotokopi NPWP ictpubl]« sue/ah mcmiliki i 
D Fotokopi SPPT objek pajak sekitar (apabila acla) 

Kabupaten/Kota . 
Menyatakan bahwa objck pajak tersebut di atas selama ini belum pernah diterbitkan SPPT PBB. Oleh 
karena itu, kami mengajukan permohonan pencrbitan SPPT PBB atas objek pajak baru tersebut diatas. 
untuk tahun pajak _. 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D Fotokopi 
identitas diri : KTP/SIM/Kartu Keluarga*) iharus ada salah satu). 
D SPOP dan LSPOP yang telah ditandatangani tharus ada). 
D Foto copy bukti Surat tanah berupa persil/koher/ petok D disertai surat keterangan dari Kepala 

Desai Lorah mengetahui Camat setempat 
D Foto copy bukti Surat tanah berupa sertifikat disertai surat keterangan yang ditandatangani 

Cam at 

........................ _ Kecamatan : . Kelurahan/Desa 

Sebagai wajib pajak /Kuasa ajib pajak *) PBB atas objek yang terletak di : Perurn/Dsn/JI/Kp/Gg/Blok: 
............................................. RT/RW: I . 

Narna 
Alam at 

Yang bertanda tangan ibawah ini : 

Yth. Kcpala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI. .. -·- . 
Kab. Bangkalan. 

: Perrnohonan Data Baru Secara Perseorangan 
SPPT PBB Tahun .. 

Hal 

TANGGAL 
NO MOR 

II. FORMAT PERMOHONAN DATA BARU WP PBB-P2 
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NIP 
Cata tan : 1. *) Coret yang tidak perlu 

2. l!ntuk Bukti Surat tanah berupa persil/koher/ petok D 

Stempel (harus ada} 

Camat . 

dan tanah tersebut idak dalam sengketa dengan siapapun. 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari temyata 

keterangan ini tidak benar, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. 
Bangkalan, 20 . 

Mengetahui : Kepala Desa/L urah . 

............................................... Provinsi 
: Kecamatan : . 

Alamat 
Des a 
Kabupaten 

Kabupaten : Provinsi . 
dan pada tanggal tahun tel ah dijual/dihibahkan/diwariskan *) tanah tersebut 
seluas m2 (adaltidak ada sisa*)) dan bangunan seluas 1112 kepada: 

Nama : Nomor KTP: . 

................................................ Kecamatan: . Dcsa 
Alamat 

sampai saat ini belurn terbit SPPT PBB-nya adalah benar milik dari : 
Nam a : Nomor KTP : . 

: SPPT NOP : - . Batas sebelah Utara 

Batas sebelah Ba rat SPPT NOP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Batas sebelah Se Iatan : SPPT NOP : - . 
Batas sebelah Timur : SPPT NOP : - . 

: m2 L uas Bangunan 
: Bangkalan 
: m2 

Kecamatan 
Kabupaten 
Luas Bumi 

Des a 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah Kecamatan 
...................... Kabupaten Bangkalan, rnenerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di : 
Perum/.11/Dsn/Kp/Blok . 

SURAT KETERANGAN DATA BARlJ PBB 
Nomor.. tharus adai 

KOP SURAT RESMI DESA/KELURAHAN tharus ada) 
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2. Untuk Bukti Surat tanah berupa Sertifikat 

NIP Catatan :1. *) Coret yang tidak perlu 

Stempel (harus ado} 

dan tanah tersebut idak dalam sengketa dengan siapapun. 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata 

keterangan ini tidak benar, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. 
Bangkalan, 20 .. 
Camat . 

: Provinsi 
: Kecamatan: . 

: Nomor KTP: . Nam a 
Alam at 
Desa 
Kabupaten 

dan pada tanggal tahun telah dijual/dihibahkan/diwariskan *) tanah tersebut seluas 
............ 1112 tada/tidak ada sisa*)) dan bangunan seluas m2 kepada: 

: Provinsi 
: Kecamatan: . 

Alam at 
Desa 
Kabupaten 

Batas sebelah Selatan : SPPT NOP: - . 
Batas sebelah Timur : SPPT NOP: - . 
Batas sebelah Utara : SPPT NOP: - . 
sampai saat ini elum terbit SPPT PBB-nya adalah benar milik dari : 

Nama : Nomor KTP: . 

: Bangkalan 
: m2 Luas Bangunan : m2 

......................... SPPT NOP: - .. 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Luas Bumi 
Batas sebelah Barnt 

Yang bertanda tangan ibawah ini, Camat Kecamatan . 
Kabupaten Bangkalan, menerangkan bahwa ebidang tanah yang terletak di : Perum/Jl/Dsn/Kp/Blok 

SURAT KETERANGAN DATA BA.RU PBB 
Nomor iharus ada) 

KOP SURAT RESMI KECAMATAN (harus ada) 
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NIP 
Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Stempel (harus ado} 

Kepala Desa/Lurah . Mengetahui : 
Camat . 

D Fotokopi identitas diri : KTP/SlM/Kartu Keluarga") tharus ada salan satuv. D SPOP dan LSPOP 
yang telah ditandatangani iharus adai. 
D Foto copy hukti Surat tanah berupa persil/koher/ petok D disertai surat keterangan dari 

Kepala Desai Lurah mengetahui Camat seternpat. 
D Fotokopi bukti surat bangunan : IMB/Garnbar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya/ Surat 

Kctcrangan Kcpala Dcsa/Lurah *) (apabila ada bangunani. 
D Sket letak objek pajak dari jalan desa/ objek pajak yang sudah ada SPPT-nya iharus ada). 
D Fotokopi NPWP tapabil« sudah memiliki) 
D Fotokopi SPPT objek pajak sekitar (upablla adai 
D Fotokopi tanda bukti pembayaran (STTS) tahun terahir (apabila ada) 

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
Bangkalan, 20 . 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa/Lurah Kecamatan 
............. Kabupaten Bangkalan, dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB 

yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp I 00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut 
padakolom 4 daftar terlampir, menyatakan bahwa atas objek pajak yang dimiliki wajib pajak tersebut 
yang terletak pada lokasi sebagaimana tersebut dalarn kolorn 3 daftar terlampir, sarnpai saat ini belum 
diterbitkan PPT PBB. Oleh karena itu, kami mengajukan pennohonan penerbitan SPPT PBB atas objek 
pajak baru tersebut, untuk tahun pajak dengan data pendukung 
berupa: 

Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
.I I. 
Kab. Bangkalan. 

: Permohonan Data Baru Secara Kolektif 
SPPT PBB Tahun . 

. ... ...... . .. , .. thurus adu) Nomor 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT RESMI ESN KELURAIIAN (lum,s ada) 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 
NIP 

Stempel (harus ada} 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kecarnatan 
.............. Kabupaten Bangkalan, dalam ha] ini bertindak untuk dan atas narna para wajib pajak PBB 

yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp I 00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut 
pada kolorn 4 daftar terlampir, rnenyatakan bahwa atas objek pajak yang dimiliki wajib pajak tersebut 
yang terletak pada lokasi sebagaimana tersebut dalam kolom 3 daftar terlampir, sampai saat ini belum 
diterbitkan SPPT PBB. Oleh karena itu, kami mengajukan pennohonan penerbitan SPPT PBB atas objek 
pajak barn tersebut, untuk tahun pajak _ dengan data pendukung berupa : 

D Fotokopi identitas diri : KTP/SIM/Kartu Keluarga*) (harus ada salah satui. D SPOP dan LSPOP 
yang telah ditandatangani tharus adai. 
D Foto copy bukti Surat tanah berupa Sertiflkat disertai surat keterangan dari Camat setempat 
D Fotokopi bukti surat bangunan : IMB/Gambar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya/ Surat 

Keterangan Kepala Desa/Lurah *) (apabila ada bangunanv. 
D Sket letak obj ck pajak dari jalan desa/ objek pajak yang sudah ada SPPT-nya iharus ada). 
D Fotokopi NPWP iapabila sudah memilikii 
I J Fotokopi SPPT objek pajak sekitar tupabila ada) 
D Fotokopi tanda bukti pembayaran (STTS) tahun terahir tapabila adai 

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
Bangkalan, 20 __ . 
Camat . 

Yth. Kepala Sadan Pcndapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI. --- --- --- -·- - 
Kab. Bangkalan. 

: Permohonan Data Barn Secara Kolektif 
SPPT PBB Tahun . 

____ (harus ada) Nomor 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT RESMI KECAMA TAN (harus ada) 
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Stempel(Harus ada) 

Cap Keturah an I Oesa/Camat (Harus ada) 

Camat.. 

Bangkalan, . . . 

KEPALA DESAI LURAH Mengetahui 

1 

- i_ -------: [ -------------·---+------------ 1_· ---------·--· · -----+--- !---~--------- ~t=- ~ 
~- ~- -------------i--·----·· -··------------···-r-----·-- . -·-- -------+-------+--·--- + ..... ·~ 
r i -- <-·-t··----------------·-t Jumlah ------ t_ __ -----------+---~ ~~=---+ ' - -~ 
L , __ I __ _l =t_ __ ~---------- 

*) diisikan aleh Petugas Sadan Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan 

,------ l --, ·--- 
I . l~ta Objek Pajak 
I No. ! Nomor SPPT 

Alamat/Letak OP Alamat LENGKAP Wajib Kode ZNT/Klas Nomor 
(Perum/JI/Osn/Gg/Kp/Sw) Nama Wajib Pajak di KTP Pajak Bumi Luas Tan ah*) SPPT 

I ; 
I ; 

I 

Bngnan Tetangga i 

I !. ___ J I __ 1 __ ! --·- 2 3 4 5 6 7 + 8 9 
- - 

I i I ! I ' - ! - 

Kade 

Kade 

Kade 

• BANGKALAN KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA I KELURAHAN 

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK 
YANG MENGAJUKAN DATA BARU SPPT SECARA KOLEKTIF TAHUN . 
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Stempel Camat (Harus adaj 

Bangkalan, . 

CAMAT 

*) diisikan oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kab Bangkalan 

!--, I Alamat/Letak OP ----------- Alamat LENGKAP Wajib I D~~jek Pajak Kode ZNT/Klas Nomor l 
I No. , Nomor SPPT (Perum/JI/Osn/Gg/Kp/Sw) ~a Wajib Pajak di KTP Pajak I Luas Bum~~:::~Tanah") Te~:::ga I tt- 2 2__ 4 5 I 6 + 7_- a 9 

i ---------=----! --------------··--------t--- ···------·-------·---+---------- ' - 

[==---=! - --=-=---===1---------------·--r--=~= -:.: ==1--r- =r=-:-§ 
i I i i ! i I 
: - j ! I : I : - ' r---. --- - ' - - I ·------------- -----,------r-------------.-L·----~; ~----- : -- - --r---- --------------------+ --------- ------}-- ----------------- -,----+------+--------- --~---1 
l-----·-----f-------------------- --~----- -----+---------- _____;_______ -- -- -=±- __j ,--- ------t-------------- : ··----------------+------- ----·------~-----t----- ! ------- i -< _ _J 
C_;i - Jumlah t·-~-c- -f=___ _J 

Kode 

Kode 

Kode 

• BANGKALAN KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESAI KELURAHAN 

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK 
YANG MENGAJUKAN DATA BARU SPPT SECARA KOLEKTIF TAHUN . 
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SPl'T PBBP2 BADAN PENDAPATAN DAERAH 

m. FORMAT FORMULIR SPPT PBB-P2 

199 



200 



i . Apabil» dalum SPPT tcrdapat hal-hal varu; mcragukan (core-tan. tip-ex <lan lain-lain), Wajih Pajak Dapat rucnghubungi Badan 

Pcndapatan Daerah Kahupaten Bangkalan. 

2. Pajak yang torhutang harus dibavar sckaligu» selambat-)ambatnya 6 (cnam) bulan sejak tanggal ditcrimnnvu Surat 

Pc-rnlx-ritahuan Pajak Tcrhutang (SPPT) ini. 

3. Pajak yang Tcrhutang hanya <lapat dibavur pada Tcmpat Pcmbayaran yang ditcntukan pada SPPT ini. 

4. Bukti Pdunasan pcmhayaran PBB yang sah adalah : 

a) Surat Tanda Teri ma Setoran (STl'S) untuk pcmhayuran sccara langsung a tau mclalui pctugas pemungut. 

h) Struk A'I'M / bukti pemhayaran lain dari Bank Ek-ktronik bagi pembayaran pajak sccara ckktronik. 

5. Pajak yang krhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tc-mpo, dikcnakan sanksi schagai lx-rikut: 

a) Dcndu administrasi 2 % scbulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar: dan 

b) ditangih <lcngan STPD-PBB, clan dalam ha! STP-PBB tidak dilunasi. dilanjutkan dcngan Surat Paksa yang diikuti dengan 

pcnvituun dan pcklangan alas kekavaun Wajib Pajak. 

6. Kclx-rntnn atas jumlah pajak yang tvrhutang pada SPPT ini dapat diajukan kc Badan Pcndapatan Daerah Kabupatcn Bangkalan 

dalam jangka waktu 3 (tiza) bulan sejak tanggal ditcrimanya SPPT ini. 

7. Pcrmohonan pcngurangan pajak yang disebabkan karcuu koudisi tertcntu Objck Pajak yang ada hubungannya dcngan v\'ajih 

Pajak dan atau Karena schab-scbab tcrtentu lainnya, hams diajukan paling lambat 3 (tiga) hulan tcrhitung sejak : 

a) Ditcrima SPPT ini. 

h) Tcrjadi lx-ncanu a lam atau scbab-scbab lain yang luar hiasa 

8. Batas waktu tcrscbut padu butir 6 dan 7 dapat dipcrpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa ha! tcrschut di luar 

Kckuasaannvu 

9. Pcngajuan Kclx-ratun , handing Jan pcngurangan tidak rncnunda kcwajiban mcmbayar pajak. 

10. Apabila Objok Pajak dipindah tangankan pada pihak lain, haik seluruh atau scbagian, Wajih Pajak harus me-lnporkan kc Badan 

Pcndapatan Dacrah Kahupatcn Bangkalan. 

11. N.101' sehagai dasar pcngcnaan PBB pada SPPT ini dapat dipcrgunakun schagai dasar pengcnaan Bea Perolchan Hak Atas Tanah 

dun atau Bangunan sesuai dcn;.;an kctcntuan Pcruturan Dncruh Kabupatcn Bangkalan No111or 08 Tahun 2010 tcntang Pajak 

Ducrah. 

12. Apabila tanggal jatuh tempo tortuli-, tanggal : 

a) JI Oktolx-r, maka hulan I sctclah tanggal jatuh tempo adalah tanggnl 1 Nopcmbcr s/d tanggal 30 Nopcrnhcr, hulan II adalah 

tanggal 1 Dcsc-mbcr s;d 31 Dcscmbcr, dst. 

h) 10 Oktlx-r, maka bulan I setclnh langgaljatuh tcmpo udalah 11 Oktohcrs/d tanggal 10 Nopcmbcr, hulan II adalah tanggal 11 

Nopcmlx-r s/d to Dc.sembcr, dst. 

PERHATIAN 

Tanda tanggan Petugas: Nama Petugas: 

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal: 

CONTOH FORMAT HALAMAN BELAKANG SPPT PBB-P2. 
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Keterangan : 
*JPenulisan NOP dikelompokkan berdasarkan Kelurahan 

NIP. 

Kepala Bidang Pajak dan Retribusi I 
................... , . 

Alasan Narna Wajib PBB Terutang 
a nan NOP*> Pajak (Rp) Penerbitan 

---- 

: 

-- 

----------------····-·--------· ' 

No. Pelay 

Bulan 
Tahun 

DAFTAR PENERBITAN SALINAN SPPT PBB P2 DENGAN 
MENGGUNAKAN CAP TANDA TANGAN ATAU CETAKAN TANDA 

TANGAN 

FORMAT LAPORAN PENERBITAN SPPT 
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Keterangan : 
')Penulisan N<.)P dikelompokkan berdasarkan Kelurahan 

NIP. 

Kepala Bidang Pajak dan Retribusi I 
................... , . 

: I , I i 
--------, -----------+------------ - ·-------+-------+--------+-~-- --------~ 

i I . 1 ! 
f-------l - -- ------- - - - ·-- ---- t -· - ------- . -+--- ---- --- --------+-------------- --+-- ------------1i_ -·---·--·-·- -----·---··--··--·-. 
1 1 I I 1 I I i I I 

I I I . ' 

Bulan 
Tahun 

DAFTAR PENERBITAN SPPT PBB P2 SEBAGAI TINDAK LANJUT SUATU KEPUTUSAN DENGAN 
MENGGUNAKAN CAP TANDA TANGAN ATAU CETAKAN TANDA TANGAN 
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............................................................................... 

Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Bangkalan, 20 .. 
Wajib Pajak 

Demikian permohonan ni dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Sebagai ahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D 
Fotokopi SPPT PBB tahun terahir (harus ada) 

D Fotokopi tanda bukti pernbayaran (STTS) tahun terahir (harus ada) 
I] Fotokopi identitas diri : KTP iharus adai D Surat Kuasa tharus ada hi/a dikuasakanv. 

Bersama ini mengajukan permohonan urat Keterangan NJOP PBB untuk tahun pajak . 
dengan alasan : 
D Objek Pajak akan diperjualbelikan, NJOP sebagai dasar perhitungan BPHTB. 
D .. 

: Kecamatan : . 
: Bangkalan NOP: / - . 

Kel urahan/Desa 
Kabupaten/Kota 

Sebagai aj ib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB atas objek yang terletak di : 
Perum/Dsn/Jl/Kp!Gg : RT/ RW: I . 

Nam a 
Ala mat 

Yang bertanda tangan ibawah ini ; 

Kab. Bangkalan. 

Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI . 

: Permohonan Surat Keterangan NJOP Tahun .. 

Nomor 
Lampiran 
Hal 

IV. FORMAT PERMHONAN SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Scharusnya rn2 
5. Luas bangunan tercetak m2 

Seharusnya 1112 
6 (Iainnya) tercetak: Seharusnya . 
Mohon agar kesalahan tersebut dibetulkan sesuai dengan isian SPOP dan LSPOP terlampir dan 

diterbitkan SPPT PBB Tahun tersebut. 
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut: D Asli SPPT 

PBB yang diajukan pembetulan t harus ado) 
D SPOP/LSPOP yang telah ditandatangani tharus ada ; 
D Fotokopi identitas diri : KTP/SJM/Kartu Keluarga*) iharus ada salah satui. D Surat Kuasa tharus 
adu hila dik uasakun s. 
I-] Foto copy bukti Surat tanah berupa sertifikat disertai surat keterangan yang ditandatangani 

Ca mat 
D Foto copy bukti Surat tanah berupa persil/koher/ petok D disertai surat keterangan dari Kepala 

Desai Lurah yang ditandatangani Camat setempat 
D Fotokopi bukti surat bangunan: IMB/Gambar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya termasuk 

ukuran sisi-sisinya/Bestek/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah") iupabila pcmbetulan luas 
bangunan, harus ada salah satu). 

D Fotokopitanda bukti pelunasan PBB(STTS) tahun terahir. 
Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Bangk~an, 20 
Wajib Pajak 

: Seharusnya 
: Seharusnva 
: Seharusnya 

1. Nama tercetak 
2. Alama wajib pajak tercetak 
3. Alamat objek pajak tercetak 
4. L uastanahtercetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 

.................. Atas SPPT tersebut terdapat kesalahan sebagai berikut : 

Secara Perseorangan Tahun Pajak . 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 

JI. . . 
Kab.Bangkalan. 

Bersama ini diberitahukan bahwa kami telah menerima SPPT PBB tahun dengan Nomor 
Objek Pajak : - - - - - - , pada tanggal 

: Permohonan Pembetulan SPPT 
Lampi ran 
Hal 

V. FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB-P2 
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- 

NIP 
Catatan : 1. *) Coret yang tidak perlu 

2.Untuk Bukti Surat tanalt berupa Persill Kolter/ Petok D 

Stempel (barus ado) 

Kepala Desa/l.urah .. Mengctahui : 
Camat . 

Dernikian surat keterangan ni dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata 
kcterangan ini tidak bcnar, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. 

Bangkalan, 20 . 

5. Luas bangunan tercetak m2 
Seharusnya m2 

6. . tercetak : Seharusnya 

4. L uas tan ah tercetak m2 
Seharusnya m2 

I. Nama tercetak Seharusnya 
2. Alamar wajib pajak tercetak : Seharusnya 
3. Alarnat objek pajak tercetak : Seharusnya 

Kubupatcn : Bangkalan 
menerungkan bahwa atas SPPT PBB Tahun ...... NCH>: .... 

terdapa t 1. esala han scbaua i bcrik ut · ---· ... !\_,_..._,__ •• u. oJ,_ -~ b . ,, . .... 

Kecarnatun 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Kcpala Dcsa/I.urah : , . 

SURAT KETERANGAN PEMBETlJLAN DATA (PERSEORANGAN) PBB 
Nomor (harus ada) 

KOP SURAT RESMI DESA/KELURAHAN tharus ada) 
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2. Untuk Bukti Surat tanah berupa Sertiflkat 

NIP Catatan : 1. *) Coret yang tidak perlu 

Stempel (harus ado} 

Demikian surat keterangan ni dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata 
keterangan ini tidak benar, rnaka segala akibat yang tirnbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab karni. 

Bangkalan, 20 . 
Camat . 

......... Seharusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . tercetak 6 
.................... ·········· 1112 Scharusnya 

3. Alarnat obj ck pajak tercetak : Seharusnya 
4. L uas tan ah tercetak 1112 

Scharusnya m2 
5. I. uas bangunan tercetak m2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seharusnya Alarnat wajib pajak tercetak : . 
. . . . . . . . . . Seharusnya 

Kabupaten : Bangkalan 
menerangkan bahwa atas SPPT PBB Tahun NOP : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
terdapat kesalahan sebagai berikut: 

I. Nama tercetak 

Ca mat 
Kecamatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Sl!RAT KETERANGAN PEMBETlJLAN DATA (PERSEORANGAN) PBB 
Nomor iharus adav 

KOP SURAT RESMI KECAMATAN tharus adai 
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NIP 

Cata tan : ") Coret yang tidak perlu 

Stempel (harus ada) 

Bangkalan, 20 . 
Kepala Desa/Lurah . Mengetahui : 

Ca mat......... .. . 

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

D Fotokopi bukti surat bangunan: !MB/Garn bar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya termasuk 
ukuran sisi-sisinya/Bestek/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah ") (upuht!a pcmbetulan 
l uas bangunan, hunts ada so/ah sani; 

D Fotokopi tanda bukti pelunasan PBB (STTS) tahun terakhir sejumlah lembar. 

melebihi Rp!00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WPsebagaimana tersebut pada kolom 3 daftar 
terlampir, bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT Tahun Pajak dengan 
alasan sebagaimana tersebut dalam kolom 12 daftar terlampir. 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D Asli SPPT 
Tahun Pajak sej umlah lembar iharus ada i 
D Lampi ran Daftar Pcmbetulan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif(/wrus ada) D SPOP/LSPOP yang 
telah ditandatangani tharus adai. 
D Foto Copy bukti surat tanah : Persil i Kober/ Petok D disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa 

Lurah mcngetahui Camat setempat 

untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak 

Kecamatan 
Kabupaten/Kota *) 

dalam hal ini bertindak 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 
Kepala Desa/Lurah*) . 

Kab. Bangkalan. 

: Permohonan Pernbetulan SPPT 
Secara Kolektif Tahun Pajak . 

Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI. ...... 

......................... (hams ado) Norn or 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT RESMI DESA/ KELURAI-IAN (harus w/a) 
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Catatan: *) Coret yang tidak perlu 

( 'ap Kecamatan (hams ada) 

Bangkalan. 20 . 
Camat *) 

Demikian pennohonan ini dibuat. atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi 
Rp I 00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut pada kolorn 3 daftar terlampir. bersama ini 

mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT Tahun Pajak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam 
kolom 12 daftar terlampir. 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D Asli SPPT Tahun 
Pajak sejumlah lernbar (harus ada) 

D Lampi ran Dafiar Pembetulan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif tharus adai 
D SPOP/LSPOP yang telah ditandatangani iharus adav. 

D Foto Copy bukti surat tanah berupa Sertifikat disertai Surat Keterangan dari Camat. 
D Fotokopi bukti surat bangunan : I MB/Gambar Denah Bangunan termasuk ukuran sisi-sisinya termasuk ukuran 

sisi-sisinya/Bestek/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah*) tapabila pembetulan luas bangunan, harm ado 
salah satu ). 

i] Fotokopi tanda bukti pelunasan PBB(STTS) tahun terakhir sejumlah lembar. 

Kabupaten/Kota *) 

Kecamatan 
Camat 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Kab.Bangkalan. 

JI . 

: Permohonan Pemhetulan SPPT 
Secara Kolektif Tahun Pajak . 

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupatcn Bangkalan 

................................. (hams ada) Nomor 

Lampi ran 

Hal 

KOP SURAT RESJv11 KECAMATAN 
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Cap Kelurahan I Desa (harusada) Stempei (harusada) 

Carnal . 

Bangkalan, . 

KEPALA DESAI LURAH Mengetahui 

----,--N_O_P_/_ D~TA SES~AI SPPT I --~~TA M;~URUTWAJIB PAJAK ~I Data 

No. NOMOR - Nama WP 1----""~ngunan Nama WP (~esua; KTP) I Alamat LENGKAP-;;;T;ramat LENGKAP OP I _ Luas Jenis Pendukung 

SPPT I Luas l Klas I Luas Klas -t-- I ---+ - [ Bum; I Bngnan Pembetulan Berupa 

_u__~--+-----3 -i__~ ,_~--1-~ _ _1__2-J a + 9 _-1 10 _11 _ ~-L 13 . 14 ---i 

-- _1_ i L___ , 1 1 1 t 1 1 
, 1 J 1 1 :._~-~-··t-·---~--+·· ~+--:+ ·i===- j_---------·- t=---------i-f--i -··---!- ··-J 

---t-----J---- - ----+---+---+ +-+--------------------+---------------------------1--------------------t-----f-----L--------t---------l ~--= Ju;~~To;~~;;L;~-(8~;-;;T)-__1_1=----------t------ =i-- ·-·' L I J 

Kode DESAI 

KELURAHAN 

TAHUN PAJAK 

Kode 
Kode 

• BANGKALAN KABUPATEN 

KECAMATAN 

DAFTAR PENGAJUAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF 
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Stempel GAMA T(harusada) 

Bangkalan, 

CAMAT 

--~-------,-----·---------·-----------· --------------,-- -, 
r I NOP I ! DATA SESUAI SPPT ---t- DATA ME_NURUTWAJIB PAJAK ---l I Data : 

No. I NOMOR r Nama WP ~ Bumi I Bangunan I Nama WP (Sesuai KTP) Alamat LENGKAP ;;,;~rAlamat LENGKAP OP ~~.!~ . Jenis I Pendukung I 
+SPPT_+--;-··Tuas f Klas Luas I Klas 1 . --r- +.Bumi I Bngnan Pem"':h,la~ .• Berup~1 
___!___+ 2 : 3 -- 

1 
4 

1 

5_--+--6-T_ 7 I 8________ _ 9 __ ·----:- 10 -----~--~l 12 I 1_:'3 I -~-J 

·-·--1-·-1. ----·-········-·······---~._--- ---·-··----·· ··-·-·--·---····11_ ----t_ - .J --+-t_ --·-----·-----·---------------------t--------------·--------f---------------------t----t_. ----··· - ; -------·- j-· --------- ~ 
----------+---------:L :--------+--------1 -------1---~;----------------------1------·--------------+-···--------------------------·t------t-·--··----------i----------------- --------------·i 

i ' ' I ' ' ' ' I ; I I ' J _ - ~ t--~-~ J J= r_+· -r---~-=-=--± = = ·--+-= =·-- =-=11--J=-==-L---J 
, -' , , , , , , I 1 , I J I =~- JumlhjakTe~utang La~a [2sar shT) =1 =· r .--=- :·- ~==- L =-===--=-L_J =·. +--=- .±- = · -~ 

TAHUN PAJAK 

Kode DESAI 

KELURAHAN 

Kode 
Kode 

. BANGKALAN KABUPATEN 

KECAMATAN 

DAFTAR PENGAJUAN PEMBETULAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF 
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- 

1 2 3 .. 5 a 7 8 II 10 11 12 13·- 

d. anding Batu IT..-nbot 110.000 100.000 125.000 150.000 
76.000 90.000 ,00.000 125.000 
50.000 75.000 90.000 100.000 

e.Kayu 75.000 90.000 100.000 150.000 
50.000 75.000 II0.000 125.000 
25.000 50.000 75.000 100.000 

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKlAME NllAI STRATEGIS 

NO JENIS REKLAME ...... Bid- (Rp.JM2) LOMSI Sudvt Pandaog Ketlngglan KET. 
3M2 l/d Tln9g~Rp.JM) Bobot •60% 

5l<cr 
Bobo1 = 15% 

Sl<or 
Bobot • 25% Skor 

<3M2 6M2 >6M2 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I OISELENGGARAKAN SENDIRI 

1 REKJ.AME PAPAN I BlllBOAROf 
MEGATRON YANG BERSINAR 

a. Besl Aluminium 150.000 175.000 200.000 150.000 Jalan Keta& I 10 > dari 4 t.ua~1 10 > 15 M 10 
125.000 150.000 175.000 125.000 J•lanKelull 5 41l11h 8 10· 1~,IIIIM 8 
100.000 125.000 150.000 100.000 J~l,m Kelas m 1 3 arah 6 6·9.(19M 6 

2 an>h 4 3· 5.99M .. 
b. Sesl Plat 125.000 150.000 175.000 150.000 1 a""1 2 0·2,99M 2 

100.000 125.000 150.000 125.000 
60.000 100.000 125.000 100.000 

L_l e, Fobe< Glass/ Kacamil<a 100.000 125.000 150.000 150.000 
90.000 100.000 125.000 125.000 ____ l 75.000 90.000 100.000 100.000 

OASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME 

VI. NILAI SEWA REKLAME, PERHITUNGAN REKLAME 
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I 
150.000 

125.000 I 
100.000. 

00.000 ,00.000 J _::1 ~:1 

0 • 2.119 M 

125.000 
100.000 

150.000 100.000 125.000 
90.000 100.000 
75.000 90.000 

I 
r/ I 

'! I 

> 151.1 
10-14,991.1 

12 13 

l $.u K£l" 

1fJO.OOO 
IW OQO 
lOOllOO 

100.000 
125.000 

150 ooo j 11&.ooo 

125 .. 000 

1150.000·. 

I 100.000 125.000 

,i~ 000 , ,I\() 000 , 
100.fl(IO 12& ()()(l J 
ee eeo 100 (J('l(l I 

175.000 200.000 
150 000 175.000 
125 000 150.000 

I I 
150.000 JaJan Kelas I 

11 

1;0 I > dari 4 arah 10 
125.000 Jalan Kolas II 4 anih 8 
100.000 J»loo KtlH UJ 3 "'*" 0 

2,,..;, 4 
150.000 1 ,,.h 2 

I 

/ I 
l ! 
I I _________ L_l _____.___,__ _ __,___'-----__J 

1,000 
50.0001· 
25.000 

__ __J _ 

f,0.000 
75.000 
90.000 d. Dindlng Batu rrembok. 

zs.eoo 

100.000 
80.000 

12~.000 I b S..iPtat 

I c. .-.~ ... ,31 ... 11(.o=··· 

125.000 
100.000 

150.000 a. Bes.i Aluminium 

OISEleNGCAAAKAN OLliiH PIHAK 
KE.~ (BIRO REKl.AM!) 
Rl!KLAME: l'APAN I OIU.SOARD I 
MIKMTkON lltlN< l;lii;R$1NAR 

2 

Nil.Al JUAL OBYEK P>JAK REKLAME NIL.Al STAATEGIS 

Luas &i.ng (Rp./M2) Lokasl Sudul P...-,g KetirV,...-. l'.ET NO JENIS REKLAME Sk0< Sito< s.,.. 
< 3M2 3M2a/d >6M2 

Tinggl(Rp.lM) 
Bobot • 60% Bobot c 15% 13ooo!•25% 

!lM2 -· 12 1 2 3 4 s 6 7 8 .. g 10 11 13 ... 
I OIScl.ENOGAAAl<AN SENDIRI 

2 REXlAME PAPAN I BILLBOARD 
I MEGA TROtl TIOIIK BERSINAR 

a. BesiAk!minUTI I 125.000 150000 175.000 150.000 Jalan Kellls I 10 I >darl48rllh 10 > 15M 10 
100.000 125.000 150.000 125.000 Jol11t1 Kolas II 5 4....,, 8 10 • 14,ggM 8 

7G.OOO 90000 125.000 100 000 J1l1n Kela, Ill 1 3 1rah 6 e · 9,9WM II 

I Zarah ~ 3 • 5,ggM 4 
b. llulPlat 100000 125 000 150.000 150.000 f IIIWh 2 0-1,99M 2 

75.000 90.000 125.000 125.000 I 

50.000 75000 100.000 100.000 

c, flber Otau I t<aeamili.a 7~000 100000 125.000 1&Q 000 
60.000 7!i000 100.000' 175 000 I 

I 40.000 00000 IKl.000 I 100 000 i I I I I d. Oinding Batu trembok 60.000 90000 100.000 I 150.000 

I 50.000 60.000 90.000 125.000 

I 
I 30.000 50000 60 000 I 100()()() 

•. i<A)'J ! 50000 eo.ooo I 9()0001 160.000 I 

I 40.000 l so ooo 1 ::1 125 000 

I I ~.:'.L60000 
100.000 

_.....,, 
20.000 

OASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME 
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NO JENIS REl<J..AME JANGKA WAtrnJ TARIP PAJAK KETEIWKlAN 
I 2 3 4 5 

1 Reldame Film I Side 

a. BeBUara Per-<leUk Rp. 1.000 

b. Tidak Ber,uare Per-detilr. Rp. 600 
- 

2 Reldame Suara 
a. Menggunakan Pengeras Suara 1. Untuk 1 (satu} hari atau b1giannya Rp. 6.000 

2. Untuk 1 (satu) Minggu Rp. .. o.ooo I 
3. Unluk 1 (salu) Blian Rp. 100.000 
4. Untul; 3 (llga) Minggu Rp. 200.000 
5. Unluk 6 (er11111) Bulan Rp. 300.000 
6. Untuk 1 (utu) Tahun Rp. 400.000 

b. Tanpa manggunakan Pengeras Suara I. Unluk 1 (salu} hari atau bagiannya Rp. 4.000 
2. Untuk 1 (salu) Minggu Rp. 20.000 
3 Unluk 1 (salu) Bulan Rp. 60.000 
4. Unluk 3 (liga) Minggu Rp 100.000 I 5. Unluk 6 (eoam) Bulan Rp. 200.000 
6. Untuk 1 (salu) Tahun Rp. 300.000 

3 Reklame Berjalan 
a. PejaJan Kaki 1. Per-hari Rp. 10.000 

,• 2 Maksimal 1 (satu) Bufan Rp. 100.000 ,.._ 
b. Kendaraan 1. Unluk 1 (salu) hari atau bagiannya Rp. 600 

2. Untuk 1 (salu) Minggu Rp. 3.000 I 
3. Unluk 1 (satu) 6lJlan Rp. aoec i 
4. Unluk 3 (tiga) Minggu Rp. 20.000 
5. Untuk 6 (enam) Bulan Rp. 60.000 
6. Untuk 1 (satu) Tahun Rp. 100.000 

Ill DAFT AR REKLAME D!LUAR JtNJ:S Kt:.KLAMc PAPAN L>Afl Kt.K..LAMt m:.K::>INAK 

NILAJ JUAL OBYEK PAJAK REKtAME NILAI STRATEGIS 
NO JENIS REKLAME Luas Bidana 1Ro.lM2) Lokasi Skar SudutPandang SkOI' KetirlQQian Skor KET 

<3M2 3M2 s/d6M2 >6M2 
TJnggl(Rp.lM) 

Bobot=60% Bobo!= 15% Bobet= 25% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
II DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK 

KE TIGA (BIRO REKI.AME) - 
1 REl<l..AME PAPAN I BILLBOARD I 

MEGATRON YANG BERStNAR 

a Besi Aluminium 175.000 200.000 225.000 150.000 Jalan Keiss I j 10. > dari 4 aran 10 > 15M 10 
150.000 175.000 200.000 125.000 Jalan Kelas II 5 4 arah 8 10· 14,99M 8 
125 000 150.000 175.000 100.000 Jalan Kelas Ill 1 3 arsh 6 6-9,99M 6 

2arah .. 3 • 5,99M 4 
b. Bosl Plat 150.000 175.000 200.000 150000 1 erah 2 0 • 2,99 M 2 

125.000 150.000 175.000 125.000 
100.000 125.000 150.000 100000 

c, Fiber Glass I Kacamika 125 000 150.000 175.000 150.000 
100.000 125.000 150.000 125.000 
90.000 100.000 125.000 100.000 

d Dinding Batu fTembok 100.000 125.000 150.000 150.000 
90.000 100.000 125.000 125.000 
80.000 90.000 100.000 I 100.000 

e Kayu 90.000 100.000 125.000 150.000 

I 
80.000 90.000 1100.000 125.000 

I 
75.000 80.000 90.000 100.000 

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME 
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6. Untuk rcklame dalam ruangan (indoor) skor sudut pandang adalah 2. 

4. Ketinggian Reklame dihitung antara ambang paling alas bidang Reklame dengan permukaan tanah. 

5. Tinggi Reklame dihitung antara ambang paling bawah bidang Reklarne dengan permukaan tanah. 

2. Untuk Janis Reklame Berjalan I Kendaraan: 
a. Skor lokasi 10 

b. Skorsudutpandang 10 

c. Ketinggian o 

3. Sudut pandang dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame yang dapat ditentukan dan persimpangan lima, persimpangan 
empat. jalan dua arah dan jalan satu arah. 

1. Nilai Saluan Nilai Strategis adalah sebagai berikut : 
a. Luas reklame > 15 m2 Rp.750.000,- 
b. Luas reklame > 10 m2 - 14,99 m2 Rp. 700.000,- 
c, Luas reklame >6 m2 -9,99 m2 Rp.450. 000, - 
d. Luas reklame > 3 m2 - 5,99 m2 Rp.250.000,- 
e. Luas reklame Om2 - 2,99 m2 Rp. 100.000,- 

KETERANGAN : 

11 I Baliho 

i 

LJ _ 

i 
j b. Tanpa menggur:akan saran& por-t1ari 

- -t Per-han - . . ------- ------------- .. 

I l Panggu0.9 Reklame Spand\Jk-~-·-·--· 
I Milik PemarinlJ.h Kab. Per-rtan 
I I b. T enpa menggunakan sarona per-hart 

_____ _j___ ~_ 

Relcfarn.e llmbul-umbul 

9 Roklame Sp1nduk 

I Seki!i ~!1illgain peling lama 1 (satu) bulan 

I
! a. Dengan men1porgunalcan sara_n• Panggung Roklamo SpaMuk 

Mitik Pemerinteh Keb. Per-han 

Rsklame Udara Rp. 500.000 

Rp. 5.0001 m2 Jalan Kolas I 
Rp. 4.000/m2 Jalan Kelas II 
Rp. 3.0001m2 Jalan Kelas Ill 

. Rp. 4.000/m2 Jalan Kol.is I 
Rp. 3.000/m2 Jalan Ketas II 

----------~ Rp 3.0001m2 Jal,on Kelas__!.'l__ 

Rp. 4.0001m2 Jalan Kelas I 
Rp. 3.0001m2 Jalan Kelas II 
Rp. 2.000/m2 Jalan Kelas Ill 
Rp. 10.0001m2 Jalan Kelas I 
Rp, 6.000/ m2 Jal.an Ketas II 
Rp. 7.0001 m2 Jalan Kelas Ill 
Rp. 9.000/m2 Jalan t<elas I 
Rp. 7.0001 m2 Jai.n t<,,las II 
Rp. 6.0001 m2 Jalan Kelas Ill 

Seti1p kali penyelenggaraon 
(minima! 100 lombar) 

s Reldame molakal /Stiker I Tompel I Poster 

Permanen adalah peragaan menetap loblh I 
50_000 dar1 utu har1 . 

Ttdsk permanen adal,ih pen,gaan tidak 
25.000 ...mnaJ UIU hari 

Rp. Per-llari 
Rekl.lme Peragaan 
•· Pe:ragaan diluar ru11ng yang bersifat permanei>n 

6 13!_klom, A]?,;un~g~--- 
7 Reklame Selebaran 

SO/an Rp. 

------- -----. --- Rp __ 1!__1:0~JJ~00/,!!_m2~-----if----------i -- - --- Sotiap katt pon~elenggaraan per han___________ '"Rp:"" 500 / lbr. 
- Sotlap kaM penyelen091raan (minimal 100 lembsr) 

Rp. 

3 
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........................................................................ 11111111.- 

Tarip Pajak 25% X Rp. 9.000.000,- = Rp. 2.250.000,- 

Pajak = Rp. 9.000.000,· 

= 6 m x 0,25 m = 1,5 m2 

= 1,5m2.X 50 lbrX 30hr X Rp.<4.000,-/m2 

Ukuran 

~ 30 hart Lama Pema.sar1gan 

Ro"1atTK> Urribul-u,nbu/ 

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDEl'iiTIL 

+ 

6 
=0,90 
=2,50 

9,<4 X Rp. 700.000,- - Rp. 6.680.000 - 
Rp. 17.330.000,- 

Tarip Pajak 25% X Rp.17.330.000,- Rp. -4-.332.ISOO,• 

=60% X 10 
=15% X 6 
=25% X 10 

Jumlah 

Nil.al Strat:egls 
Lokasl 
SudutPandang 
Ketingglan 

= Rp. 10.750.000,- 

= 50 M2.X Rp. 200.000,-= Rp.10.000.000,- 
= 5 M X Rp. 150.000,-= Rp. 750.000,· 

NJOP Rekfarne 
Luas 
Tinggl 

CONTOl-f PERHITIJNGAN PAJAK REKLAME TETAP 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Dernikian disarnpaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangkalan, 20 . 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai 
berikut : D Asli SPfYf/SKPD PBB/STPD PBB*) yang diajukan pembatalan (hams ada) 

D Fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya (hams ada) 

D Surat Kuasa (hams ada bila dikuasakan). 0 SPOP yang telah ditandatangani 
(hams ada). D Dokumen Pendukung berupa : 

D Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah (untuk bukti surat tanah 
persil/ koher I petok 

D) 
D Surat Keterangan Camat (untuk bukti surat tanah berupa sertifikat) 
D . 

Kabupaten : Bangkalan 
PBB tcrutang sebesar : Rp ( ) 
Bersama ini mengajukan pernbatalan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) yang tidak benar 
Tahun Pajak dcngan alasan sebagai berikut : 
0 0 

: Kecama tan : . 
Alamat 
Desa/ Kelurahan*) 

Kabupaten/Kota : . 
Nornor Telepon/ HP: . 

Sebagai wajib pajak pajak/kuasa wajib pajak*)PBB atas objek pajak: NOP . 

Desa/Kelurahan*): . 
Kecarna tan . 

Nama 
NPWP 
Alam at 

Kab. Bangkalan. 

Yang berranda tangan dibawah ini ; 

Secara Perseorangan Tahun Pajak . 
Yth. Kepala Sadan Peridapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 

JI. . 

: 1 (satu) berkas 
: Pembatalan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) 

Lampi ran 
Hal 

VII. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT /SKPD PBB/STPD PBB-P2 
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NIP 
Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Stempel (harus ada) 

Bangkalan, 20 . 
Kepala Dcsa/Lurah . Mcngetahui : 

C\1111a t . 

Dernikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka segala akibat yang timbul 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab karni. 

Luas Bangunan : m2 
telah terbit SPfYf PBB tahun nornor: - . 
perlu dibatalkan dengan alasan *) : 

D Dobcl dcngan SPPT Nornor - . 
D Merupakan Fasilitas Urnum/Sosial berupa 
................................................................... D Tidak terdaftar di peta blok dan tidak 
ada tanahnya dilapangan 
D Fotocopy Bukti surat Tanah berupa Persil/Koher/Petok D 
0 . 

: Bangkalan 
: m2 

Desa 
Kecamatan 
Ka bu paten 
Luas Bumi 

Kabupatcn : Bangkalan 
Nomor Tclcpon/11P : . 

mencrangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di: 
Perum/Jl/Dsn/Kp/Blok: . 

Kccamatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 
Kcpala Desa/ Lu rah : . 

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN (PERSEORANGAN) SPPT PBB 
Nomor ihanis ada) 

KOP SURAT RESMI DESA/KELURAHAN 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

S1e111pel 

Bangkalan 20 . 
Camat .. 

perlu dibatalkan dengan alasan *) : 

D Dobcl dengan SPPT Norn or - . 
j -] Merupakan Fasilitas Umum/Sosial berupa [·~-] Tidak 
terdaftar di peta blok dan tidak ada tanahnya dilapangan 

\·--j. -F~to~o1>y. -B~k-ti "" .Tan.a~ -b~ru.p~ ""'" Demikian 

surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata 
keterangan ini tidak benar, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
kami. 

Luas Bangunan : m2 
telah terbit SPPT PBB tahun nomor: . . . . 

: Bangkalan 
................ 1112 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Luas Bumi 

Kabupaten : Bangkalan 
Nomor Telepon/HP: . 

menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di : 
Perum/.11/Dsn/Kp/Blok : . 

Kecarnatan 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 
Camat . 

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN (PERSEORANGAN) SPPT PBB 
Nomor tharus ada) 

KOP SURAT RESMI KECAMA TAN 
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Catatan: *) Corer yang tidak perlu 

( ·up Liesa f..F/.1 RI!!. I\" iharus ada) 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangkalan, 20 . 
Kepala Desa/L urah *) 

.......................................... sebanyak lernbar. 

Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah sebanyak lembar. 
Fotocopy Bukti surat Tanah berupa Persil/Koher/Petok D sebanyak lernbar. 

bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi 
Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP, mengajukan pernbatalan SPPT yang tidak benar Tahun 
Pajak sejumlah SPPT yang terletak di Desa/Kelurahan") dengan 
alasan pembatalan menurut waj ib pajak sebagairnana daftar terlampir. 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D Asli 
SPPT Tahun Pajak sebanyak SPPT (harz,.mda) 

i] l.ampiran Daftar SPPT yang diajukan Pembatalan secara Kolektit(harus ada ; 
D Dokumen Pendukung berupa : [] 

D 
D 

Kabupaten : Bangkalan 
Nomor Telepon/HP: . 

Kecamatan 

Kab.Bangkalan. 
Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Kepala Desa/Lurah : . . 

Lampi ran 
............................. (hunts ada ; 

..................... Hal : Pernbatalan atas SPPT 
Secara Kolektif Tahun Pajak . 

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI . 

Nomor 
KOP SURAT RESMI DESAI KELURAHAN iiuuus ada) 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Sttcmp«! tharus ada) 

Ca mat 
Bangkalan, 20 . 

dengan alasan pembatalan menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlarnpir. 
Scbagai bahan pcrtunbangan, kami lampirkan data pcndukung scbagai bcrikut : [J 

Asl: SPPT Tahun Pajak sebanvak ,... SPPT (harusada) 

1---) Lampiran I)alta-r SPPT vang diajukan Pcmbatalan secara Kolcktif(/wrus udu) 
[] Dokumen Pendukung berupa · . 

r · ] Surat Keterangan Camat sebanyak lembar. El Fotocopy Bu kti. surat .Tanah. berupa. Serti:~::;:~any ~k •••••••.• le~~~;mbar 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

................. ························································································ 

bertindak untuk dan alas nama para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi 
Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP, rnengajukan pernbatalan SPPT yang tidak benar 
Tahun Pajak sejumlah SPPT yang terletak di Desa/Kelurahan") 

Nomor Telepon/HP: . 
: Bangkalan 

Carn at 

Kecamatan 
Kabupaten 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

Yth. Kepala Sadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI .. 

Kab. Bangkalan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... (/w rus o da) 
. . . . . . . . . . . . Hal : Pembatalan atas SPPT 

Secara Kolektif'Fahun Pajak . 

Nomor 
Lampi ran 

KOP SURAT RESMI KECAMATAN 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

stempe/ 

Cap Kelurahan I Dese (Harus acfa) 

Bangkalan, 

KEPALA DESAI LURAH Mengetahui 

Carnal. 

,-----~---···-··,--------···-------. - .:·- .. -· --.· - - , --KGEle---- ,, ------; 

! I ~ ~~~~ ~~ ! 
( No I Nomor I --~uas (m2) ~p (Rp/m2) _ PBB yang NamaSubjek I Kesimpula "! 
L~-~PPT NamaWP r·m; -r:;~:r:_ I Bangunan T•:• ·~·· I '} J 
:~-+---2 --+---~~------ ! 4 _ _J___s I 6 I 7 j s j __ 9 __ 1 10 _j 

! I 1 • 1 I r 
' ! : I I I : L J : '.~_:- __ -T T- T - - F -T~ c=-~~-r F ~--- ~ 
------i --- - i ----- ·-·-··- .. ··---t--- ------- -- +-----·· . ··- I - ·-·--j-- --+==-=- -----:------'------ - 
. -----~----------- -- 1'_ -- - - -----------t--- ·-···-·····- t, -- ---- Jr, ,, __ i .. ····--·· ~t: - -----·-····---t----------------------rl' ------ -- - - ,ii,_ ;-·········-··--1-------- - -········-········"-·i·-------······· I + 
: I I :-- -+----- ·t j I i t -+ _ : 
. : I .. ----,-..-··· -···--+ -------------- --·--+-----······--·-- ' 

. ! 1' i 
i ····--+- -·--+---- 

... __ J 
' 

'.. ··----- i ------ ---------. ·---·- 

'. .. -~--~ -+--· --------·-··· ---:--------- -~--------·--·i--------l-~-- ---i-----------~----------~-------------. 
, I - \ 1 1 ' 

*) diisioleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kab Bangkalan 

· __ ···-· SPPT ~~~~MLAH 

KABUPATEN KECAMATAN DESAI KELURAHAN 
BANG KALAN 

TAHUN PAJAK 

DAFTAR SPPT PBB YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF 
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Stempel Carnal (Harus ada) 

Bangkalan, 

Carn at 

*) diisioleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan 

[ No. r :m~, .. E ~- - Lu~ l.;·::r ··:OP (Rp/m2) - I- ·=~- .:::.::. r: .. ,mpula .: 

i SPPT Nama WP Bumi I Bangunan I Bumi I Bangunan l Terutanq Pajak ·1 j 

~ ,_L 2 .J .. ~-' .. i~ 4 __ L_,±d--7 -- ---- '7> __ . __ ,_.:(-~ ~ 
I i I I I ='=± -I I • r-T~--·-~J~~--t-=L=-1~~-- t= -1~--=~E~--~-1=~--1 
· -1 i ! ! l i : 
' • I ,_ .... J__ i t l I ; 

! :::i____ -- -) __ J __ - . J __ - )_~ ~---==:.J__ - ·- ·-··-:) . :~~--- J -- -- :-_~T _ 
-[ , ; ... · ---- --•,!.--·-·-··· ··· -~--··rll_________ l1 . ··---- .. ·---,i i ' ----···-···-····--1---- -- 

- -j ·· :J +- · -1· ··-·· 1-··- --· l I- ---·- · i-·---- : 
=---·-_:~_·---_-_- ---- J ·-t-~~=- --1' ·=---·--- i ----·- i __ - 1 t ------: ------------ ; 
[ Jumlah i ! i I J I J 

·----------··--·-------··----·-· -·--»--·--·--·-----····-·L ---·-·. •»····--·-·-L , .. , J_ _, J_ _. ----·------·- --·---·-------·-----J·------»-·---·-----------j 

SPPT SEJUMLAH TAHUN PAJAK 

Kode KELURAHAN 

Kode KECAMA TAN DESAI 

Kode BANG KALAN KABUPA TEN 

DAFTAR SPPT PBB YANG DIAJUKAN PEMBATALAN SECARA KOLEKTIF 
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~,tu~i<, 

'I Coret .,·anp, t id a k pe rl u 

·--~~ .. ~-· .. :.· .. _._._._. - 

Hor mat ~:;,n,i. 
Wajib Pajak I Penang.gung l'ay,k 

tahun .. 
.Ju mla h Rp 
dt·r1~~:i'' ,1!.1·,:in 

h.u1i, 11:t·117~,11ui\.111 >~11r-.11 l'(·rrr,or,or:;1r: ht'.lwr.:il.11 
Sfd'Ul,11; SKl'U!.:lH1 Sf.;PDLB') Nomor 
liu Ian 

ls I'\\' I 'I l 

Ynnt: lw1 L1111L1 L,11~· .. 111 d1ii.,\• .. d1 1111 

N:1111,1 \\'npl, l';q;i),/ l'r11.1n1:1~11111: l';qnk 
,\l,1111.,t 

I: ', I, 

d, I 'c -t TI) 1 1 I : < •I~, 111 ~- 1 · t I 1 · 1 • \ 1 t I I j I , l, l ! l'.·1111.il 

l<··J).td,1 

~~d, h«·p.d Ill 111.111 P1·1irL1p ,!.t11 I L11·1:•l1 

VIII. FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

b. ······················································· 
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 

Bangkalan, 20 . 
Wajib Pajak 

a. 

5. NJOPKP ~·· (NJOP-NJOPTKP) = (nomor 3 - nomor 4) =·= Rp . 
6. PBB Terhutang : (0,5 % x % x Rp ) -=0 Rp ( ) 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut: D Asli 
SPPT/SKPD PBB*) yang diajukan keberatan tharus ada) 
[ J Fotokopi STTS tahun terakhir tharus ada) 
D Fotokopi identitas diri: KTP/SIM/Kartu Keluarga *) iharus ada) D Surat Kuasa tharus ada 
hi/a dikuasakuni 
D SPOP/LSPOP yang telah ditandatangani (harus ada apabila ada perubahan luasv. D 
Dokumen Pendukung berupa fotokopi : 

Rp , ... 

= Rp . 

m:2 : luas rn2 x Rp . 
: ( nornor I nomor 2) 

2 Bangunan 
J NJC)P 
4. NJOPTKP 

Menurut perhitungan kami, ketetapan yang seharusnya adalah sebagai berikut : 
I. Bumi : luas m2 x Rp. . . . I m2 Rp." . 

PBB terutang sebesar : Rp ( ) 
Tanggal SPPT/SKPD PBB *) diterima , 

Bersama ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak.. dengan alasan : 
0 0 

: Bangkalan 

Kecamatan · .. 

NOP 

Alamut 
Dcsa/Kclurahan") 

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak") atas objek yang terletak di: 
Nomor Telepon/Hl": , . 

......................... Kecamatan : . 

Nama 
Alamat 
Desa/Kelurahari") 
Kabupaten/Kota 

Kab. Bangkalan. 
Yang bcrtanda tangan dibawah ini ; 

: NPWP: . 

Yth. Kcpala Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Bangkalan 
JI . 

: Keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) secara Perseorangan Tahun Pajak . 
Lampi ran 
Hal 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Bangkalan, 20 .. 
Wajib Pajak 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertirnbangkan. 

C. 

······················································· b. 
a. 

bertindak untuk dan atas nama para waj ib pajak bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB 
yang keterapan pajaknya tidak melebihi Rp200.000.00 (seratus ribu rupiah) per OP/WP mengajukan 
Keberatan PBB yang terutang Tahun Pajak sejurnlah SPPT yang terletak di 
Desa/KELURAHAN dengan alasan Keberatan dan perhitungan PBB yang 
terutang menurut Wajib Pajak sebagairnana daftar terlampir. 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : I ·-] Asli 
SPPT Tahun Pajak sejurnlah lernbar tharus ada) 
D Fotokopi STTS tahun terakhir sejumlah Iembar (hurus ada ; 
D Lampi ran Daftar Keberatan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif iharus ada) 
D SPOP/LSPOP yang telah ditandatangani tharus adu apabila ada perubahan luas; D 
Dokumen Pendukung berupa fotokopi : 

Kecamatan 
Kabupaten/Kota *) 

Nornor Telepon 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 
Kepala Desa/Lurah *) . 

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI . 
Kab. Bangkalan 

: Keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) secara Kolektif Tahun Pajak . 

..................... thurus ada) Nomor 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT RESMI DESAI KELURAHAN 
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Cap Keiurotian I Desa (Haws ada) 

Bangkalan, . 

KEPALA DESA/ LURAH 

*) Diisi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan 

Kode 

Kode 

Kode 

: BANGKALAN KABUPATEN 

KECAMATAN 

DESA / KELURAHAN *) 

TAHUN PAJAK 

DAFTAR KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF 
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M(JJ)f-:1.111'1 J /IJ 

") Corr-t var,g tidak p1·1 lt1 

llor1r1:11 k.11111. 
l'I' 111011011 

Dern ikian agar k irunva H:1p;1k dnp.ir mr-nvr-t uj umva. Sr-br-lu rn nva knrm ~:,mp.iikari 1rrir:1:, 

ka si h. 

..... , .. " 

...:a1111 1111·111·,;quh.:111 S111.11 l'n1111d1011.tr1 f1,·11ilwtulan/ l'1·rrd1at;il;1n/ l'1•n1~11r,11ll'.·"' i-:,·u·t.1p.ir1 
da11 l'l'T11~1l,1p11";111/ 1·,·111'.llt,lllP,,III :,,.;;111h.i.1 /\d1111111:;fr;1•;1 ;JI;,·, :,r.l'll/ s1.;1·111.1 Sl<l'IJh!l.' 
SKPDl-:HT/ Sf,f'()I.II/ ~;TJ'/ l'I 
r.o 
bul.m.. 1al\l111.. 
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Catatan : *) Coret yang tidak per! u 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangk~an, 20 . 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut: D Fotokopi 
SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak (harus adav. 

I ] Fotokopi Bukti Pelunasan PBB (STTS) Tahun Terakhir iharus adai. D Surat Kuasa tharus ada 
hi/a dikuasakanv. 

D Dokumen Pendukung berupa tuntuk mempcrkuat alasanv. D Fotokopi tanda anggota Veteran: SK 
Pensi un. 

D Fotokopi daftar gaji/ slip pensiun. 
D Surat Pernyataan Besarnya Penghasilan diketahui Kepala Desa/Lurah. D Fotokopi 
rekening listrik, air, telepon bulan terakhir (harus adas. 
D-~l 

Surat Kcterangan Bencana dari lnstansi Terkait. 
D Fotokopi SPT PPh tahun pajak sebelumnya tuntuk IYJ' Badani. 

D Fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan tahun sebelumnya (untuk vVP Badoni. D 

r---1 .................................................................. LJ 

Kabupaten : Bangkalan 
Alasan pengajuan permohonan pengurangan adalah sebagai berikut: 
D 

: . . . . . . . . . . . . Kecamatan : . 
Alamat 
Desa/Kel urahan*) 

mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar % ( persen) dari PBB 
yang terutang atas objek pajak : 
N()P 

Nomor Telepon/HP: . 

: Kecamatan : . 

............................................................ NPWP: . Nam a 
Ala mat 
DesaJKelurahan*) 
Kabupaten/Kota 

Hal : Permohonan Pengurangan PBB 
Secara Perseorangan Tahun Pajak .... 

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI. 
Kab. Bangkalan. 

Yang bertanda tangan dibawah ini ; 

: I ( satu) berkas Lampi ran 

IX. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

cup tresa /\FUR lff..JY ihorus udu, 

bertindakuntuk dan atas narna para wajib pajak PBB yang ketetapan pajaknya tidak melebihi 
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per OP/WP, bersama ini rnengajukan perrnohonan pengurangan 
PBB Tahun Pajak yang terutang sej umlah SPPT dengan nncian sebagaimana 
Daftar Permohonan Pengurangan PBB Secara Kolektif terlampir. 

Sebagai bahan pertirnbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut D 
Fotokopi SPPT Tahun Pajak sebanyak . lembar t hurus ada i. 

D Fotokopi STTS PBB Tahun Terakhir sebanyak lembar (harus ada ). 
D Dokumen Pendukung berupa t untuk mempcrkuat alasani: 

D sejumlah lembar 
[ i se:jumlah lembar 
[--1 sejumlah lembar 

Dernikian isampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangkalan, 20 
Kepala Desa/Lurah *) 

Kccarnatan 
Kabupaten/Kota") 
Nornor Telepon/H P 

Kab Bangkalan. 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Kepala Desa/Lurah/L VR.l . 

: Perrnohonan Pengurangan PBB 
Secara Kolektif Tahun Pajak ... 

Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 
JI. . 

: iharus ada ; Nomor 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT RESMI DESA/ KELURAHAN/ L VRI 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu 

Demikian isampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangkalan, 20 . 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : 
D Fotokopi SKPD PBB/STPD PBB*) yang diajukan pengurangan/penghapusan sanksi (harus ad(/) 
D Fotokopi bukti pelunasan Pokok PBB yang diajukan pengurangan iharus ada) 
D Fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya tharus ada) D Surat Kuasa iharus ada hi/a 
dtkuasakanv 
D Dokumen Pendukung berupa fotokopi . 

D . 
D .. 

Desa/Kelurahan*) : Kccarnatan: . 
Kabupatcn : Bangkalan 
Bcrsama ini mengajukan pcngurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKPD PBB/STPD 
PBB *) nomor: tanggal Tahun pajak yang 
scrnula sebesar Rp ( ) mcnjadi 
sebesar Rp ( ) atau 
scbesar % dengan 
alasan sebagai berikut: 
D . 
D 

Alamat 
Sebagai wajib pajak pajak/kuasa wajib pajak*) PBB atas objek pajak: NOP 

Nomor Telepon/HP: . 
Kabupaten/Kota 

: Kccarnatan : . 

Nam a 
Alam at 
Desa/Kelurahan") 

Yang bertanda tangan ibawah ini ; 
: NPWP: . 

Kab. Bangkalan. 

: I ( satu) berkas 
: Pengura ngan Penghapusan *) 

Sanksi Administrasi atas SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak . 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 

JI . 

Lampi ran 
Hal 
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Catatan : *) Coret yang tidak perlu. 

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. 
Bangkalan, . 
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak ") 

dikuasakun ). 
LJ Dokumen Pendukung berupa fotokopi : 

LJ . 
LJ ···········. ··········· 

Mcnurut perhitungan ami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut: 
Objck Bumi : luas 1112 x Rp .. / m2 Rp . 

2. Objek Bangunan : luas m2 x Rp / m2 _8.Q + 
3. NJOP : ( nomor I , nomor 2) ,_ Rp . 
4. N.IOPTKP :=_RQ" _ 
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP : (nomor 3 nomor 4) = Rp .. 
6 PBB Terhutang · (0,5 % x . . . . . 0/o x Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 00~ Rp . 

Scbagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut: LJ Asli 
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) yang diajukan pengurangan iharus ada'; 
LJ Fotokopi identitas diri Wajib Pajak/Kuasanya iharus adai 
LJ Fotokopi bukti pelunasan PBB (STTS) tahun terakhir tharus ada ; LJ Surat Kuasa tharus ada bila 

Kabupaten : Bangkalan 
Bersama ini mcngajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi dministrasi atas SKPD PBB/STPD 
PBB *) nomor: tanggal Tahun pajak yang semula 
sebesar Rp ( ) menjadi sebesar 
Rp ( . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ) a tau sebesar 
........ °-o dengan alasan sebagai berikut : 
LJ LJ 

. .. Kecamatan : , ,. ,, . Desa/Kel urahan*) 

Desa/Kelurahan*) · Kecamatan · .. . . . . 
Kabupaten/Kota . 
Nornor Telepon/HP . 

Sebagai wajib pajak pajak/kuasa wajib pajak*) PBB atas objek pajak : NOP . 
Alamat . 

Yang bertanda tangan ibawah ini ; 
............................... NPWP: . Narna 

Alamat 

Lampiran : I (satu) berkas 
Hal : Pengurangan SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak .... 
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 

JI . 
Kab. Bangkalan. 
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NIP 

Cap Kelurahan I Desa (Harus ada) Cap Kecamatan (Harus ada) 

Bangkalan, 

KEPALA DESAI LURAH/ LVRI 

MENGETAHUI 

CAMAT -···-·--··············· 

I No.r NOP - Na:aWajib-1 ·::: O:~ PaPk - ~:::.. ::~:: P:-:;:. Alasan P~hon:1 Dam 1 
I f Pajak l (Rp) I ~PPT I Peng~:ingan ~dukung j 
I __ 2 , 3 -t-----~--- --·. 5 ±~l 8 I ·~ 
I : I I I I . .-----+--- -+- ----- j__ J___ __ I--- - +-- --------,-----;. 
I I I I I l ! i ; 

!-·---+---=--~----·------- --·------l--··--·--·----·------------------- -----------11 ··----~--------------i· -----·----------------+----------~ 
! ! - I I I ! I I 

~-----+-----=-----l------ ------ ----------·--·--------- -------~------~--------~------------4----------~ 
: ! - I ' I I ' I I ; 

t~=.1=~~:=-~J-·------·- ·_·_ . --- .. J· · ------- -_---- - --~--=~t~====J_ j~-=--=-=:t=~=~=-1-- ~-----~ ~-+- +---- --+----------··--------' ------+----1---------+---------~-----------J 
r 1-~1-----T--~--+--T--~~~---~~---1 
~l:-+= =-:1·~=-==---f- -~+----+ - =f-~=---=t- --_J 
L __L-==~~1~Jumlah PBB T~~~~~~-~----==-- t--==~-J --~=t- - -. -- - .. --L L 

Kade 
Kade 
Kade : BANGKALAN 

DESA I KELURAHAN 

KECAMATAN 

KABUPATEN I KOTA 

TAHUN PAJAK 

DAFTAR PENGURANGAN PBS SECARA KOLEKTIF 
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Bersama ini engajukan permohonan penerbitan salinan SPPT PBB untuk tahun pajak . 
dengan lasan sebagai erikut : 

I . 
2 . 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data pendukung sebagai berikut : D F otokopi 
tanda bukti pembayaran (STTS) tahun terahir (harus ada) 
D Fotokopi identitas diri : KTP/SIM/Kartu Keluarga*)(harus ada) 
D Surat Kuasa iharus ada hi/a dikuasakani. 
D Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 

: K ecamatan : . 
: Bangkalan 

RT/ RW: / . Perum/Jl/Dsn/K p/G g 
Ke I urahan/Desa 
Kabupaten/Kota 

Sebagai ajib pajak /Kuasa wajib pajak *) PBB atas objek yang terletak di : NOP 

Nama 
Alamat 

Yang ertanda tangan ibawah ini ; 

Nomor : Lampi ran . 
Hal : Permohonan Penerbitan Salinan SPPT Tahun . 
Yth. Kepala adan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan 

JI . 
Kah. Bangkalan. 

X. FORMAT PERMOHONAN SALINAN SPPT 
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Cata tan : *) Coret yang tidak perlu 

Bangkalan, 20 . 
Wajib Pajak 

Demikian pennohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
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